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ABSTRAK

Nama . Indro Bawono

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebij&kdntik,
Fakultas Ekonomi

Judul : Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Baraaddézara
Elektronik €-Procurement) di Lingkungan Kementerian
Keuangan

Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjatli 8al yang penting guna
pemenuhan kebutuhan publik. Dengan keterbatasagaeary yang ada, faktor
efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam pdagn barang/jasa
pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah ponamewujudkan
pengadaan yang bersih, efisien, transparan dantadelnguna memenuhi
kebutuhan fasilitas publik tersebut. Salah satuussioya adalah dengan
menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektr@kocurement) di
lingkungan instansi pemerintah. Dalam penelitiardigunakan metode deskriptif
kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam atengara pejabat yang
kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dampman, panitia
pengadaan serta observasi data di lapangan yaogudig dengan pelaksanaan
survey kepada para penyedia barang/jasa dan ppeiigadaan. Hasil dari survey
menunjukkan sebesar 78,28% penyedia barang/jasa $8,75% panitia
pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tuyaanimplementasie-
procurement. Hasil dari survey juga menunjukkan bahwa rata-rpanitia
pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakamn $etiyvae-procurement
dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintaln lefisien dengan
dinyatakan masing masing sebesar 85% (pra ten88y5% (tender), dan
86,56% (pasca tender) untuk panitia pengadaan 4&%% (pra tender), 66,73%
(tender), dan 73,68% (pasca tender) untuk penymaliang/jasa. Pelaksanaen
procurement di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola olratu unit
organisasi baru yaitu Pusat Layanan PengadaanaSE&ktronik (Pusat LPSE)
yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadazmaselektronik sebagai
tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyadiag/jasa secara virtual.
Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam lempentasinyae-procurement
dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelefatgratama efisiensi waktu,
efisiensi biayaadvertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil
pengadaan.

Kata kunci:e-Procurement, efisiensi, Pusat LPSE
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ABSTRACT

Name . Indro Bawono
Study Program : Master of Public Planning and Rolic
Title . Evaluation of the e-Procurement’s Implenation at the

Environment of Ministry of Finance

Procurement of goods / services the governmenbeesme an important matter
in order to meet the needs of the public. With &xis budget constraints, the
efficiency factor becomes an important matter ie firocurement of goods /
services for Government. Citizen hopes that theeguwent is able to realize the
provision of a clean, efficient, transparent andocamtable in order to meet the
needs of these public facilities. One solutiomisdlopt the procurement of goods
| services electronically (e-procurement) in thereysament domain. This study
used descriptive qualitative method by conductingdepth interviews with
officials who are competent to see the commitmemd aupport from the
management, procurement committee and the obsemvatata in the field
supported by the survey to all providers of goodsriices and the procurement
committee. Results from the survey showed 78.28%prokiders of goods /
services and 88.75% of the procurement committedyreomprehended with
both the function and purpose of e-procurementeémgintation. Results from the
survey also showed that the average procurementndte® and providers of
goods / services expressly agrees that e-procutecaenmake the government
procurement more efficient with the stated respebti by 85% (pre-tender),
83.75% (tender), and 86.56% (post tender) for ttezyrement committee and
74.86% (pre-tender), 66.73% (tender), and 73.6886t(fender) to providers of
goods / services. Implementation of e-procuremetitinvthe Ministry of Finance
is managed by a new organizational unitRoBat Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (Pusat LPSE) that serves as the manager of the electronic prooent
market as a meeting place for the procurement ctieenivith providers of goods
/ services virtually. The results of this study whitat in the implementation, e-
procurement is able to improve efficiency in thequrement process, especially
the efficiency of time, the advertisement cost céincy, cost procurement
efficiency and the efficiency of the procurementooume.

Keywords: e-Procurement, Efficiendyusat LPSE
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak reformasi hingga kini Pemerintah Republikoimekia berupaya untuk
meningkatkan reputasinya dalam hal penanganan &ofmktek korupsi yang telah
merambah pada berbagai wilayah (mulai di lingkupksasi, kepolisian, pengadilan
hingga militer), secara sistematis ditanggulangiaineberbagai tindakan, baik yang
bersifat preventif maupun dari aspek penegakanrhula.

Transparency International Indonesia (TIl), dalatoussya, merilis bahwa
peringkat indeks korupsi (IPK) Indonesia pada taB0A9 berada pada posisi 111
dari 180 negara di Dunia. Posisi Indonesia ini rdaki posisi tahun 2008, yakni di
peringkat 126, dimana upaya pemberantasan kor@besh tmenunjukkan sedikit
perbaikan. Untuk ukuran ASEAN Indonesia tidak lagginduduki posisi yang agak
jauh dari posisi juru kunci. Dalam tahun 2009, pgkat IPK Indonesia berada pada
posisi 5 untuk lingkungan ASEAN atau lebih renddfaddingkan Singapura, Brunei
Darussalam, Malaysia dan Thailand yang berturutttorengisi posisi 1-4, namun
Indonesia cukup baik dari segi IPK dibanding Vietndilipina, Kamboja, Laos, dan
Myanmar yang menempati posisi 6-10. Indeks Perdepripsi (IPK) selama tiga
tahun terakhir, pada tahun 2006 IPK Indonesia sebg menjadi 2,3 pada tahun
2007 dan mengalami sedikit peningkatan menjadpada tahun 2008 serta terakhir
meningkat 0,2 menjadi 2,8 pada tahun 2009 sehicggaian tersebut perlu terus
ditingkatkan.

Salah satu penyebab tingginya angka korupsi adaldait dengan proses
pengadaan barang dan jasa pemerintah. Komisi Pantbean Korupsi (KPK) pada
tahun 2007 melaporkan bahwa sepanjang tahun 2006-Z%% dari kasus yang
ditanganinya berhubungan dengan pengadaan barangasta Sedangkan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada triwulaanparfahun 2009 melaporkan
bahwa hingga tiga bulan pertama 2009, setidaknyBWKEelah mengklarifikasi 64
laporan pengaduan tentang persekongkolan dalamagaag barang/jasa. Angka ini
relatif tinggi untuk awal tahun karena sepanjan@&®Gaja hanya terdapat 260
laporan. Indikasi terjadinya kebocoran dalam peagadbarang dan jasa di

lingkungan pemerintah dapat dilihat dari penyeksairoyek yang tidak tepat waktu,
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tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, dark tefssien. Banyak barang/jasa yang
telah dibeli pemerintah tidak bermanfaat karenaktidungguh-sungguh dibutuhkan
melainkan karena ‘titipan’ dari atas (TaufiequraemnRuki, 2006).

Landasan normatif pelaksanaan pengadaan barangdeserintah yang
selama ini berlaku adalah Keputusan Presiden N@&®orahun 2003 (sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan terakhir dengantiaraPresiden Nomor 95 Tahun
2007). Secara normatif, prinsip pengadaan barasghaenurut pasal 3 Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaks barang/jasa
Pemerintah adalah: efektif, efisien, terbuka, begsatransparan, dan adil/tidak
diskriminatif, serta akuntabel. Keppres ini merugalpenyempurnaan dari perangkat
hukum yang telah disusun pemerintah sejak reforniiantaranya yang terpenting
adalah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000ngrR@doman Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. rdseppi merupakan
impelemntasi dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 188%ang usaha kecil,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangaiktik monopoli dan
persaingan usaha yang tidak sehat, serta UndangrAgndomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Kolasipisi dan Nepotisme.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (NPJkélah
memberikan prioritas yang tinggi terhadap berbagdormasi penyelenggaraan
pemerintahan secara menyeluruh, baik menyangkutajem@en sektor publik,
pembinaan kelembagaan maupun pemberantasan kofbiei. karena itu upaya
mewujudkangood governancenenjadi memiliki momentum dan landasan yang kuat
dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tald@®3.2Semangat Keputusan
Presiden tersebut adalah agar dana pengadaan femsandari APBN/APBD yang
dibiayai oleh rakyat melalui pajak dapat dikembatikagi kepada rakyat. Proses
Pengadaan barang/jasa yang menggunakan dana APBN/Akharapkan dapat
dilakukan secara efektif, efisien, terbuka dan ders transparan, adil, tidak
diskriminatif, dan akuntabel. Di samping itu, migin yang ingin dicapai dari
keppres tersebut adalah untuk menghidupkan passyagaan barang/jasa yang
selama ini terkesan eksklusif, yang hanya melilraiebagian kecil perusahaan. Dari
4,2 juta perusahaan di Indonesia yang dapat meailyaaibarang/jasa, namun hanya
sekitar 150.000 perusahaan (3,5%) yang terliba&ndgdengadaan barang/jasa setiap

tahunnya.
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Pasar pengadaan barang/jasa pemerintah di Indoseb@narnya relatif
besar. Data dari Departemen Keuangan menunjukkdmvebgpada tahun 2009
pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN nperiaglai 350 triliun rupiah
Namun dengan besarnya nilai tersebut masih barpmilartgan dalam pengadaan
barang/jasa yang dihadapi. Lembaga Kebijakan PeagaBarang/Jasa Pemerintah
(LKPP) menyatakan bahwa sampai saat ini masih patd&eterbatasan dalam
informasi harga dan barang, akses pasar yang astbpasar yang tersekat-sekat
(fragmentedl persaingan usaha tidak sehat (premanisi@&), governanceserta
sumber daya manusia yang terbatas dalam pengadaeanghasa. Dengan
menghadirkan lebih banyak para pelaku usaha, gikama akan terjadi suatu
kompetisi yang sehat sehingga pasar pengadaan kear-benar transparan dan
akuntabel.

Dari sisi makro ekonomi, ketika Pemerintah memlibeliang dari sebuah
perusahaan, dampak yang langsung dirasakan olebsgbieran tersebut dari
pembelian ini adalah keuntungan dan pekerjaan.iyasipendapatan para pemilik
perusahaan dan pekerja akan bertambah, selaiorntukisi mereka pun meningkat
pula. Jadi total pengeluaran akan meningkat lekgab dari besarnya peningkatan
pengeluaran pemerintah. Hal ini disebut dengddultiplier Effect Apabila
penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nedgd&®BN) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakdeamgan cepat, efektif dan
efisien, makaMultiplier Effecttersebut diharapkan bertambah lebih besar sehingga
dapat ikut membantu mendorong pertumbuhan ekordntuk itu pemerintah harus
merumuskan metode pengadaan barang/jasa yang eédifif dan efisien guna
mempercepat penyerapan anggaran.

Upaya pemberantasan korupsi di dalam pengadaamdoalan jasa serta
upaya penggunaan belanja negara yang efektif disrerefsenantiasa dilakukan
pemerintah dari waktu ke waktu. Salah satu upayg yilakukan untuk mendukung
perbaikan proses pengadaan barang dan jasa pexheadalah pada tahun 2008
diperkenalkan sistem pengadaan barang secaraosligkéatau sering dikenal dengan
Electronic Government Procuremen(EGP) atau disingkat dengan istilad

Procurement

! hitp://www.anggaran.depkeu.go.id/
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Dalam literatur yang adae-Procuremensendiri mempunyai berbagai jenis
atau modul antara laire-tendering, e-selection, e-reverse auction, e<ung, e-
purchasing, pCardslan lain-lain. Di Indonesia jenis sistem pengadbarang/jasa
melalui elektronik yang baru di implementasikanlad@-tendering e-Procurement
dalam implementasinya mampu mendukung interopéidilan jaminan keamanan
data éecurity, dimana dalam prosesnya akan meningkatkan trearsgiadan
akuntabilitas, sehingga proses akan sangat terlyaka, pada gilirannya persaingan
sehat yang adil dan non-diskriminatif antar pelakaha dapat lebih cepat terdorong,
sehingga efisiensi dan efektivitas belanja negagems dapat diwujudkan. Seiring
dengan perkembangan teknologi informasi, mekarocurementiharapkan akan
mampu menjadi salah satu instrumen untuk memecalpkablema pengadaan
barang/jasa publik sebagaimana diharapkan di atas.

Selama ini pengadaan barang/jasa diliputi berbamgaktik manipulasi.
Pengadaan barang/jasa yang seolah-olah transpab@masnya diwarnai berbagai
praktik kecurangan. Sejak tahun 2004 sampai de@§88, Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) sudah menangani 148 tindak pidanaugsr dimana dari jumlah
tersebut sebanyak 63 kasus atau 43 persennyat tekajan pengadaan barangffasa
Hal ini menjadikan adopse-procurementdiharapkan akan mampu memfasilitasi
proses pengadaan secara transparan dan membeyilebénbesar bagi keterlibatan
masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Penerapare-procurementdi sektor publik pada awalnya diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi organisasi publik seperseaktor bisnise-Procuremenpada
gilirannya juga diharapkan dapat membangun pasafoma berbasis internet
(Oliviera dan Amorim, 2001). Namun aplikasiprocurementalam pemerintahan
selain untuk efisiensi, juga ditujukan untuk mekimigan efektivitas, keadilan,
transparansi dan kesetaraaguity) antar warga negara dalam penyediaan barang dan
jasa (MacManus, 2000; Oliviera dan Amorim, 2001pyd, 2004; Dooley dan
Purchase, 2006; Majdalawieh dan Bateman, 2008ar&éebih khusus penerapan
procurementditujukan untuk mewujudkagood governanceMenurut Bruno et. al
(2005: 345) terdapat tiga faktor pendorong sektdnlig untuk mengadopsi sisteea
procurement yaitu : (1) stimulasi dari perubahan organisasion2) upaya

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pengurandaaya; (3) meningkatkan

2 http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=4544&I=kasus-di-kpk-4Bspn-pengadaan-barangjasa-
kpk-didesak-sisir-korupsi-di-seluruh-pemda
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hubungan antar warga negara dengan sektor publ&kmdéentuk transparansi
administrasi dan partisipasi.

Penerapare-procuremendi lingkungan Kementerian Keuangan merupakan
satu bagian dari program reformasi birokrasi yaengsi saat ini masih berjalan di
Indonesia. Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 200dtartg Percepatan
Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 5 Tahun 28@@&ng Fokus Program
Ekonomi Tahun 2008-2009, Departemen Keuangan mianpasalah satu
Departemen yang mendapatkan perintah untuk segererapkane-procurement
selain Bappenas dan Kementerian Koordinator Pemgk@am. Hal tersebut
ditindaklanjuti dengan pembentukan Layanan Penge&azara Elektronik (LPSE)
Departemen Keuangan pada tanggal 14 Februari 2Z0g8an dibentuknya LPSE
adalah untuk membentuk “satu pasar”, yaitu pasagg#gaan. Tujuan dibentuknya
satu pasar ini adalah untuk mengurangi praktikqgtaKKN dalam pengadaan
barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Dengamggunakan LPSE beberapa
kelemahan atau kekurangan dalam pengadaan barangasi diharapkan dapat
diatasi. Melalui adopsi LPSE maka pelelangan difieaa dapat lebih terbuka, adil
dan non-diskriminatif, transparan, akuntabel skiteh efektif dan efisien. Peluang-
peluang terjadinya KKN dengan pengadaan konvenkiahbarapkan dapat
diminimalisir dengan pembentukan LPSE, dikarenakamungkinan terjadinya
kontak secara langsung antara panitia pengadaagamepenyedia barang/jasa
dibatasi dengan adanya teknologi IT.

Pada tahap awal dengan berdasar Peraturan Men&ranigan Nomor
42/PMK.01/2008 dan Surat Edaran Menteri Keuangam®&oSE-44/MK.1/2008,
Departemen Keuangan telah berhasil melaksanakagagaan secara elektronik
untuk dua paket pengadaan yang masing-masing bdra8ekretariat Jenderal dan
Direktorat Jenderal Pajak dengan nilai pagu dand M dan 13,4 M. setelah
dilaksanakan pelelangannya melagdprocurementernyata terjadi efisiensi dalam
hal ini penghematan anggaran sebesar 20% dengarkaritrak sebesar 15,7 M dan
10,6 M dengan rata-rata diikuti 25 peserta lelatgs keberhasilan tersebut sampai
saat ini Kementerian Keuangan sudah melaksanakdelapgan melaluie-
procurementlengan total paket pekerjaan sebanyak 128 paketjpan dengan total

pagu anggaran sebesar Rp 1,3 T.
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Tabel 1.1 Jumlah Paket Pelelangan mela@tprocurementlari masing-masing
Agencydi Lingkungan Departemen Keuangan Tahun 2009

No Agency Jumlah Paket Jumlah Pagu
Pekerjaan Anggaran
(Rp)

1 | Kantor Pusat Depkeu 28 262.613.499.000,00

2 | Badan Kebijakan Fiskal 4 6.690.040.000,00

3 | Badan Pendidikan dan Pelatihan 17 124.405.535.435,00
Keuangan

3 | Bapepam LK 14 56.780.481.750,(

4 | Direktorat Jenderal Anggar 5 21.685.000.000,(

5 | Direktorat Jenderal Bea dan Cu 15 393.023.982.850,(

6 | Direktorat Jenderal Kekayaan 4 5.700.000.000,00
Negara

7 | Direktorat Jenderal Pajak 29 436.248.301.510,00

8 | Direktorat Jendera 5 66.025.000.000,00
Perbendaharaan

9 | LKPP 10 21.515.220.224,00

TOTAL 128 1.394.687.060.769,00

Sumber : Pusat LPSE Kementerian Keuangan

12  Perumusan Masalah

Dalam Keppres 80/2003 prinsip dasar dari pengadzdadah efisiensi,
efektifitas, keterbukaan, persaingan, transparaifasi, adil/tidak diskriminatif, serta
akuntabilitas dari pengadaan barang/jasa pemeriah beberapa prinsip dasar
tersebut dalam tesis ini hanya akan diambil dasi efisiensi yang merupakan
parameter yang terukur. Mengingat sampai saat &iu be-tendering yang
diimplementasikan di Indonesia, maka tolak ukurm#&aatauKey Performance
Indicators (KPI) dari proses pengadaan barang/jasa pemeriadhah financial
savings dimana dalam pengukurannya menggunakan 4 (engaagmeter KPI
sebagai berikut:
1. Mengurangi waktu dalam proses pelelangan;
2. Mengurangi biaya iklan dalam proses pelelangan;
3. Mengurangi totabverhead coshaik dari sisi panitia pengadaan maupun dari sisi

penyedia barang/jasa dalam proses pelelangan;

4. Penghematan yang diperoleh dari hasil pelelangaaraselektronik
1.3  Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalaka dapat

dirumuskan tujuan penelitian. Adapun tujuan pelgitidalah untuk mengevaluasi
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pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkuriementerian Keuangan

khususnyae-tenderingdalam rangka pengembangaprocuremenke depan.

14  Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitiamdzlah sebagai berikut:
1. Sebagai bahan masukan bagi Pusat LPSE Kementeeaangan guna
melakukan perbaikan dan pengembangan ke depan.
2. Sebagai masukan bagi para pimpinan dan pihak terkalam
memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam menjalankamgsf dan
perannya.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain.

15 RuangLingkup

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kementerian d&®an (Pusat Layanan
Pengadaan Secara Elektronik) khususnya di lingkurgkolah Tinggi Akuntansi
Negara (STAN) dengan mengacu pada Undang-undangoNdmh Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sertpufesan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaangBasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhgaseReraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2007.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikaalah satu pedoman
sebagai upaya perbaikan manajemen keuangan publigingat proses pengadaan
pemerintah merupakan salah satu bagian di dalanseysygga optimalisas belanja
pemerintah dapat segera diwujudkan. Tulisan iniyvhaakan membahas tentang
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elekkbogusnyae-tendering di

lingkungan Kementerian Keuangan.
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BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

21 Referens e-Procurement

Pengadaan barang dan jasa secara elektreapjrocurement dibeberapa
negara seperti Uni Eropa, Australia, Korea Selatan Philipina, dalam beberapa
tahun terakhir telah digunakan sebagai alat yangraesignifikan dapat mengurangi
biaya dalam proses pengadaan. Pada saat volumesjemielah ditentukan, dengan
menggunakane-procurementmemungkinkan pembeli dan pemasok mempunyai
pilihan yang lebih luas serta akan membawa kuajiteg lebih baik, meningkatkan
pengiriman, mengurangi kertas kerja, dan menururikaga administrasi. Dalam
definisi yang paling mendasare-procurement adalah merampingkan proses
pembelian perusahaan dengan menghilangkaper basedseperti dokumen-
dokumen pesanan pembelian dan formulir permintasmic Melalui sisteme-
procurement karyawan dapat memperoleh akses langsung kepada pgnyedia
barang/jasa melalui sistem untuk mengkonfirmassiéigasi teknis, melihat gambar
produk, harga, serta deskripsi produk secara tepeSistem juga dapat membuat
permintaan resmi untuk melakukan persetujuan sexlakironik, mulai dari proses
persetujuan perusahaan sampai dengan penyerahamapepembelian untuk
mengontrak penyedia barang/jasa.
Beberapa sumber mendefinisikexiProcuremensebagai berikut:
1. Menurut Kantor Manajemen Informasi Pemerintah Aalstr (Australian

Government Information ManagemeAGIMO):
e-procurementmerupakan pembelian antar-bisnmuginess-to-business
B2B) dan penjualan barang dan jasa melalui intérnet

2. Menurut daftar katx-Solutions

e-procuremenimerupakan sebuah istilah dari pengadgaoc{rement

atau pembelian secara elektrorgkProcuremeninerupakan bagian dari
e-bisnis dan digunakan untuk mendesain proses gaagaberbasis
internet yang dioptimalkan dalam sebuah perusahadProcurement
tidak hanya terkait dengan proses pembelian it &dapi juga meliputi
negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan tkespn atas kontrak-
kontrak dengan pemasok. Karena proses pembeliaededtsanakan
dengan penanganan elektronik untuk tugas-tugas y@sergubungan

3 (www.agimo.gov.au/publications/2001/11/ar00-01/gtuy)
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dengan operasi, tugas-tugas yang berhubungan destgaiegi dapat
diberi peran yang lebih penting dalam proses tertsélugas-tugas baru
yang berhubungan dengan strategi pembelian iniponelimanajemen
kontrak kepada pemasok lama maupun baru serta ppeaci struktur
pasar baru dengan secara aktif mengkonsolidasikpesnasokan/suplai.
Sedangkan procurement sistem adalah sistem petahgkak untuk
pembelian secara elektronik, yaitu pengadaan batangasé.

3. Menurut daftar kata Siemens :

e-procurementatau e-purchasingadalah pengadaan yang menggunakan
media elektronik seperti internet atau jaringan gotar yang lain. Sistem
e-procurement memusatkan pada platform (perangkaskmaupun lunak)
komersial bagi para pembéli.

4. Menurut Wikipedia :

e-procuremenadalah pembeliabusiness-to-busine¢B2B) dan penjualan
barang dan jasa melalui internet maupun sisterarsisinformasi dan
jaringan lain, sepertElectronic Data Interchang€EDI) dan Enterprise
Resource PlannindERP). Sebagai sebuah bagian penting dari banyak
situs B2B,e-procuremenjuga kadang disebutkan oleh istilah-istilah lain
misalnyasupplier exchangeSecara khusus, situs-situs weeprocurement
memungkinkanuser yang memenuhi syarat dan terdaftar untuk mencari
para pembeli atau penjual barang dan jasa. Tengantpada
pendekatannya, para pembeli atau penjual dapatng@a harga atau
mengundang penawaran. Transaksi-transaksi dapatliadimian diakhiri.
Pembelian yang sedang berjalan dapat memenuhi m@amicustomer
termasuk pemberian diskon jumlah atau penawarasushGoftware e-
procurement memungkinkan otomatisasi beberapa pembelian dan
penjualan. Perusahaan-perusahaan yang berpairtidigalsarap dapat
mengendalikan inventori-inventori secara lebih gfeknengurangi biaya
pembelian agen, dan meningkatkan siklus manufalgtProcurement
diharapkan dapat diintegrasikan dengan tgempply Chain Management
yang terkomputerisa8i.

5. MenurutScottish EnterprisdalamE-Business Factsheatya menyebut bahwa:

e-procurementadalah sebuah istilah untuk menyebut metode elaktr
yang digunakan dalam tiap tahap proses pembelian igdentifikasi
persyaratan-persyaratan hingga pembayaran, danrasepatensial
manajemen kontrak.

6. Menurut Infonet dalam makalahnya tentaagrocuremenimenyebutkan bahwa:

* (http://vww.x-solutions.poet.com/eu/newseventsigh)

5 (http://www2.automation.siemens.com/meta/ebusihéss/ 76/glossar/glossar_e.htm)
© (http://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement)

7 (www.scottish-enterprise.com/publications/e-procueat.pdf)
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e-procurementadalah nama lain untuk pembelian barang dan j&& B
melalui pertukaran dagang extranet, antar ERP lamggsdan koneksi
internet dengan pemasok-pema8ok.

7. Beberapa definisi oleh Davila, Tony, Mahendra Guptan Richard Palmer
dalam jurnal Moving Procurement Systems to The Intérn¢2003)
menyebutkar-procurement

Teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi permgadbarang melalui
internet. Manajemen seluruh aktivitas pengadaaaraezektronik. Aspek-
aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermataram bentuk
komunikasi secara elektronik.

8. Bank Dunia menyebutkan sebuah definisi berlap® tigrie-procurementari
segi pemerintaharelgctronic Government Procuremerd-GP) dalam E-GP:
World Bank Draft Strategy2003). Tingkat pertama menyatakan bahwa e-GP
adalah:

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi keoga internet oleh
pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan habupgngadaan
dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya; dan layanan
konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik.

Definisi tingkat kedua dan ketiga membuat perbedgzia antarae-tendering
dengare-purchasing
9. Sarzana Fulvio di S. Ippolito (2003) menyebut:

e-procurementisebagai seperangkat teknologi, prosedur, dan #&mgk
langkah organisasional yang memungkinkan pembédiarang dan jasa
secaraonling, melalui peluang-peluang yang ditawarkan olehrirgedan
e-commerce Pengertian ini mirip dengan definisi Bank Dunkigtapi
menghilangkan “pengadaan karya”. FienProcurementPembelian dan
penjualan online mengefisienkan proses pengadaaméagurangi biaya
operasi dengan mengurangi pengeluaran untuk wadkoingstrasi dan
memperpendek birokrasi. Penerapasprocurementmendorong upaya
transaksi dari pusat pembuat pesanan hingga tighutihan pada
pengguna desktop bisnis. Hal ini memastikan kesasu terhadap
perjanjian dengan pemasok yang dipilih melalui lkkatanline yang mana
dilihat-lihat oleh para pengguna untuk menemukamiyang dibutuhkan.
Fitur utamae-procuremenmeliputi :
+ Katalog elektronik untuk item-item standar/inti.
« Kemampuanpunch-out ke situs-situs web pemasok untuk produk-
produk yang dinamis/bermacam-macam.
« Memunculkan kembali daftar-daftar permintaan/belamtuk item-item
yang dibeli secara teratur.

8 (www.ploug.org.pl/interesujace_teksty/eProcurem@értiite_Paper_Final.pdf)
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« Jalur-jalur persetujuan yang menyathui(t-in) untuk menjalankan
kendali anggaran belanja.
« Kemampuan untuk memberi laporan informasi manajeyaeqg detil.

Dalam mempelajarie-procurementkita juga harus memahami kondisi
lingkungan bisnis makro dimana konsep tersebut rgeké\pabila kita sering
mengenal istilah hukum ekonomi, maka di dalam duniarnet dikenal berbagai
istilah baru semacam-economyinternet economydigital economynew economy
dan lain sebagainya. Praktisi menganggap bahwanddaia maya, hukum ekonomi
konvensional tidak berlaku, karena yang memegangnpe adalah berbagai prinsip
ekonomi digital. Namun banyak pula yang menilaiviiatparadigma ekonomi baru
tersebut sebenarnya tidak ada, yang ada addkeh dld economy with the new

technology’®.

Ekonomi digital didefinisikan oleh Amir Hartman s&ai:

“the virtual arena in which business actually is docted, value is created
and exchanged, transactions occur, and one-to-efeionship mature by using any
internet initiative as medium of exchahgartman, 2000).

Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknyaredng bisnis atau transaksi
perdagangan yang memanfaatkan internet sebagaumddmunikasi, kolaborasi,
dan kooperasi antar perusahaan atau pun antaridadidimana maraknya
perusahaan-perusahaan baru maupun lama yang tegjudalam format bisnis
elektronik e-businessdan e-commerce Untuk dapat bertahan dan memenangkan
persaingan dalam ekonomi digital, para pemain pewmahami karakteristik dari
konsep yang menjadi landasan karena sangat bedegdmn ekonomi klasik yang
selama ini dikenal. Tidak jarang bahwa perusahaanshmelakukan transformasi
bisnis agar dapat secara optimal bermain di daleanaaekonomi digital. Hal ini
disebabkan karena untuk mengimplementasikannya&rldikan model bisnis yang
sama sekali baru. Bagi perusahaan bstartcup company untuk terjun ke bisnis ini
biasanya lebih mudah dibandingkan dengan perusapaag telah lama berdiri.
Sebagian besar perusahaan lama yang ingin memkariakeberadaan ekonomi
digital harus mengadakan perubahan mendasar padaspbisnisnya secara radikal
(business process reengineeling

Dunia maya merupakan suatu tempat bertemu dan berkoya berbagai

° Eko Indrajit, Dasar, Prinsip, Teknik dan Potensnembangaa-Procuremen2001
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individu, kelompok masyarakat, perusahaan, konsymeganisasi, komunitas, dan
berbagai jenis entiti lainnya di “sebuah tempathgaterbentuk karena adanya
berbagai jaringan komputer yang saling dihubungkatu dengan yang lainnya.
Kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan oleh dum&ya adalah suatu bentuk
interaksi yang sangat efisien (lebih cepat, lebirah, dan lebih baik dibandingkan
dengan dunia nyata) karena kemampuannya untuk deak@a ruang dan waktu.
Namun ada satu persamaan mendasar yang berlakdilohikia nyata maupun dunia
maya, yaitu tetap berlakunya hukum ekonomi, yastuatu aktivitas untuk mencapai
penghasilan sebesar-besarnya dengan perngorbangnsgkecil kecilnya”, karena
hal tersebut tidak jauh dari prinsip hidup dariraeg manusia. Hukum ekonomi
tersebut tercipta karena adanya suatu kenyataamababmber daya yang tersedia
sifatnya terbatass¢arce of resourcgsYang dimaksud dengan keterbatasan di sini
disebabkan karena sumber daya utama dalam aktiakmsiomi kebanyakan
berwujud benda-benda fisik semacam gedung, tanahusia, bahan mentah, mesin,
dan lain sebagainya.

Dokumen fisik (kertas dan tulisan) telah dapatpliesentasikan menjadi bit-
bit digital sehingga memudahkan orang untuk berkukasi dan berkorespondensi
melalui email hingga saat ini ketika suarau@io atauvoice, gambar, darvideo
(gambar bergerak) telah berhasil didigitalisasiirsgga merubah sama sekali cara
manusia berinteraksi. Bahkan hal ini tidak hanydake pada entiti fisik saja, tetapi
benda-benda abstrak seperti data, informasi, pahngat, bahkan proses telah dapat
pula dilakukan proses digitalisasi. Hal tersebwrakangat menarik untuk dicermati
ketika mempelajari karakteristik dari entiti-entitang dapat didigitalisasi. Paling
tidak ada empat karakteristik utama dari entitiitdlg yaitu mudah diduplikasi,
murah proses produksinya, dapat diubah strukturdga, lebih baik kualitasnya.
Akibat keempat ciri khusus dari benda digital ihilmaka terciptalah suatu “hukum”
baru yang dinamakan sebagai ekonomi digital. Ekeanamberkembang menjadi
internet economyika prinsip-prinsip tersebut di atas dimanfaatideh parausers
atau komunitas untuk melakukan aktivitas perdagandiadunia maya melalui

internet.
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2.2  Konsep e-Procurement

Perbaikan dalam konektivitas teknologi Internetiekkhir ini menyediakan
kesempatan untuk membuat pengadaan barang dalel@sdransparan dan efisien.
Ketika digunakan untuk pengadaan barang dan jasiikpteknologi informasi dapat
dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai pnmgipp utama persaingan
sempurna, yaitu akses terhadap informasi, tidak ltabatan untuk ikut serta
(transparansi), dan akan lebih banyak peserta jariguntuk membentuk sebuah
pasar pengadaan barang/jasa publik. Pengadaangbdaanjasa secara elektronik,
terutama dalam domain publik, adalah sebuah albijakan yang efektif untuk
menentukan dasar-dasar ekonomi pasar dan karemeggaa perlu meningkatkan
produktivitas, menghilangkan hambatan-hambatan yateydi dalam negeri untuk
mengarah ke persaingan internasional, untuk tupgenngkatan efisiensi. Salah satu
fokus utama dari pengadaan barang/jasa secaracslgkadalah untuk mengubah
proses pengadaan agar lebih efektif dari sisi bi@s@a dengan proses yang lebih
inovatif. Selain itu, bertujuan untuk menunjukkarahtva Information and
Communication TechnologfiCT) merupakan salah satu alat penting yang dapat
mempengaruhi perubahan-perubahan struktural badaldim negeri maupun antar
negara, serta memungkinkan sensitifitas pengadasand dan jasa dapat bergerak
bebas, mendorong daya saing pemasok dalam nedeki mengarah ke pasar dunia.
Sebuah kebijakan pengadaan publik yang efektif ps@n hal mendasar bagi
keberhasilan satu pasar dalam mencapai tujuanaalaiar untuk membentuk pasar
yang berkelanjutan, pertumbuhan jangka panjang,cipikan lapangan kerja,
mendorong pengembangan usaha agar mampu meng&sploeluang-peluang
yang dihasilkan oleh satu pasar, kompetitif dalaasap global, dan untuk
menyediakan layanan publik yang handal untuk pargguna sistem.

Antonio Davila, Mahendra Gupta dan Richard Palmedam jurnal mereka
yang berjuduMoving Procurement Systems to the Internet: Thepfalo and Use of
E-Procurement Technology Modelsenyimpulkan bahwa persepsi keseluruhan
responden adalah teknologiprocurementakan menjadi elemen penting dalam
pengelolaan siklus logistik. Kebanyakan organidespartisipasi dengan investasi
yang kecil memungkinkan mereka untuk mengetahuikemebangan dan
mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk Ipifdda teknologi ini.

Perusahaan-perusahaan berencana untuk memindatus®s penawaran mereka ke
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e-procurement sebagai solusi yang harus tetap berhati-hati denga
mempertimbangkan faktor ekonomi dari adanaya telgi@-procurementersebut.
perusahaan-perusahaan yang agresif atau cepat odeagadopsi sistem ini merasa
lebih baik berada dalam posisi persaingan sehat.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara eikek(esprocurement
merupakan salah satu mekanisme mewujudkan niki-g@lod governanceSecara
umume-procuremenadalah:

“proses pembelian barang dan jasa yang diperlukagi lkebutuhan

operasional organisasi secara elektronik (Olivi2o@d1 :43)”.
e-Procurementdalam pengertian umum diterapkan pada sistEatabase yang
terintegrasi dan area luas yang berbasis inteegah jaringan sistem komunikasi
dalam sebagian atau seluruh proses pembelian (@®mndon-Jones, 2005:369).
Penerapare-procurementdi sektor publik sebenarnya diadopsi dari penerapa
procurement di bidang bisnis. Meningkatnya tekanan persaindg@snis telah
mendorong perusahaan untuk mengadogsprocurement sebagai strategi
mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan (Nejdeh&Bateman, 2008:54).
Proses pembelian dan penjualan barang melalui laaraensional dianggap tidak
efektif dan efisien lagi untuk mendukung kegiatasnis. Salah satu keuntungan
terpenting dari penerapanprocurementdalah kemampuannya sebagai mekanisme
integrasi baik di dalam perusahaan maupun deng@pplier Selain itu, e-
procurementjuga dipercaya mampu meningkatkan kolaborasi anp@mbeli dan
pemasok, mengurangi kebutuhan personel, meningkatkardinasi, mengurangi
biaya transaksi, siklus pembelian dan penjualanafgaryang lebih pendek,
memudahkan inventarisasi dan transparansi yang lesar. Dalam konteks ire;
procurement dipahami sebagai pasar dari sektor bisnis ke bhisrasgkaian
pemasokan secara elektronik, pusat perdagangark@taunitas dagang yang secara
substansial berbasis jaringan internet dimana attu lebih perusahaan berusaha
mendapatkan sumbeuppliernya pada harga serendah mungkin (Aghesin,2001).
Sistem juga membantu perusahaan dalam mendapatkdresinput produk dan jasa
pada harga terendah, memastikan bahwa input teérssdmadai secara teknis dan
spesifikasi dari yang dipersyaratkan.

Simon Croom dan Alistair Brandon-Jones dalam jumeieka yang berjudul

Impact of e-procurement: Experiences from impleatéort in the UK public sector
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(2007) membuktikan bahwa berkurangnya biaya konasiilantara penjual dan
pembeli menyebabkan meningkatnya ketersediaan pasd&n adanya pengaruh
yang lebih besar dalam negosiasi. Biaya yang mumcudi dari proses permintaan
sampai dengan pembelian dapat dikurangi melalubgdesin sistem pengadaan.
Pengurangan harga yang diperoleh dari peningkasanlwas, kepatuhan, informasi
manajemen, permintaan agregasi, dapat meningkagikagaruh dalam negosiasi.
Pelaksanaare-procurementmenciptakan potensi untuk meningkatkan kepatuhan,
jauh dari yang sudah 'diberikan’. Sejauh mana dykuidisediakan kepada pengguna
internal dalam menggunaka&nprocurementampaknya berpengaruh signifikan pada
pengeluaran sejenis. Model ini akan berfungsi saibdasar untuk mengelompokkan
e-procuremenguna mengarah kepada kolaboratif dan komparatiiaia yang akan
datang.

Mengambil keuntungan dari teknologi informasi yangncul memerlukan
kebijakan-kebijakan yang serupa dengan yang dikatuluintuk membuka pasar dan
perdagangan bebas. Sebagai contoh, menciptakaradsearg publik yang modern
merupakan bagian dari proses yang efisien, danoskopasar yang kompetitif
dimana diperlukan untuk suatu negara terintegra&sidilam komunitas global.
Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantuki mencapai lingkungan
yang kompetitif (penawaran terbuka), memberikamnigred bagi sektor swasta (gratis
akses ke informasi publik), transparansi pemerjmdan menghilangkan paedite di
suatu negara memegang sektor-sektor utama dalakorperian nasional. Besar
peluang yang ada harus ditangkap secara bersammaardi teknologi baru efektif
untuk mendukung mengintegrasikan pasar yang sudih &ebagai contoh,
pengadaan pada sebagian besar negara-negara bankeatalah lambat dan kurang
efisien. Teknologi informasi dapat membuat biaymHhesfektif dan sistem pengadaan
publik lebih inovatif. Salah satu tujuan dari pedgan barang dan jasa secara
elektronik adalah untuk memberikan peluang untukugshaan lokal bersaing di
pasar pengadaan internasional, dan untuk menirgkatkses pasar bagi usaha kecil
dan menengah yang biasanya terbatas. Dengan danskizara otomatis setiap
perusahaan akan dapat mengetahui setiap kali teadah diumumkan oleh berbagai
website pengadaan nasional melalui profil merekeyysudah terdaftar dalam sistem.
Dengan cara ini diharapkan setiap perusahaan dageaicari informasi baik

kesempatan dalam pengadaan internasional maupgagesamn domestik.
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Pengadaan barang dan jasa publik, atau pembeliaerpgah dari sektor
swasta, telah tumbuh pesat dalam beberapa dekadkhite Gershon (1999)
mendefinisikan pengadaan sebagai:

"keseluruhan proses perolehan dari pihak ketigacalarp barang, jasa dan

proyek-proyek konstruksi. Proses ini meliputi setusiklus dari konsep awal

serta mendefinisikan kebutuhan sampai dengan aidsa manfaat suatu aset

atau selesainya kontrak (Gershon, 1999)".

Faktor utama serta prinsip yang mendasari sistergguaan barang dan jasa publik

yang modern adalah persaingan terbuka, tidak estss#rta akses yang luas ke pasar

pengadaan. Selain itu, proses pengadaan mulaselasi peserta tender, prosedur
tender, dan penetapan pemenang, harus terbuka ajzat dilihat oleh umum,
sehingga membuatnya menjadi proses yang transpdamanmerupakan suatu
tanggung jawab bagaimana membuat cara yang paliisiere untuk setiap
pengadaan di kementerian maupun di daerah mengiegagiadaan tersebut dibiayai
menggunakan uang dari para pembayar pajak. Untulyengournakan keseluruhan
transparansi proses pengadaan barang dan jasatérkantrak pengadaan tersebut,
unit-unit pengawasan baik dari internal maupunezksi juga harus berperan aktif
termasuk juga dari pihak media. Secara umum, puseehgadaan publik, sebagai
aktivitas ekonomi yang signifikan di sebagian bessgara melibatkan biasanya dua
jenis pemain:

1. Organisasi Pemerintalprocuring entitie} yang mempublikasikan keinginan
mereka untuk pengadaan barang dan jasa di bawednatturan tertentu dan
pembatasan oleh pemerintah di masing-masing negara.

2. Penyedia barang dan jasa (usaha milik swasta, sekmdKM) yang merespon
tawaran atas keinginan dari pemerintah untuk merkan keinginan mereka
menjual.

Terbuka dan kompetitifnya suatu proses pengadaapasadengan kontrak dimulai

dari beberapa prosedur; dari sisi pemerintah haerrsdeskripsikan persyaratan yang

mesti penyedia penuhi untuk menunjukkan apakah kguan mereka memenuhi
dari yang dipersyarakan. Pemerintah kemudian mengfikasi calon penyedia dan
mengundang mereka untuk mengajukan penawaran. sPpesggadaan juga harus
menjamin bahwa penyedia pada kenyataannya dapatemodm spesifikasi dari

kualitas produk yang diinginkan dan ketepatan walanyelesaiannya. Dalam kasus

kontrak jangka panjang, penyedia juga harus dapatjamin kontinuitas dari
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pasokan. Setelah pemasukan penawaran dan evaladaisistem pengadaan barang

dan jasa pemerintah harus diumumkan kepada publia saja yang memasukkan

penawaran termasuk penawaran harga mereka darpprgwar yang menang.
“Secara umum, sebuah siklus pengadaan barang darpyilik terdiri dari
proses lelang, kontrak, dan pembelian (Romm daw8eikis, 1998, hal 104)”".

Proses pengadaan tersebut termasuk pengumuman rmaiai pengumuman

pelelangan sampai dengan pemasukan penawaran cdrakkoPerlu diketahui,

bahwa pada pengadaan barang dan jasa secara kona¢msasih terdapat banyak

kekurangan, terutama di negara-negara berkembarg diairikan oleh panjangnya

prosedur birokrasi (Yap et al., 1994, hal 191)aemtain:

- Prosedur yang rumit dan terkesan diperpanjang;

- Campur tangan dari birokrat;

- Kemampuan birokrasi yang tidak memadai;

- Tidak adanya kebijakan Tl nasional yang jelas;

- Membutuhkan volume kertas yang cukup besar;

- Kurangnya kontrol dari pusat;

- Kurangnya kualitas informasi;

- Resistanceéerhadap perubahan.

Karena itu, teknologi informasi yang muncul memkemi kesempatan bagi
pemerintah untuk mengubah itu semua termasuk camaberikan pelayanan kepada
masyarakat. Melakukan hal tersebut tidak hanya aksmotong biaya dan
meningkatkan kualitas pemerintah, namun juga aka&mperbaiki kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah. Munculnya teknolegu bni bersamaan dengan
tuntutan peningkatan akses masyarakat terhadapma$d pemerintah. Internet
merupakan ‘kendaraan’ untuk menyediakan berbadarnvasi antara pemerintah
dengan masyarakat. Selain itu, pengguna layanaen@ah akan menerima manfaat
dari layanan yang berkualitas tinggi. Hubungan ranfemerintah dan masyarakar
akan berkembang dari yang semula hirarki tradisipaag panjang dan satu arah ke
satu tempat yang lebih baik yaitu hubungan timladiktantara warga negara dengan
pemangku kepentingan di pemerintah mereka.

Pengadaan yang didasarkan pada penggunaan tekidtognasi ini adalah
suatu usaha untuk mencapai prinsip-prinsip utant@a guengarah ke persaingan

sempurna, antara lain:
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Tidak ada pembatasan untuk mengakses informasPdarerintah;
Meningkatkan transparansi pasao parries to entry

Meningkatkan kesempatan pengusaha dalam negerk wdrsaing di pasar
pengadaan international serta meningkatkan akses;pa

Integrasi ekonomi berdasarkan prinsip saling médepg

"Tujuan utama dari sejumlah inisiatif tersebut atlalguna memfasilitasi
seluruh siklus pengadaan di sektor publik dan svastuk membentuk suatu
lingkungan elektronik yang akan mendukung otorgieblik dan perusahaan
swasta khususnya UKM dalam mengakses informasi gol@;n dan
mengurangi penggunaan kertas berkaitan dengant&egmeengadaan (Blili
dan Raymond, 1994, hal. 127-137)".

Banyak negara telah memperkenalkan pengadaan bal@mgasa secara

elektronik pada pelaksanaan tender mereka karamadatupakan kesempatan besar

untuk menerapkan transparansi dan efisiensi. Sisegmier biasanya dioperasikan

secara langsung oleh instansi pemerintah. Di bphemagara, layanan tersebut telah

dikontrakkan kepada badan khusus (misalnya Auairilexico) dan dalam beberapa

kasus kepada operator swasta (misalnya Kanadai).C3istem pengadaan secara

elektronik biasanya memerlukan aturan hukum vyarmhlduas dan perubahan-

perubahan kelembagaan. Beberapa negara-negart sepénalia dan Meksiko telah

menerapkan hal tersebut. Sistem pengadaan eldktianis dapat dioperasikan baik

perkelompok @n-line katalog per perusahaan) atau diaggregasi ke pasarlebih

besar atau luash@sting beberapa katalog vendor) (World Bank, 2001). Menur

makalah Bank Dunia tentang diskusi pengadaan, ddipetdakan empat tahap

(World Bank, 2001) untuk sistem pengadaan elektroni

1.
2.
3.

Sistem pengumuman pengadaan publik (EU);

Distribusi dokumen (dokumen penawaran) (Kanada);

Pengajuan penawaran secara elektronik, paralel adenganual dimana
membutuhkan enkripsi dalam bentuk kunci publik, damran hukume-
commerce termasuk tanda tangan elektronik dan sertifikdgital yang
terpercayadertificate authority (e.g. Australia, Mexico);

Proses elekronik secara keseluruhan termasuk pembetline dan manajemen
kontrak.

e-Procurementelah diperkenalkan sebagai cara untuk mencapsl yeng
lebih baik, dimana menjadikan sistem pengadaaih lefaktif untuk masalah
memecahkan biaya administrasi yang besar di spktdik (Moon, 2005).
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Kedatangannya menunjukkan bahwa teknolgirocurementikan menjadi bagian

penting dari manajemen logistik.

“Beberapa keuntungare-procurement meliputi: (i) mengurangi biaya
administrasi, (i) memperpendek waktu siklus pentamu pesanan, (iii)
menurunkan tingkat persediaan, (iv) menurunkan ehgeng dibayar untuk
barang, dan (v) menyiapkan organisasi untuk memithghk teknologi
kerjasama dan perencanaan dengan mitra bisnis (Cr@900; Roche,
2001)".

Pendukung e-procurementberpendapat bahwa hal ini akan membantu

pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas hj@lanegara serta menyediakan cara

yang lebih akuntabel, efektif, dan cara cepat untekgelola pengadaan barang dan

jasa Pemerintah.

“Menurut Moon (2005), potensi manfaat dari penemagaprocurement

adalah sebagai berikut: (1) menurunkan biaya tksmsd2) lebih cepat

memesan; (3) vendor pilihan yang lebih luas; (dnhdar, proses pengadaan
lebih efisien; (5) kontrol lebih besar atas pengeda pengadaan dan
kepatuhan karyawan yang lebih baik; (6) alternatternet lebih mudah

diakses untuk pembeli; (7) berkurangnya penggurdtdkumen kertas dan

prosedur administrasi menjadi lebih ringkas; danpg@ngaturan ulang alur
kerja pengadaan barang dan jasa”.

“Menurut Subramaniam dan Shaw (2004), organisasib@enghabiskan 14-
30% dari pendapatan mereka untuk pengadaan basmagebnon-produksi
dan jasa, seperti peralatan kantor, perlengkapampiter, perjalanan, dan
hiburan. Banyak organisasi tidak menyadari bahweegapare-procurement

memberikan manfaat yang mendasar bagi diri mereka”.

National e-Procurement Projedi UK merumuskan bahwa pemerintah harus

fokus pada langkah-langkah kunci yang dapat digadikndikator manfaat terkait

dengan pnerapasttenderingtersebut. Manfaat tersebut tidak harus selalusdidan

pada kompleksitas. Selain itu, penerapan indikatang tidak relevan dapat

membelokkan perilaku terhadap tindakan. Untuk alasai, diusulkan Key

Performance Indicato(KPI) sebagai berikut:

1.

2
3.
4

Pengurangan waktu pelelangan
Pengurangan biaya untuk Iklan
Pengurangan biaya pelelangan

Penghematan hasil pelelangan
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Aspek e-Procurement
Ada 3 aspek dalam pelaksan@aRrocurementyaitu:

231 Aspek Hukum

Dalam proses elektronik ini legal aspek harus deken sebagai
landasan yang mengikat untuk selupmbcurementang dilaksanakan secara
elektronik, tanpa melihat basarannya nilai proyegfatan. Dalam upaya
menegakkan aspek hukum ini diperlukan peraturaonolangan yang dapat
dijadikan acuan dalam penyelenggaraan transakdraték untuk menjamin
keabsahan pelaksanaan transaksi, termasuk surgtiraermelalui media
elektronik seperti legal aspek tanda tangan eleidyaan bea materai untuk
berbagai dokumen. Disamping itu, perlu dibentukrsymtu badan yang
berhak untuk melakukan pengesahan registrasi daai penyedia jasa. Serta
penetapan lokasi dan waktu pengiriman, serta p®aen dokumen
penawaran. Dalam hal ini diperlukan juga suatu femiatas keabsahan
dalam mengaudit proses lelang/tender melalui meeliektronik €-

procurement

2.3.2 Aspek Manajemen

Aspek manajemen dalam hal ini dimaksudkan untukimggatkan
kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaBrsémping itu juga
perlu dipersiapkan Keppres yang mengatur pelaksasgaocurementserta
melakukan sosialisasi ke selurstakeholderglengan memberikan informasi/

data pelelangan/tender kepada publik/masyarakat.

2.3.3 Aspek Teknis

Keamanan proses tender yang mensyaratkara tollerance insider
information atau kemampuan pelaksana da&f®rocurementmensyaratkan
beberapa aspek teknis yaitu penyelengaraan transak$alui media
elektronik, Pembangunan siste¥Registrasiuntuk penyedia jasa, kapasitas
bandwitch yang cukup untuk kelancaran proses pengisian fofonaat
pelelangan/tendempload dan download dokumen, serta keamanan sistem

aplikasi dan dokumen dari serangan virus atau macke
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&1 Arsitektur e-Procurement

[Multiple Buyers

Satuan Kerja

Multiple Seller/
Provider
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{ e-Tendering J

Supplier/Vendor/
Contractor

e-Selection |

e-Reverse
Auction

e-Purchasing

PPK/
Panitia
Pengadaan

e — . = el - = = e ——

Gambar 2.1 Arsitekture-Procurement

24. Perubahan dalam Sistem e-Procurement
Secara konvensional, pengadaan barangdan jasa relbibatkan berbagai
media komunikasi untuk memfasilitasi proses pengadetara berbagai pihak. Ini
termasuk penggunaan surat, telepon, fax, EDI, dambaru ini, email dan Internet.
“e-Procurementtelah berkembang menjadi penggunaan teknologirelak
untuk merampingkan dan mengaktifkan kegiatan pegsyaduatu organisasi
(Hawking et al., 2004)”.
Keuntungan yang diharapkan dari peneramgaprocurementdi bidang bisnis
didasarkan pada adanya perbedaan karakter antagaqaan barang melalui internet
(e-procurement dengan pengadaan barang secara konvensionaliriiévitchell :

"Traditional procurement is a paper based proces th characterized by

fragmented purchasing, of-contract buying, and laok control of

expenditure...e-procurement fasilitates, integratstteamlines, the entire

supply chain process (from cunsomer to supplier &dadk again) in a

seamness, realtime, and iterative marier.

Dalam pengadaan barang dan jasa secara konvengp@ma¢sanan barang
harus dilakukan melalui cara manual yang membutuhkaktu lebih lama serta

kebutuhan kertas yang banyak.
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Sebaliknya dalam proses-procurement mempunyai bentuk baru dalam
bisnis via elektronik yang bertumpu pada tiga elenstandar, yaitue-
sourcing e-buying dan e-marketplace (Majdalawieh dan Bateman,
2008 :53).

Masing-masing elemen tersebut terdiri dari bebeteyzarr yang spesifik.

E - Sourching \ / E - Buying

~

e-Analysis e-Auction e-Tendering e-Purchasing pCards
- Spend Analysis - Submit Bidds - Tender Invitation - 'gemt'fygeec' . - Create Purchase
- Demand - Negotiate Process . -reafe Requestion Order

- Route Appround

- Create Purchase
Order

- Receive
goods/services

- Payment &
Settlement

Contracts
- Manage
Contracts

management
- Sourching
Strategy

- Receive Tender
Invitation
- Quality Suppliers

AN

E — Marketplace

Gambar 2.2 Proses-Procurement
Sumber : Majdalawieh dan Bateman, 2008: 53

e-Sourcing adalah proses otomatis dimana organisasi mengfidasi,
memilih dan mengelola suppliernya-Sourcing menggunakan jaringan internet
untuk melaksanakan tiga tahap utama proses pemmgsak@iputi e-analysis e
tenderingdan e-auction e-Analysis merupakan tahap yang meliputi prosesiss
pengeluaran, pengelolaan permintaan, dan strategnagokan. Sedangkase
tendering atau e-bidding adalah penawaran via internet yang memfasilitassgs
penawaran dari pengumuman penawaran hingga peaagdagn kontrak. Elemen
ini meliputi pertukaran semua dokumen dalam forralktronik. Kemudiane-
auction atau pelelangan via internet meliputi tiga langkalenyampaikan tawaran,
negosiasi kontrak, serta evaluasi dan manajemetnakorSedangkan elemen kedua,
yaitu e-buyingialah proses transaksi yang dikelola oleh organsslama pengadaan
barang dan jasa sehari-hari. Proses ini dilakukannternet untuk menopang dua
tahap utama dalarma-buying yakni e-purchasingdan pcards e-Purchasingadalah
proses pembelian otomatis sebagai perluasan dasegrmanual, dari indentifikasi
kebutuhan ke penciptaan daftar permintaan mel&uogipiman persetujuan, menjadi
penciptaan daftar pembelian bagi penerima barang jdsa. Sementaracards

(purchasing cards ialah semacam kartu kredit bagi organisasi daembelian
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barang dan jasa, dimana organisasi nantinya membaya pernyataan pembelian.
Penggunaarpcards ini dapat dilakukan oleh organisasi baik untuk payaran
kepada supplier maupun membatasi pembelian pada jemoditas tertentu.
Keuntungarpcardsdiantaranya mengurangi aktifitas standar dalaregg@embelian
barang, mengurangi kertas kerja, hemat waktu, dambuoat penjual menerima
transfer transfer pembayaran lebih cepat. Elemeakhe adalahe-marketplace
Elemen ini berkenaan dengan pertukaran bisnis &eidbsecara elektronik dimana
perusahaan terdaftar sebagai pembeli atau suppliek mengkomunikasikan dan
mengatur bisnis melalui internetz=Marketplacemengintegrsikan pengadaan barang
dan jasa dari pembeli dengan pemenuhan sistensalgpiier, menciptakan standar
tunggal bagi transaksi bisnis.

Johnson dan Klassen, (2005:7), juga mengidentik&asunsur-unsur dalam
e-procurementMereka menyatakan bahwa paling tidakrocurementterdiri dari
tiga elemen khusus, yaiatsourcinge-coordinating dane-communities e-Sourcing
adalah pengiriman dan penerimaan penawaran sde&teorik yang sekaligus juga
menggantikan permintaan penetapan proposal mewjadnternet. Sementarae-
coordinatingmerupakan otomatisasi proses transaksi bisnik,dda@alam organisasi
maupun dengan pihasupplier Misalnya pesanan pembelian via internet, catalog
online, dan keterhubungan online dengan supplitrkupertukar informasi mengenai
pemenuhan aktifitas, seperti pemesanan dan invessainformasie-Communities
juga dapat dimaknai sebagaimarketplaceseperti yang dikemukakan Majdalawieh
dan Bateman (2008g-Communitiedapat dibagi dalam tiga model, yaitu: public,
industri dan pertukaran pribadi.

Menurut Nelson et al. (2001), pembelian merupakamgpluaran utama dari
sebuah organisasi. Dengan demikian, munculnya welggrlaan berbasis elektronik
telah digembar-gemborkan untuk sebuah ‘revolusénre berpotensi mengurangi
total biaya perolehan (Croom, 2000; Essig dan Atn@aD01; de Boer et al., 2002;
Wyld, 2002; Rai dan Tang, 2006). Hal ini juga ddya@tan berdampak pada supplier
untuk pemerintahan, baik untuk memperkuat huburzgas dasar pasar (Malone et
al., 1989; Barratt dan Rosdahl, 2002) maupun memdphirarki virtual (Brousseau,
1990). Akhirnya, revoluse-procurementliharapkan dapat meningkatkan status dan
pengaruh fungsi pembelian dalam organisasi (Cro2d®0; Osmonbekov et al.,

2002). Sebagian besar literatarprocurementhingga saat ini difokuskan pada
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pengadopsi awal. Sebagian daerah tertarik untulakukin studi yang berkaitan

dengan implementasi sistem, mengidentifikasi efidiemsi, kemungkinan adanya

potensi perubahan dalam konfigurasi siklus pers@digng mungkin terjadi, dan

mengusulkan sebagai fakta bahevarocuremenakan berdampak besar pada fungsi
terutama kepada para pihak luar atau sebaliknya gueningkatkan strategi yang

ada.

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik men@atau penggunaan
terintegrasi (biasanya berbasis web) sistem konasnikntuk melakukan sebagian
atau seluruh proses pembelian; suatu proses ygraj deenggabungkan tahap dari
awal identifikasi kebutuhan oleh pengguna, prosdsigngan, negosiasi, pemesanan,
penerimaan dan pasca-pembelian/monitoring dan asialu
Terdapat lima tema utama yang berkaitan dengaon@smment :

1. perubahan dalam total biaya perolehan;
perubahan terhadap karakteristik organisasi;
perubahan struktur pemerintahan;

sistem spesifikasi; dan

A Sl <

pelaksanaan manajemen.

2.4.1 Perubahan dalam total biaya perolehan
Sebuah literatur telah menekankan bahwa kontripasting e-procurement
dapat mengurangi total biaya pembelian.
“Manfaat ini muncul luas melalui harga yang rendah pemasok serta dapat
mengurangi biaya yang ada mulai penyusunan dagamiptaan sampai
dengan proses pembayaran (Croom, 2000; de Boér, €0a2; Wyld, 2002;
Kameshwaran dan Narahari, 2007; Mishra et al, 2007)
Meskipun telah banyak pihak yang berpendapat bahpmcuremenakan memiliki
implikasi cukup besar bagi desain proses pengadaasgpat catatan bahwa sifat
yang tepat dari perubahan ini masih belum jelas¢lami et al. 2000). Yen dan Ng
(2003) melakukan penyelidikan studi kasus tekstil @akaian melalui implementasi
e-commercadi Hong Kong. Meskipun pada awalnya tertarik padasesroll out
sistem, mereka memberikan perbandingan yang beaatapiada kinerja pra dan
pasca proses-procurementBukti Kasus mereka memberikan beberapa deskripsi
berguna bagi perubahan proses pengadaan dan megdkkaim dari literatur

sebelumnya bahwa perubahan tersebut memberikaensfigyang signifikan. Mereka
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menyoroti pengurangan biaya yang timbul sebagai bas ‘digitalisasi katalog,
dimana lebih sedikit kesalahan dalam proses perarsgengurangan persediaan,
dan meminimalkan biay@arketingdarisupplier

Dalam literatur praktisi dan manajemen umum, adaakgakan kasus bukti
anekdot untuk mendukung pandangan bahwa me&geocurementjauh lebih
efisien dan handal mulai dari proses permintaarpaadengan pembayaran daripada
proses manual atau semi otomatis. Namun, terdaglagrédpa masalah dalam hal
adopsi dan implementasinya dari prakiraan yang aliboleh para komentator
(Wheatley, 2003; Quale, 2005).

2.4.2 Perubahan Terhadap Karakteristik Organisas

Literatur e-procurementjuga memeriksa sifat perubahan perilaku dan
hubungan untuk organisasi dan siklus logistik mare&bagai hasil adopsi. Dalam
sebuah studi tentang motivasi pembeli menggunakimnet sebagai sumber daya
untuk berbagai elemen dari proses pembelian, Kgnded Deeter-Schmelz (2001)
menyimpulkan bahwa karakteristik dan pengaruh asganadalah motivator yang
signifikan terhadap penggunaafprocurementDengan kata lain, sejauh maea
procurementdigunakan dan dikembangkan sangat dipengaruhi pkhnbagian
bentuk organisasi secara keseluruhan. Hubungarraapersepsi pengguna dan
tingkat kepatuhan telah dicatat oleh sejumlah per(de Boer et al., 2002; Croom
dan Johnston, 2003; Interfaces, 2006). Argumen \aag oleh para penulis ini
adalah bahwa dalam rangka untuk mencapai perb&ikena, kepuasan pelanggan
internal harus menjadi perhatian utama dalam pebgegan, adopsi dan penyebaran

e-procurement

2.4.3 Perubahan Struktur Organisas

Pengaruh penyebaran informasi yang meningkat sfs$as pengguna ke
proses pengadaan melalui penerapaiprocurement memiliki dampak yang
signifikan pada konfigurasi dan struktur siklusisbgs. Di satu sisi, mereka dapat
meningkatkan kecenderungan transaksi pasar sebbgatuk berkurangnya
penghalang untuk berpartisipasi dalam transakktreleik.

Malone et al. (1989) berpendapat bahwa setiap @kaasn dapat
meningkatkan koordinasi melalui jaringan elektromikuk mengurangi biaya
dalam hal memenuhi kebutuhan barang dan jasa yargynékan atau disebut
"electronic brokerage effe¢tsAkibatnya, mereka mengklaim bahwa salah
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satu efek utama dari hal tersebut adalah adanygegenan dari hubungan
hirarkis menjadi hubungan dalam suatu pasar.

Kemudian menurut;

Barratt dan Rosdahl (2002) berpendapat bahwa kemandapencarian dan
transparansi dalam pengadaan merupakan keuntursyarpembeli tetapi
mungkin menjadi suatu kerugian bagi penjual, dimhasus memperkuat
hubungan berbasis pasar di bawgbrocurement

Di sisi lain, telah dikemukakan bahwa beberapaeis@ntar-organisasi
mungkin bersifat eksklusif, hal ini sebenarnya kniengikat mereka dalam
melayani pelanggan dan pemasok pada bentuk hiwatkal (Konsynski dan
McFarlan, 1990).
Brousseau's (1990) melakukarmview dari 26 hubungan antar organisasi yang
menunjukkan hubungan dalam rangka memperkuat hiyarlg sudah ada diantara
perusahaan-perusahaan tersebut. Hanya dua, yaitsapaan yang bergerak dalam
bisnis minyak bumi dan tekstil, yang memperolehrkengan dari adanya hubungan
antar organisasi jaringan yang terkait sebagai prgang memperoleh keuntungan
dengan memiliki lebih banyak pilihan dari banyaknasok.
Evans Wurster (2000) menyatakan bahwa sedikit strin&tur dan biaya
transaksi untuk menggunakan sistem berbasis iritemmemungkinkan
organisasi untuk mengeksploitasi peluang-peluangiagyeningkatan
pertukaran informasi secara kompleks dengan bedeniipa, serta dapat juga
mencari nilai lebih yang diperoleh melalui hiragng lebih dekat yaitu
hubungan antara mitra dagang reguler (‘Afiliasi’).
Amit dan Zott (2001) juga membahas pentingnya hghanyang dekat atau tertutup
antar mitra dagang sebagai sumber utama keuntuhggnh kedua pembeli dan
penjual. Dalam mempertimbangkan bagaimesmocuremenakan berdampak pada
hubungan pembeli-penjual, Carr dan Smeltzer (200)catat bahwa peningkatan
penggunaan teknologi informasi antara pembeli damgsok tidak memperbaiki
tingkat kepercayaan antara pembeli dan penjual.Udabliram dan Zsidisin (2002)
berpendapat:
bahwa hubungan yang dekat dan kuat antara pemizli memasok
memberikan dampak positif pada peneraggmocurement
Oleh karena itu, mungkin saat ini tingkat kepereayaharus diperbaiki guna
penerapane-procurement Beberapa berpendapat bahwa transa&kprocurement
cenderung akan didirikan pertama kali antar migaghn mengedepankan hubungan

kepercayaan yang tinggi. Dalam masalah ini, baigo@r (2001) dan Kumar serta
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Qian (2006) mendukung pandangan bahwa peningkaaggpnaare-procurement
antar-sistem organisasi cenderung meningkatkanmkestan hubungan lebih efektif

antara pelanggan-pemasok dari waktu ke waktu.

244 Spesifikas Sistem

Spesifikasi sistem tampaknya merupakan isu krisdard penerapare-
procurement Laporan IDC (2003) menyoroti lambatnya penerassiem e-
procurement dikarenakan beberapa isu yang berkaitan dendaastruktur sistem
termasuk integrasi perangkat lunak. Sejauh neapeocurementapat diintegrasikan
secara efektif dengan sistem informasi lainnya, skboya perencanaan dan
pengendalian serta sistem keuangan, merupakan peatanyaan utama menuju
efisiensi dan efektivitas dari sisteme-procurement Rajkumar (2001)
mengidentifikasi bahwa integrasi sistem merupakaliof kritis dari keberhasilan
pelaksanaae-procurementbaik dengan pengguna sistem dan hubungannya mlenga
pemasok. Lin dan Hsieh (2000) melakukan studi untuényoroti pentingnya
manajemen web konten yang baik dan rasional sebagasu signifikan dalam
mengoperasikae-procurementMereka mencatat bahwa selalu berubahnya harga,
spesifikasi dan rinciamccountdari suppliers menimbulkan masalah besar dalam
pemeliharaan sistem-catalogue Selain itu, catatan penjelasan dari masing-masing

produk merupakan isu penting dalam manajemen dhtg a-procurement

245 Manajemen Pelaksanaan

Ada relatif sedikit lebih rinci studi empiris dalgmelaksanaaa-procurement
McManus, (2002) meneliti tingkat implementasprocuremensektor publik di AS.
Dia berpendapat bahwa:

Motivasi untuk pelaksanaannya didasarkan pada &aaragalam rangka
menekan harga pembelian, biaya transaksi, dan giatsn kecepatan. Dia
juga mencatat bahwa pelaksanaafprocurementtelah mengakibatkan
peningkatan perdebatan tentang beberapa prinsigr dledam pengadaan
barang dan jasa di sektor publik, termasuk 'permwderendah sebagai
pemenang’, pemisahan vendor dan pengguna, praféxamgs tetap/kontrak
jangka tetap, dan transparansi akuntabilitas publik

Tantangan yang muncul dalam pelaksnagmrocurementidalah apakah proses ini
dapat meminimalkan kekurangan dan kesalahan mayaisiekorupsi dan inefisiensi

dalam proses pelaksanaannya.
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25  Best Practice

Dalam jurnal yang ditulis oleh Elias G. Carayanden Denisa Popescu
dengan judulProfiling a Methodology for Economic Growth and ®ergence:
Learning from the EU e-Procurement Experience fenttal and Eastern European
Countries menyimpulkan bahwa penyebaran informasi pengagdoiik di Uni
Eropa antara pembeli dan penyedia barang/jasa tstargait dengan pembentukan
sistem informasi yang efisien dengan perbaikan sitgmuntuk membakukan metode
pengadaan termasuk untuk mendukung fungsi pengumutepada masyarakat.
Peningkatan dukungan informasi dan pemberian pnogralatihan merupakan hal
penting untuk mengurangdistorsi pasar yang spesifik baik kepada penyedia
barang/jasa dan pembeli (masalah aksesibilitasangmya pengetahuan dan
penerimaan pengguna yang rendah). Di satu sisijthhahemungkinkan pembeli
untuk merencanakan kebutuhan yang akan merekam®ssélui web,tag mereka
dengan terminologi standar, dan mempublikasikarsggara langsung. Staf khusus
pengadaan dapat berkonsentrasi untuk melakukanapeag kontrak manajemen
operasi yang tidak efisien dan sistem pengirimannya sisi lain, penyedia
barang/jasa dapat membuat fungsi pencarian yanf kaici, menyiapkan profil
bisnis, dan akan mendapatkan pemberitahuan otometialui e-mail setiap kali
terdapat pengadaan yang sesuai dengan profil bissieka. Dari pengalaman yang
ada di Uni Eropa tersebut, terdapat kendala dakmgadaan secara elektronik yaitu
dalam hal biaya penyediaan sarana prasarana. Helganjal dari ketidakmampuan
atau ketidakpahaman pihak pembeli atas teknologg yigunakan. Demikian juga

tantangan dalam hal kemajuan teknologi yang senpesat.

251 Pelaksanaan e-Procuremendi Indonesia
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakam satla alat yang

menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Rgayeranggaran melalui
pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat gepgranannya karena dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektiefisian serta ekonomis akan
mendatangkan manfaat maksimal dari penggunaan mmyg&istem pengadaan
barang/jasa pemerintah harus dilaksanakan sebagaink@tentuan peraturan
perundangan yang berlaku agar dapat tercapairefisskonomi nasional yang akan

dapat memangkas biaya-biaya tinggi yang tidak tigan.

Universitas Indonesia

Evaluasi atas..., Indro Bawono, FE Ul, 2011.



29

Penyerapan anggaran yang rendah selama ini tdigadna beberapa hal.
Pertama, proses pengesahan anggaran oleh DPR yangkain waktu lama. Kedua,
rantai birokrasi yang panjang dan rumit dalam pdmaban usulan anggaran belanja
sehingga akan menghambat realisasi belanja. Kebgayaknya pejabat yang
diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi karenabtarlkorupsi anggaran terutama
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang merphtatpejabat pemerintah
cenderung enggan untuk menggunakan anggaran.

Pemerintah harus memutar otak agar penyerapan ramggang rendah ini
tidak terulang di masa mendatang. Caranya adalaten@ah harus mempunyai
standard operating procedurdalam pengusulan dan pembahasan anggaran. Untuk
itu, pertama, pemerintah harus berani memutus irbintzkrasi penganggaran yang
tidak efisien. Kedua, pemerintah harus proaktif jeeaput bola bila terjadi pencairan
anggaran yang lambat. Ketiga, pemerintah perlu rapkan mekanismesward and
punishmen{penghargaan dan sanksi) dalam penyerapan anggfanansnya dalam
pengadaan barang/jasa Pemerinfabward (penghargaan) diberikan kepada yang
berhasil menggunakan anggaran secara efisien datif eintuk kepentingan publik.
Rewardini bisa berupa penambahan anggaran sekian pdeseryang semestinya
dan menaikkan honorarium panitia pengadaan damgtepembuat komitmen yang
saat ini dirasa terlalu kecil dengan risiko yangkupu besar. Sementara itu,
punishmentdiberikan kepada yang lambat menyerap anggararpeaggunaannya
tak efektif serta melakukan penyimpangan. Sanlssi berupa pengurangan anggaran
sekian persen pada tahun anggaran berikutnya watasg@nksi kepada personal.
Keempat, untuk menghindari kemungkinan pejabatibsgrl korupsi pengadaan
barang, diperlukan proses pengadaan barang yamgp&wan, akuntabel, dan
melibatkan partisipasi publik. Sistem ini tepat uknthal ini adalah melalue-
procurement tender pengadaan barang yang dilakukan secaké&roglix dengan
peranti teknologi informasi. Dalam rangka pengengbare-procurementersebut
pemerintah pusat membentuk sebuah lembaga baru gem@gnakan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKIBR)haga nondepartemen
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepaésid®n. Pembentukan
lembaga ini berdasarkan Peraturan Presiden Nom@rThhun 2007. Salah satu

fungsi lembaga ini adalah melakukan pembinaan danggmbangan sistem
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informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengduEang/jasa pemerintah

e-Sourcing -

e-Procurern t2m
{LPFSE

secara elektronike¢procurement

Proszs

KATALOG E‘Planning P Panyusunzn

Troces -Renc Pelaks Keg
-Re ikan [
Peyusunan DIPA nc Penarilan Dara

-Renc Pengadaan

©1) {satker)

U Digital Signature ]

PRK

Database ;
e-Reporting y -

- Proses Pencairan Dana _ _
- Pengolahan Database - Pengajuan Tagihan Penbayaran

-Pembuatan Kortrak dg

oleh PP Pelaksana keziatan ke StiKortrak Eleitronik

-Approval Kontrak oleh PE
{Satker)

e Feporting Centar !
{DJPBN) Fenguji SPR1,
-Approval Pangu SPI
(Satker)

Fenyedia

Gambar 2.3 Rencana Pengembangafrocurement
Sumber : Pusat LPSE Kementerian Keuangan

E-GP sistem dikembangkan berdasarkan Keputusand@nesNomor 80
Tahun 2003 yang mengatur tata cara pelaksanaanag@sg untuk instansi
pemerintah. Peraturan ini membuka kesempatan umniekjalankan pelelangan
menggunakan sarana elektronik. Isi dari sistem Et&Hiri dari e-tendering e-
purchasing andproject management sub systesrnlenderingmemfasilitasi sistem
tender regular pemerintah. Panitia pengadaan megugigan pengumuman dan
dokumen tendernya melalui sistem. Penyedia baas®iang sudah terdaftar dapat
berpartisipasi dan menyampaikan penawarannya mesidtem dan melaluie-
procurementpengumuman tender terbuka untuk umum. Tujuan eldendering
adalah:

1. Membuat proses tender lebih transparan;

2. Meningkatkan jumlah kompetisi untuk mendapatienawaran terbaik;

3. Mempersingkat waktu tender dari lebih dari 46 menjadi kurang dari 30 hari;
4

Untuk mengurangi biaya dengan mengurangi keldasiaya transportasi.
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e-Tenderingni cocok untuk pengadaan barang/jasa dengankbekar namun
frekuensinya rendah. Sedangkan untuk pengadaandig@sa dengan nilai rendah,
kecil, frekuensinya tinggi dan merupakan produk sahslebih baik menggunakan
e-purchasingDengan menggunaka&apurchasingpemerintah dapat memilih produk
yang terdapat dalam katalog elektronéec@atalog dengan spesifikasi produk dan
harga yang jelas. Permasalahannya adadgturchasing belum diatur dalam
peraturan yang berlaku yang akan diakomodir dalkewisir Keppres No. 80 Tahun
2003 tentang Tata Cara Pelaksnaan Pengadaan Basa@emerintah.

Belakangan ini semakin banyak departemen ataunsispemerintah pusat
serta pemerintah daerah yang menyelenggarakan geargdarang dan jasa secara
elektronik. Dalam pelaksanaannya;procurementdi Indonesia telah terbukti
memberikan manfaat positif dan mampu mewujudkarg@ésman barang dan jasa
yang menerapkan prinsipgood corporate governance Banyak kalangan
departemen/instansi pemerintah pusat, pemerintatadaBUMN, dan BUMD yang
mampu menghemat anggaran maupun waktu yang digonaka

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitaglam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah dan untuk lebitingi@tkan transparansi dan
kompetisi dalam pelakasanaan pengadaan baranggasarintah, maka perlu adanya
perbaikan mekanisme pengumuman rencana pengadagegumuman pengadaan
barang/jasa. Setiap instansi wajib mengumumkarmgeltencana pengadaan setiap
awal tahun anggaran, kecuali pekerjaan yang bersifeasia, di website pengadaan
nasional dengan alamat www.inaproc.lkpp.go.id daal di website Departemen/
Lembaga/ Komisi/ Bl/ Pemerintan Daerah/ BHMN/ BUMBUMD yang telah
diitegrasikan ke website pengadaan nasional. Koasii untuk pelaksanaan
pengumuman rencana pengadaan dilakukan oleh Lemiebgakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

2.5.2 Pelaksanaan e-Procuremendi Australia

Negara Australia sebagai salah satu negara pelgadaksanaane-
procurementdi dunia yang dimulai pada akhir tahun 1990-aahtehenggunakae-
procurementsebagai salah satu alat dalam efisiensi pengeluarggaran serta
mempermudah dalam penyediaan barang/jasa bagi péahersehingga dapat
membantu dalam percepatan penyerapan anggaraienBfislilaksanakan karena

dalam proses pelaksanaarprocurementdigunakan suatu analisis belangpénd
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analysiy dimana sebelum dilaksanakan proses pengadaamgljasa perlu

diketahui:

1. Barangl/jasa yang akan dibeli olgiending agencgtan sudah terstandarisasi.

2. Profil penyedia barang/jasa.

3. Nilai dan jumlah transaksi, dan kemungkinan untudndapatkan pengurangan
harga dari penyedia barang/jasa.

4. Barangl/jasa yang distandarisasi (pembatasan pembbhkrang hanya untuk
barang yang sudah mempunyai standarisasi)

5. Metode pembelian yang akan dilaksanakan apakalraseszdu persatu atau
secara terakumulasi sesuai jenis barang/jasa.

6. Proritas penggunaasprocurement

Dengan menggunakan analisis belanja yang dilaksanakersebut,
mekanisme penggunaan anggaran akan se-optimal musgkingga dana yang
tersedia dapat digunakan sesuai dengan yang telencanakan. Dengan
pelaksanaarspend analysiguga menunjukkan kemungkinan apa saja yang dapat
dilakukan untuk penghematan anggaran.

Pelaksanaare-procurementdi Australia dibagi dalam 3 tahapan. Untuk
mengoptimalkan pelaksanaan tahapan-tahapan tersdbksanakan evaluasi atas
setiap proses dalam tahapan-tahapan tersebut gehilaam setiap tahapan tersebut
diperoleh hasil yang efektif dan optimal. Evaluassebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Evaluasi ini dimaksudkan agar dapat dapat membadalam proses

pengembangan rencana yang telah ditentukan, mealny

a. Waktu (orang/waktu) yang dibutuhkan untuk membegigomuman tender.

b. Jumlah pengumuman tender yang didistribusikan detodae distribusi yang
digunakan.

c. Jumlah pengumuman tender yang mendapatkan respdn pdayedia
barang/jasa.

d. Waktu (orang /waktu) yang dibutuhkan untuk mergp@mawaran tender dari

penyedia barang/jasa.
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2. Tahapan Pengadaan
Evaluasi dimaksudkan untuk membantu mengurangi waking digunakan
dalam proses pengadaan serta meningkatkan kepattigthadap kontrak.
Evaluasi tersebut antara lain:
a. Jumlah penyedia barang/jasa yang mengaksessigrocurement
b. Jumlah penyeedia barang/jasa yang tersediandalstem.
c. Jumlah permintaan pembelian yang diproses.
d. Waktu yang digunakan untuk memproses permnaanbelian.
e. Waktu rata-rata yang digunakan untuk memepestmintaan pembelian.
3. Tahapan pembayaran
Dalam tahapan pembayaran yang dievalusai adalah :
a. Jumlah tagihan dan nilai tagihan yang disédasgoer bulan.
b. Persentase total pengeluaran.
c. Persentase jumlah tagihan yang telah dibayar.
d. Ketepatan waktu pembayaran.
e. Kesesuaian nilai dan jumlah pembayaran depgsanan pembelian.

Selain dengarspend analysiddan evaluasi atas setiap tahapan da&m
procurement juga dilakukan analisis efektifitas biayaCdst-effectivengs atas
penggunaae-procurementintuk meningkatkan kapabilitas dan manfaat pelzaa
e-procurementlan meningkatkan manfaat yang diperoleh penyeatiany.

Berikut ini praktik standar dan pilihan alternaggng dapat digunakaibgest
practice tersebut merupakan dasar dalam pelaksamaprocurementsedangkan
pilihan alternatif adalah ukuran efektifitas bigggng dapat membantu meningkatkan

kapabilitase-procuremenitu sendiri.

Tabel 2.1 Pelaksanaae-Procurementli Australia

No. Fungs Best Practice Pilihan Alter natif Keterangan
1 Katalog Penyedia barang/jasalika penyedia barang
penyedia melakukarupdate tidak dapat melakukan
barang/jasa secaranline update katalog secara

terhadap katalog online spending

penyedia barang/jasaagenciedapat
melakukan upload
melalui sistem internal
yang dimiliki spending
agencies
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(Sambungan Tabel 2.1)

2 Akses Spending Agencies  Spending Agencies
terhadap e- dapat mengakses dapat mengakses
marketplaces katalog peneyedia katalog penyedia
dalam pasar yang barang/jasa dalam
terbuka Gon- pasar yang tertutup.
restricted
3 Pesanan Spending agencies  Spending agencies  Spending
pembelian mengirimkan pesanan dapat mengakses agenciedharus
kepada pembelian secara sistem penyedia memastikan
penyedia elektronik kepada barang/jasa secara  syarat dan
barang/jasa penyedia barang/jasa online atau ketentuan
mengirimkan pesanan barang/jasa yang
pembelian melalui dibeli sudah
emalil sesuai dengan
kategori yang
dibutuhkan.
4  Proses Proses/alur kerja
persetujuan  persetujuan
dilaksanakan secra
otomatis melalui
sistem
5 Proses Jika proses penawaranSpending agencies  Memanfaatkan
Penawaran tidak dibatasiton- melaksanakan Commonwealth
restricted maka pengiriman dan Electronic Tender
spending agencies penerimaare-mail System
dapat melakukan melalui saluran yang
publikasi melalui aman
iklan. Jika
dilaksanakan secara
tertutup (estricted,
spending agencies
dapat menunjuk
penyedia barang/jasa
yang sudah terpilih.
6  Tagihan Spending agencies
menerima tagihan
secara elektronik.
Tagihan secara
otomatis langsung
dicocokkan dengan
pesanan pembelian
7 Pembayaran Spending agencies

membayar penyedia
melalu sarana
elektronic (misal:
Kartu Kredit, Transfer
atau lewat jasa pihak
ketiga-perbankan)
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(Sambungan Tabel 2.1)

8  Hubungan Menggunakaremail Melaui fax atau email
Spending dengan standar non-secure
Agencies keamanan
dengan
penyedia
barang/jasa

9 Automatisasi Data transaksi diolah Transaksi dilakukan
data secara otomatis upload secara periodik

Sumber ;_http://www.finance.gov.au

Dari pelaksanaabest parcticetersebut diharapkan dapat diperoleh manfaat sebaga

berikut:

a.
b.
C.

f.

Meminimalkan kebocoran melalui otomatisasi pemipebiarang/jasa,;
Memperketat pengawasan terhadap sistem pengadaan;

Penggunaan sistem dapat mempermudah pengadaan dggadg terintegrasi
dengan manajemen keuangan organisasi;

Mempermudah dalam pencarian dan penyeleksian bg@sagang dibutuhkan;
Memberikan akses kepada pengguna barang/jasa umteknbandingkan
penawaran dan harga barang yang ditawarkan olgfegenbarang/jasa;

Biaya yang rendah dari penyedia barang (biaya de&ikutsertaan bertransaksi).

Sedangkan kelemahannya adalah :

a. Lebih bersifat tertutup, karena hanya berhubungengan pusat pengadaan.

Penyedia juga ingin berhubungan dengan pembeliyain

b. Mahal dalam pemeliharaan sistem
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BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengaendekatan analisis
deskriptif yang di dukung dengan menggunakan dataep dan data sekundddata
primer diperoleh dengan pertanyaan kuisioner vyaiigerikan kepada responden
sedangkan data sekunder di dapat dari laporan pelsiksanaan pengadaan barang/jasa
dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengdaksamaan pengadaan
barang/jasa pemerintah. Data utama yang digunalelatadata sekunder yang diperoleh
dari laporan hasil pelaksanaan pelelangan konveals@tan pelelangan secara elektronik.

Sedangkanata primer digunakan untuk mendukung dalam peaelitii.

3.2  Definisi Variabel Penelitian
3.21 Konsep yang Digunakan

Efisiensi dalam proses pelelangan, antara lain:

1. Penghematan waktu proses pelelangan.
Dalam Keputusan Presiden Nomor 80/2003 disebutkaimva
efisien berarti menggunakan dana dan daya yan@teerbuntuk
mencapal sasaran yang ditetapkan dalam waktu g&as$ing
singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Biaya iklan dalam proses pelelangan.
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemeipaiddn tahap
awal panitia pengadaan mengumumkan kegiatan peagada
barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui kaketr nasional
dan/atau surat kabar provinsi.

3. Biaya dalam proses pelelangan.
Alokasi dana yang dibutuhkan baik dari sisi panpengadaan
maupun penyedia barang/jasa yang akan digunakamdaloses

pelelangan.
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4. Penghematan hasil pelelangan.
Penghematan hasil pelelangan merupakan selisihraarmgagu
anggaran pada tiap paket pekerjaan dengan nil&igéopemenang

pelelangan.

3.2.2 Definisi Operasional

Penghematan pelelangan secara elektronik, antara la

1. Penghematan waktu proses pelelangan yang diukiarada
Membandingkan waktu yang dibutuhkan pada proseslgmgan
secara konvensional dengan waktu yang dibutuhkala jpaoses
pelelangan secara elektronik mulai dari pengumursampai
dengan penandatanganan kontrak.

2. Biaya iklan dalam proses pelelangan yang diukulagda
Menghitung biaya iklan yang dibutuhkan dalam pelgén secara
konvensional dengan biaya iklan dalam pelelangacarae
elektronik.

3. Biaya dalam proses pelelangan.

Membandingkan kebutuhan biaya dalam proses peketasgcara
konvensional dengan pelelangan secara elektronik.

4. Penghematan hasil pelelangan.

Membandingkan  penghematan  hasil pelelangan  secara
konvensional dengan pelelangan secara elektronilgade cara
membandingkan selisin antara pagu anggaran paga paket

pekerjaan dengan nilai kontrak pemenang pelelangan.

3.23 Pengukuran
1. Waktu
Melakukan perbandingan total waktu yang digunakaaiard
pelelangan konvensional dengan pelelangan seaktalik mulai
dari tahapan pengumuman, pengambilan dokumen, |asaije
pekerjaan, pemasukan dokumen penawaran, pembukd&amen
penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penilaiam da

pembuktian kualifikasi, usulan calon pemenang, {@an
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pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, ykamunj
penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak.

2. Iklan
Melakukan pembandingan biaya pemasangan pengumuihan
media antara pelelangan secara konvensional depgl@tangan
secara elektronik tidak termasuk biaya yang dilakukuntuk
pemasangan iklan tersebut antara lain biaya tratagpalan lain-
lain.

3. Biaya Proses Pelelangan
Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkamaahtaya
yang diperlukan dalam pelelangan secara konverisideagan
biaya dalam pelelangan secara elektronik yaitu ebipgrsiapan
pelelangan, biaya konsumsi rapat dan biaya ATK.

4. Penghematan hasil pelelangan.
Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkanhperaan
hasil pelelangan secara konvensional dengan pghatarsecara
elektronik. Efisiensi diukur dari total pagu anggadikurangi total
hasil pelelangan, total biaya iklan, dan biaya lpelgan dibagi

dengan total pagu anggaran.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam pemeliii adalah:

1. Data Primer.
Data Primer terdiri dari hasil wawancara dan suniégsil wawancara
diambil dari wawancara dengan Kepala Pusat LPSE eénian
Keuangan dan Panitia Pengadaan. Sedangkan untu&ysdiakukan
pada panitia pengadaan dan penyedia barang/jastauk Urenyedia
barang/jasa adalah penyedia yang terdaftar daktensipengadaan secara
elektronik Kementerian Keuangan dengan jumlah sebd®% dari
populasi.

2. Data Sekunder.
Data sekunder diambil dari data hasil pelelangata s#ata-data tertulis

yang relevan.
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3.4  Pemilihan Sampel

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden datala

1. Pusat LPSE Kementerian Keuangan.
Pusat LPSE merupakan unit Eselon Il di lingkungaamknterian
Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk regkamn layanan
pengadaan secara elektronik baik di lingkungan Keem@an Keuangan
maupun Kementerian/ Lembaga lain. Dalam hal irakidikan wawancara
dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian Keuangan.

2. Panitia Pengadaan barang dan jasa
Tim yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KBAtuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. agretigadaan barang/
jasa di Kementerian Keuangan serta Kementerian/Bgalinstansi yang
ikut bergabung pada sistem pengadaan secara elékik@menterian
Keuangan.

3. Penyedia Barang/Jasa
Teknik pengambilan sampel untuk penyedia bararay/jgsng sudah
terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektdadm penelitian ini
adalah menggunakaimple random samplingaitu pengambilan sampel
dari populasi dilakukan secara acak tanpa mempleahnastrata yang ada

dalam populasi tersebut dengan jumlah sebesar &papulasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara Mendalanm¢depth intervieyw

Responden dalam wawancara ini adalah Kepala PuBSEL
Kementerian Keuangan. Teknik wawancara mendailadejth intervieyw
yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanyssimg atau
komunikasi langsung kepada pihak-pihak yang bexkdi#ngsung dengan
permasalahan yang akan diteliti. Dalam wawancarakan ditanyakan
mengenai benefit yaitu efiseinsi yang diperoleh dari penerapan
procurementmengingat dalam penelitian ini hanya akan melipata
faktor e-procurement sebagai tools dengan asumsi selama proses
pengadaan secara elektronik masih bersandar paolardéeNo. 80/2003

faktor lainnya seperfPeopledanProccessnasih dianggap sama.
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3.5.2 Teknik Kuesioner

Pada penelitian ini instrumen penelitian berupatgogaan yang
disusun dalam bentuk kuisioner untuk mengetahuiersgla jauh
pemahaman para pengguna sistem dalam pelaksara@curementian
keuntungan yang diperoleh dari peneramaprocurementitu sendiri.
Sedangkan responden yang akan dijadikan sampeindadaelitian ini
adalah panitia pengadaan sebanyak 20 panitia @amanit eselon | di
lingkungan Kementerian Keuangan dan 7 panitia #akil yang ikut
bergabung dengae-procuremeniKementerian Keuangan serta penyedia
barang/jasa dengan jumlah sebanyak 10% dari tet@yquia barang/jasa
yang terdaftar dalam sistem pengadaan secaraaiektr

Kajian dan identifikasi permasalahan yang ada dakaisioner
meliputi: tingkat pemahaman dan keterlibatan redpardalam pengadaan
barang/jasa, pendapat dan pandangan respondendageri@engadaan
secarae-Procurementpendapat atau sikap responden tentang benefit yang
diperoleh dari pelaksanaan pengadaan barang/jaseeripgah dengan

menggunakag-procurement

Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisa hasiaban
responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Kkaliajudengan
menggunakan skalkikert (Nasir, 1999) yaitu skala yang digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang/kelorigmtang kejadian

atau gejala sosial dimana tiap-tiap sampel mempujarak (interval).

Variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi dimetsu subvariabel yang

memiliki indikator-indikator. Titik tolak untuk mebuat instrument yang
berupa pertanyaan-pertanyaan adalah :

a. Pilihan A, memiliki score : 4

b. Pilihan B, memiliki score : 3
c. Pilihan C, memiliki score : 2
d

. Pilihan D , memiliki score : 1
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Dimana interpretasi skor :

0-25% = Lemah (L)
26% —50% = Cukup (C)
51% —75% = Kuat (K)
76% - 100% = Sangat Kuat (SK)

Untuk pengukuran efisiensi hasil pelelangan dilakukdengan

penghitungan sebagai berikut:

Efisiensi = Total Pagu Anggaran — (Total Hasihlel + Total Biaya Pelelangan + Total Biaya Penguam)m
Total Pagu Anggaran

Penghematan Hasil
Pelelangan

Waktu yang
dibutuhkan dalam Efisensi
proses Pelelangan

—| e-Procurement

Besarnya biaya yang
dikeluarkan untuk
memasang iklan atau
pengumuman di
media cetak

Biaya yang
dikeluarkan saat
proses pelelangan

Gambar 3.1 Variabel Penelitian
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BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan e-Procurementdi K ementerian K euangan

Pengadaan barang maupun jasa di Indonesia dildéaandengan
pedoman Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003tagserubahannya,
dimana dalam pelaksanaannya menggunakan metodelingersieleksi
penyedia barang/jasa antara lain :

1. Pelelangan/seleksi umum adalah metoda pemilihapegkn barang/jasa
yang dilakukan secara terbuka dengan pengumumanask@s melalui
media massa;

2. Pelelangan/seleksi terbatas adalah metode pemililpanyedia
barang/jasa terbatas dalam hal jumlah penyedia yass mampu
melaksanakan di yakini terbatas, yaitu untuk pelegrjyang kompleks
dan diumumkan secara luas melalui media masa dengacantumkan
penyedia jasa yang telah diyakini mampu, guna menkesempatan
kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi kuesifik

3. Pelelangan/seleksi langsung adalah metode pemilip@myedia
barang/jasa dengan membandingkan sekurang-kuraagy(tiga)
penawaran. Pemilihan langsung dapat dilaksanakank ypengadaan
yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- t{sefata rupiah)

4. Penunjukkan langsung adalah metode pemilihan pémnyeda untuk
pekerjaan yang memenuhi kriteria keadaan tertesukeéadaan khusus,
dengan cara penunjukkan langsung terhadap 1 (samygdia jasa, dapat
dilaksanakan untuk pekerjaan yang berskala kecihgae nilai
maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Untuk mewujudkan proses tersebut, maka perlu dibargatu alat
yang dapat membantu panitia pengadaan dan pej@mabyat komitmen
dalam melaksanakan pengadaan. Sejalan dengan [enkgam teknologi
informasi dan komunkasi, peluang untuk menjaminaksinaan proses
pengadaan yang transparan, terbuka dan persaingag gehat lebih
dimungkinkan saat ini. Keinginan untuk menyelemgigan proses

pengadaan barang/jasa Pemerintah secara lebilif,eéékien dan akuntabel
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serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip pgaaiusaha yang sehat,
transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagiuae pihak telah
mendorong Pemerintah untuk segera menyelenggarnal@ees pengadaan
barang/jasa Pemerintah secara elektronik berbaisnet €-Procurement
Penggunaan perangkat internet dalam pengadaan gljasan secara
elektornik e-procurementdiharapkan mampu untuk mengurangi kebocoran
keuangan negara serta guna tercapainya prinsipyprimlasar dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah. Sampai saaetodan pengadaan yang
dilaksanakan melalui elektronik adalah pelelangarum @-tendering dan
seleksi umum untuk jasa konsultaresisglectioj

Penerapare-procurementdalam pengadaan barang/jasa pemerintah
memanfaatkan teknologi internet memberikan banyakntungan baik dari
sisi pengguna barang/jasa maupun dari sisi penyedang dan jasa. Dari sisi
penyedia, banyak biaya yang dapat dihemat sepéaiiabtransportasi,
akomodasi, dan konsolidasi serta biaya cetak dokubiga diminimalkan,
sehingga penyedia dapat memiliki ruang yang cukapuku melakukan
optimasi penurunan penawaran harga dari barang/@samereka tawarkan.
Sedangkan dari sisi pengguna, karena sifatnya yanpa batas, dapat
diperoleh iklim persaingan antar penyedia yanghledadlil dan berkualitas.
Pengguna barang/jasa memliki banyak pilihan sedadapatkan penawaran
yang lebih murah dengan kualitas yang lebih ba@ai§ manfaat yang telah
disebutkan di atas, manfaat utama yang ingin dicayealui e-procurement
adalah mampu mengurangi terjadinya praktik KKN karesifatnya yang
antara lain transparan, konsisten, rigid dan aloehta

Kementerian Keuangan sebagai satu-satunya kemanteyang
mempunyai bersifaholding type departmentimana terdiri dari 12 unit
Eselon | yang terdiri dari: Sekretariat Jenderaispkktorat Jenderal,
Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat
Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendahafairektorat Jenderal
Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaand/)tBadan Kebijakan
Fiskal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangamej@am-LK, dan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pelaksas@rocurementiya

difasilitasi oleh suatu unit yang dibentuk khusustud menanganie-
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procurementyaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektrongda{.PSE)
Kementerian Keuangan. Pusat LPSE Kementerian Kewmamgempunyai
tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pexsgadbarang/jasa
pemerintah secara elektronik, pembinaan dan persgawgelaksanaan
pengadaan Departemen Keuangan, pengelolaan sisigamndan Pengadaan
Secara Elektronik serta memberikan pelayanan peagadecara elektronik
Kementerian/Lembaga, sesuai dengan kebijakan yategapkan Menteri
Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundanggardgang berlaku.
Penerapan pengadaan barang/jasa secara elekggmi@durementdi
lingkungan Kementerian Keuangan merupakan tindalutadari sosialiasi
e-Procuremenlingkup Departemen Keuangan pada tanggal 6 Dege200&
serta arahan dan harapan lbu Menteri Keuangan d&ampat Dinas
Sekretariat Jenderal di Denpasar Bali pada tan$)§&l4 Desember 2007,
sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala PusanamayPengadaan
Secara Elektronik (Pusat LPSE) Kementerian Keugmdjaebutkan bahwa:

“Penerapan pengadaan secara elektrongeprécurement di
lingkungan Departemen Keuangan ini merupakan tiridajut dari
sosialiasie-Procurementingkup Departemen Keuangan pada tanggal
6 Desember 2007 serta arahan dan harapan lbu Mé@eangan
dalam Rapat Dinas Sekretariat Jenderal di Dengzedapada tanggal
13-14 Desember 2007 yang lalu, agar pengadaan digsen di
lingkungan Departemen Keuangan dengan cara eléktrdapat
dilaksanakan mulai tahun anggaran 2008. Dilatakbelgi hal
tersebut di atas, kami selaku Pembina Perlengkdpapartemen
Keuangan mengadakan pertemuan dengan para Sekretari
Ditjen/Badan/ltjen dengan Pusat Pengembangan Ke&lnjRengadaan
Barang/Jasa Publik Bappenas untuk segera merdedisas-
Procurementli lingkungan Departemen Keuangdfi.”

Dasar hukum penerapasprocurementdi lingkungan Kementerian
Keuangan selain UU Nomor 11 Tahun 2008 tentangrimdgi dan Transaksi
Elektronik (ITE) adalah Keppres No 80 Tahun 2008atha dalam Lampiran
| Bab IV Huruf D dinyatakan bahwa:

"Dalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan paaga barang/jasa
dapat menggunakan sarana elektronik. Pelaksapgammcurement
disesuaikan dengan kepentingan pengguna baranggaséetentuan
peraturan perundang-undangan yang berl&ku.”

9 Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementégiamngan tentang penerapan
e-procurementi lingkungan Kementerian Keuangan.
1 Dasar hukune-procurementintuk Instansi Pemerintah dalam Keppres No. 80 Tahun 2003
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Selanjutnya Kementerian Keuangan juga mendapatkantgh dari
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pate@ Pemberantasan
Korupsi yang tercantum dalam Diktum Kesebelas bahwa

"Khusus kepada :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Meintéteuangan,

dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunannsdbkiepada

BAPPENAS melakukan kajian dan uji coba untuk ksdaaan

sistem e-Procurement yang dapat dipergunakan bersama oleh

Instansi Pemerintal?

Kemudian dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun82t¥htang
Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 disebutkawaa

“Dalam kebijakan peningkatan daya saing global mogpercepatan
penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi danni{mikasi (TIK)
dengan tindakae-Procuremenienyempurnakan modeltendering
dan pengembangan modeprocurementainnya, keluarannya berupa
beroperasinyae-procurementdi Bappenas (2007) dan Departemen
Keuangan (2008), serta secara berkelanjutan dikenapi kantor -
kantor Pemerintah dengan target penyelesaian Desefil8 dan
berlanjut guna mencapai sasaran meningkatnya @earsg proses
pengadaan barang dan jasa di kantor - kantor Petalerf>
Dikarenakan peraturan yang ada dirasa belum cuaignk belum ada
dasar hukum yang mengatur tentang tata cara pemgadeara elektronik,
maka dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)ombir
42/PMK.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Sdtekdronik di
lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana teldalditerakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.01/2008atey Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01820tntang
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkun@epartemen
Keuangan, PMK Nomor 97/PMK.01/2008 tentang LayarRengadaan
Secara Elektronik Departemen Keuangan dan PMK  Nomor
180/KMK.01/2008 tentang Pengelola Layanan Pengadaaara Elektronik
Departemen Keuangan sebagai dasar penunjukan parB&E Departemen
Keuangan yang terdiri dafidministrator, Helpdesk, TrainedanVerifikator.

Pada awal penerapasprocurementBiro Perlengkapan bekerjasama dengan

2 Inpres 5 Tahun 2004: Instruksi dari Presiden agar Departéteaangan melakukan uji coba
e-Procurement

3 Inpres 5 Tahun 2008: Instruksi dari Presiden agar Departei®iangan menerapkae-
Procurement
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LKPP telah memberikan pelatihan penggunaan aplikaprocurement
kepada para pegawai di unit-unit eselon | sejunill@® orang. Sedangkan
untuk penyiapan penyedia barang/jasa, pada tarn@gat 29 Juli 2008
dilaksanakan pelatihan tentang penggunaan aplégsbcurementkepada
penyedia barang/jasa dilanjutkan dengan registtasi verifikasi dokumen
sebelum diberikamiser id danpassworduntuk dapat menggunakan aplikasi
tersebut.

Pada tanggal 8 April 2009, melalui Peraturan Mentéfeuangan
Nomor 73/PMK,01/2009 tentang perubahan kedua atmatyan Menteri
Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi data Kerja
Kementerian Keuangan, LPSE resmi menjadi unit lsmtingkat eselon Il
dengan bentuk Pusat pada Sekretariat Jenderal KemeenKeuangan. Pusat
LPSE merupakan unit kerja yang melayani proses goaan barang/jasa
secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan instansi vertikal
lainnya.

Dalam satu kesempatan Sekretaris Jenderal Kenemt&euangan
menyampaikarfMemang membutuhkan waktu untuk merubah sistem yang

sudah mapan™*

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan geasl
pentingnya tujuan penerap@dProcuremenipada proses pengadaan barang
dan jasa dimana Kementerian Keuangan termasuk kersn yang
mempunyai belanja yang besar dengan nominal junblelanja sampai
triliunan rupiah. Pada saag-procurement pertama kali diterapkan di
lingkungan Kementerian Keuangan, memang masih patddeberapa
kendala antara lain masih adanya resistensi dagrapa pihak, terbatasnya
SDM, dana dan teknologi. Namun dengan adanya kognityang kuat dari
pimpinan yang merupakan faktor kunci keberhasilaanepapan e-
procurementhal tersebut sedikit demi sedikit segera dapaasiaKomitmen
pimpinan merupakan faktor pemicu penerapafprocurementdengan
langkah-langkah, sebagai berikut:

a. Menyusun program sebagai prioritas rencana tindak;

b. Mengalokasikan sumber dana yang memadai;

c. Menyusun kebijakan/regulasi sebagai dasar pelaks&@aprocurement

14 Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan datana Procurement Workshop for
World Bank-funded Project
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d. Menunjuk orang-orang yang akan bertanggung jawaimuta proses
adopsi;

e. Mengembangkan dukungan dari berbasfakeholderyang terlibat di
dalam proses adopsi.

Untuk pelaksanaare-procurementiya sendiri, terdapat beberapa
perubahan tata cara yang sifatnya lebih mengargladee keterbukaan,
transaparansi, fair competition dan akuntabilitas berkenaan dengan
pengadaan barang/jasa secara elektronik, antara ddanya registrasi
pengguna dan penyedia dalam sistefprocurementpengumuman secara
online, perubahan bentuk dokumen pelelangan dan dokueresw@aran dari
penyedia, perubahan metode pada tahap pemberigalgsam pekerjaan
(aanwijzing, perubahan tata cara pembukaan dokumen penawargmedia
dan evaluasinya serta perubahan tata cara pengsguggahan dari penyedia
barang/jasa.

Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 80 tahu@32fentang
pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemeriatapakan salah
satu tujuan untuk mewujudkan pengadaan yang efefisien dan akuntabel.
Namun sebagaimana telah diketahui bahwa dalam pekbannya sampai
sekarang masih banyak terdapat penyimpangan-peayimap dengan
diindikasikan bahwa kasus-kasus yang ditangani 8IBK sebagian besar
adalah kasus dalam pelaksanaan pengadaan baranggeserintah. Hal
tersebut membuat pemerintah harus berpikir kerdekumencari metode
pengadaan yang lebih transparan untuk mencegaiterg penyimpangan-
penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barangRasnerintah
tersebut.

Kementerian Keuangan sebagai salah satu kementdiribrdonesia
yang menjadi pilot project penerapan reformasi birokrasi menjadikan
pengadaan barang/jasa sebagai salah satu obyelhgersgyikut di reformasi
mengingat jumlah belanja barang/jasa di lingkungamenterian Keuangan
cukup besar. Data yang diperoleh dari Direktorahddeal Anggaran
menunjukkan bahwa jumlah belanja modal Kementekianangan sebesar
Rp2.397.323.834.000,00 dan  jumlah  belanja  barang  sebesar
Rp5.113.157.798.000,00 dengan total belanja untaiku Anggaran 2010
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mencapai Rp7.510.481.632.000,00 (Tujuh triliun linadus sepuluh miliar
empar ratus delapan puluh satu juta enam ratusptigen dua ribu rupiah).
Nilai tersebut bukanlah nilai yang kecil, sehinggfsiensi dan efektifitas
belanja pemerintah menjadi salah satu target refsirmbirokrasi di
lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan jumlah dgaray besar dan
tidak adanya pemberitaan yang transaparan dari rpgate kepada
masyarakat selama ini tentang mekanisme pengguaraggaran, wajar saja
jika terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadamggunaan anggaran atau

belanja pemerintah.

Tabel 4.1 JumlahBelanja Barang dan Belanja Modal Kementerian Keaang
TA 2010

Unit

Total Belanja

Kementerian Keuangan Rp5.113.157.798.000,00

Rp2.397.323.834.000,00 RP#AB1.632.000,00

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran

Total Belanja Barang dan Modal Kem. Keuangan
TA 2010

6,000,000,000,000.00

5,000,000,000,000.00
4,000,000,000,000.00
B |otal Belanja
3,000,000,000,000.00 Barang dan
Modal Kerm.
2,000,000,000,000.00 KeuanganTA
2010
1,000,000,000,000.00
0.0C T

Belanje Barang Belanjs Modal

Grafik 4.1 Total Belanja Barang dan Modal Kementerian Keuangan T2020
Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran diolah
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Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.2.1 Perencanaan Pengadaan

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pasiarnyh
merupakan satu siklus logistik pada masing-masimgansi pemerintah.
Proses ini dimulai dari perencanaan, pengadaagjrpean, penggunaan dan
penghapusan. Dalam mengawali kegiatan pengaddah,ssdu hal terpenting
yang harus dilakukan oleh pengelola pengadaan fadaédakukan persiapan
pengadaan. Langkah pertama adalah melakukan peearcgpengadaan.
Perencanaan Pengadaan adalah tahap awal dalaatekegengadaan barang
dan jasa pemerintah yang bertujuan untuk membuatara pengadaan
(procurement plan yang mempersiapkan dan mencantumkan secara rinci
mengenai target, lingkup kerja, waktu, mutu, biag@an manfaat dari
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan penterygag dibiayai dari
dana APBN maupun BLN kemudian diumumkan kepada arakgit luas.
Rencana pengadaan akan menjadi acuan utama daf@atakepengadaan
barang dan jasa pemerintah per paket pekerjaadaBankan ketentuan pasal
4 butir h dan pasal 7 ayat (4) Keppres 80 Tahun32@@tiap instansi
pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencpeagadaan
barang/jasesetiap awal pelaksanaan tahun anggaran. Sebagaieranang
dalam Perpres 8 Tahun 2006 tentang perubahan kédfepares No. 80
Tahun 2003, pengumuman secara terbuka rencana daamgailakukan
melalui website pengadaan nasional yang dikoordinasikan oleh Baspen

dengan alamat_ www.pengadaannasional-bappenas.gmitj sekarang

dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Baras@/Bamerintah (LKPP)
dan/atauwebsite masing-masing instansi yang telah diintegrasikalanda
websitepengadaan nasional.

Di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan tsadaran
Menteri Keuangan Nomor 189/MK.1/2010 tentang lamgleangkah dalam
menghadapi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pedmesecara elektronik
di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggar@h02angka 3. dan
angka 4. menyebutkan:

“Setiap satuan kerja wajib menyusun rencana pergad@rang/jasa
dengan paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pghkla ardan angka
2 dalam rencana pengadaan barang/jasa secaraeikek&-procurement
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plan) sesuai format formulir | sebagaimana tercantunardaampiran
surat edaran ini, dan menyampaikannya kepada KuRe@gguna
Anggaran untuk mendapatkan pengesahan.”

“Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmeaib w
menyampaikan rencana pengadaan barang/jasa sde&teorek (e-
procurement plan yang telah disahkan tersebut kepada Sekretaris
Jenderal Kememterian Keuangan c.q. Kepala Pusak L&&kretariat
Jenderal Kementerian Keuangan dan diumumkan petssite LPSE
Kementerian  Keuangan _ www.Ipse.depkeu.go.idlan  website
Kementerian Keuangan www.depkeu.goydng terintegrasi dengan
websiteLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Peme(iuitBir)
www.pengadaannasional-bappenas.go-id

Hasil wawancara dengan Kepala Pusat Layanan PemgdSecara
Elektronik (Pusat LPSE) Kementerian Keuangan bex&en dengan
pembuatan rencana pengadaan dan pengumuman r@eceyaaaan:

“Sampai dengan semester | Tahun Anggaran 2010 nsasiat sedikit
satuan kerja dari masing-masing unit eselon Ingjkungan Kementerian
Keuangan yang membuat dan mengirimkan rencana gaagakepada
kami dikarenakan belum ada kejelagamishmentapabila ada satuan
kerja yang tidak membuat dan mengirimkan rencanaggaan
tersebut.*®
Pengumuman rencana pengadaan adalah bentuk dgabaem
prinsip transparansi kepada publik tentang kegigg@angadaan yang akan
dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Demgelihat rencana
pengadaan, setiap orang dapat mengetahui paket{pakgadaan yang ada,
cara melaksanakannya apakah akan dilelang atad, tidamasuk nilai
kegiatan pengadaan pada suatu instansi pemergnaatuk di Kementerian
Keuangan. Pengumuman rencana pengadaan juga meinjddiator
pemahaman pada prinsip transparansi di instangy y@nsangkutan. Pada
hakekatnya, informasi anggaran dan penggunaannkaniah sesuatu yang
rahasia. Oleh karena itu di dalam pelaksarepnocurementni harapannya
pengumuman pengadaan menjadi sangat transparanaggarakat dapat ikut

mengawasi proses pelaksanaan pelelangan tersebut.

* Surat edaran Menteri Keuangan Nomor 189/MK.1/2010 tentang lasgkgkah dalam
menghadapi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemeringah ekktronik di lingkungan
Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010

6 Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementdfemangan berkenaan dengan
pembuatan rencana pengadaan dan pengumuman rencana pengadaan
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Sebagaimana kita ketahui, pengadaan barang danpgsarintah
diharapkan juga memberi sumbangan pada aspek ekomakno. Kebijakan
pengadaan kita menginginkan adanya manfaat ekopang luas dari hasil
pengadaan dengan semakin tumbuh dan berkembanmgiusiri dalam negeri
yang kompetitif. Kebijakan pengadaan kita juga gmeginkan pengadaan
memberi kesempatan yang sangat luas kepada pelatha unasional,
khususnya usaha kecil dan koperasi kecil. Inforrn@scana pengadaan ini
sangat penting bagi pelaku usaha karena informalsetgpaket pengadan
beserta nilainya adalah informasi peluang usahapegku usaha. Semakin
dini pelaku usaha mengetahui paket-paket pengagaag diperlukan oleh
instansi pemerintah, semakin siap dunia usaha witak dapat mendapat
kesempatan memenangkan persaingan. Dari kepentipg#aku usaha,
informasi rencana pengadaan di awal tahun anggdatam banyak kasus
sesungguhnya sudah agak terlambat. Untuk kebutyaag tidak rutin,
pelaku usaha nasional sangat memerlukan informascana investasi
pemerintah ke depan karena untuk dapat mengarisipeningkatnya
belanja pemerintah untuk suatu komoditas atau bargermasuk barang
modal dimana dunia usaha perlu menyiapkan kemamgaaifinancial,
sumberdaya manusia, maupun teknologi).

Pada tataran makro, informasi rencana pengadaanlgiin awal dan
lebih menyeluruh untuk rencana investasi pemeridéam jangka menengah
akan meningkatkaoost efficiencyelanja pemerintah sekaligus memperbaiki
kapasitassupply dalam negeri. Apabilaupply dalam negeri tidak dibenahi
atau tidak mendapat informasi yang cukup tentangstasi pemerintah
secara spesifik (untuk apa saja, dengan proyekrtsega, di mana dan
dengan teknologi yang seperti apa), maka peningkaitkvestasi pemerintah
tidak akan dapat diantisipasi oleh industri danhasdalam negeri. Dengan
kata lain, industri dan usaha dalam negeri tidakna#lapat memanfaatkan
peluang usaha dengan maksimal. Hal tersebut dikitkesa yang akan
mendapat keuntungan lebih besar dari belanja petakrjustru adalah usaha
asing atau industri negara lain. Bahkan, dalam &larkasus, keterbatasan

supply membuka peluang korupsi. Akhirnya, belanja pentahintidak
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memberi manfaat yang maksimal, bagi pelayanan lpuisiaupun bagi
kepentingan dunia usaha nasional.

Dalam konteks tersebut, tahap perencanaan kegigtag pada
akhirnya akan menghasilkan rumusan spesifikasietpaéket pengadaan,
ruang lingkup pelaksanaan, cara berkontrak dan gsaéibza perlu
diperhatikan secara lebih seksama. Dalam Keppre$ad@in 2003, paling
tidak terdapat dua kebijakan besar yang relevamkudibiacarakan pada
tahapan ini, yaitu kebijakan penggunanaan produlkdam negeri, dan
kebijakan mendorong daya saing usaha nasional,ukhya usaha kecil.
Berkaitan dengan kebijakan tersebut, Keppres tefamberi arahan
bagaimana cara menyusun dan merumuskan kebutuhajadingpesifikasi
pada saat menyusun rencana anggaran. Banyak cdntoanyak negara,
perumusan spesifikasi dikontrol untuk memaksimalganggunaan produksi
nasional. Namun seringkali, perencana atau penggada saat menentukan
spesifikasi hanya berdasarkan pada pilihan-pililyamg terbatas karena
informasi yang diperoleh juga terbatas. Bahkankaldaya informasi ini
sangat tergantung pada suppliernya. Oleh karena kibijakan untuk
berpihak kepada industri dalam negeri perlu didgkdan diikuti dengan
penyediaan informasi produk dalam negeri yang lebitemadai,
spesifikasinya, ketersediaan, kapasitas produksi si@bagainya. Banyak
kasus pelelangan yang tidak dapat diikuti oleh psed nasional karena
spesifikasi mengarah kepada produk-produk impomadsuk alasan kualitas
yang lebih baik. Mungkin perlu dipikirkan langkadmbgkah yang lebih
ekstrem untuk memaksa penggunaan produk nasiomaar® ide, bila
terdapat produk nasional yang dapat memenuhi kkbotdengan spesifikasi
minimal, maka akan masih dapat diterima bila diekgh menggunakan
produk tersebut. Persoalan akan muncul apabilaugrgdng diwajibkan tadi
dihasilkan oleh satu produsen. Dengan kata laia, udtuk mewajibkan
penggunaan suatu produk nasional harus meyakidupemnya tidak tunggal.
Dari kepentingan pengguna, kejelasan kewajiban gperapn suatu produk
akan memudahkan proses pengadaan. Proses leladgpga menjadi lebih
sederhana. Selain spesifikasi, skala paket pelafanguga dapat

mempengaruhi peluang keterlibatan usaha nasioreda Phanyak kasus,

Universitas Indonesia

Evaluasi atas..., Indro Bawono, FE Ul, 2011.



53

pengguna sering ingin sederhana dengan membuapalatt besar sehingga
lelang cukup dilakukan satu kali. Dapat dibayangkainalnya dilelangkan
satu paket pembangunan jalan dengan nilai Rp.liLritentu akan berbeda
hasilnya bila paket yang sama dipecah menjadi Ketpsenilai Rp. 100
milyar. Pada paket pekerjaan yang dipecah-pecatka npeluang usaha
nasional mengikuti pelelangan akan lebih besarihLédmjut, Keppres 80
Tahun 2003 tidak melarang upaya memecah paketjpakemenjadi banyak
paket pelelangan yang besarnya disesuaikan dergaanmipuan pelaku usaha
setempat untuk memberi kesempatan yang lebih bEs&nain yang harus
diperhatikan pemerintah berkaitan dengan optingilibelanja pemerintah
adalah faktor teknologi informasi yang harus dikeldengan baik guna
memaksimalkan belanja pemerintah pada aspek ekomoahkiro. Semua
proses tersebut dimulai di tahap perencanaan lkeg@¢engan memasukan

pertimbangan-pertimbangan pengadaan yang melibaatm nasional kita.

Operate, &
Consume

Purchase Reguest Contract Acceptance Disposal
& Specification Certificate Request

Gambar 4.1 Urutan ProseRPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4.2.2 Pembentukan Panitia L elang

Setelah persiapan pengadaan selesai, tahap sejanjwdalah
pembentukan dan pengangkatan panitia pengadaark umélaksanakan
kegiatan tersebut. Panitia pengadaan adalah ting y@dibentuk untuk
melaksanakan proses pengadaan atau pemilihan panyedang/jasa.
Berdasarkan pengertian pada Pasal 1 angka 8 Keplre80 Tahun 2003
disebutkan bahwa:

“Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oletg@ea Anggara/
Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur Bl/ PimpBEMN/
Direksi BUMN/ Direksi BUMD, untuk melaksanakan pédiimn
penyedia barang/jasa’

7 pasal 1 angka 8 Keppres No. 80 Tahun 2003: Definisi ppeitigadaan
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Penunjukkan panitia pengadaan sepatutnya berdasda prinsip
profesionalisme, responsif, akuntabel, kredibel,n denandiri. Tugas,
wewenang, dan tanggung jawab Panitia pengadaaadsekdn Pasal 10 ayat
(5) Keppres No. 80 Tahun 2003 meliputi:

“Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/papéngadaan/unit

layanan pengadaaRrocurement Un)tmeliputi sebagai berikut:

1. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaten ls&asi
pengadaan;

2. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendisHP

3. menyiapkan dokumen pengadaan;

4. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabsionah
dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmiuk u
penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di wveebsit
pengadaan nasional;

5. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualika atau

prakualifikasi;

melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

mengusulkan calon pemenang;

membuat laporan mengenai proses dan hasil pengakiz@ada

Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yangangkgtnya;,

9. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksapaagadaan
barang/jasa dimulai'®

© N

Di Kementerian Keuangan, panitia pengadaan terdedpamhasing-
masing unit Eselon | dan masing-masing satuan kegj&er). Sebagai contoh
di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan saaeidapat 4 (empat)
panitia pengadaan dimana pembagian pekerjaan masismg panitia
didasarkan pada jenis pekerjaan yaitu jasa korsirygengadaan barang,
pengadaan kebutuhan perkantoran dan pengadaan Kesaultansi.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pusat LPSErtema& Keuangan,
disebutkan:

“Dahulu pada saat saya masih menjabat Kepala B&pagadaan pada
Biro Perlengkapan sebenarnya wacana pembentukatiapp@ngadaan
menjadi 4 (empat) kepanitian sudah pernah diwacanakengingat

semakin banyaknya beban kerja dalam hal ini padeg¢nppan yang harus
segera dilelangkan serta untuk mereform panitiagpe®an dan
regenerasi untuk pegawai-pegawai yang lain sehinggasalah

keterbatasan SDM pengadaan barang/jasa dapat segsedesaikan.
Namun lebih baik lagi apabila kedepan wacana petokan Unit

Layanan Pengadaan (ULP) segera terealisasi, dengem satker tidak
direpotkan lagi dengan masalah pengadaan baramggtingga dapat

18 pasal 10 ayat 5 Keppres No. 80 Tahun 2003: Tata cafagpemkan panitia pengadaan
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fokus melaksanakan apa yang menjadi tugas pokokfudeagsinya dan
adanya standarisasi dokumen lelang sehingga meikanladalam
pengawasan-’

Kegiatan pembentukan panitia pengadaan perlu dadaspsebagai
hal yang dapat menjadi sebab berkembangnya penkihit dalam proses
pengadaan pemerintah. Sebab tugas dan peranana pagitgadaan akan
sangat berpengaruh terhadap bersih tidaknya prosegadaan barang di
suatu unit kerja pemerintah dilaksanakan. Oleh ra@rBanitia Pengadaan
akan menentukan hitam atau putihnya suatu prosegagaan pemerintah
dari dimulainya awal kegiatan pengadaan sampandgii@nganinya kontrak
perjanjian kerja. Pada tahap ini terdapat awabbekitnya penyakit-penyakit
KKN yang perlu diwaspadai, diantaranya dengan sensiatau terbentuknya
Panitia Pengadaan yang tidak dilandasi denganrigrikemampuan teknis,
kredibilitas serta integritas yang memadai darigatanya. Akibatnya hasil
kinerja dari panitia menjadi tidak maksimal, pemigimgan nuansa KKN, serta
pemerintah tidak memperoleh barang dan jasa seertj diharapkan, baik
dalam ukuran kualitas, kuantitas, harga dan ked@patktu. Kinerja panitia
pengadaan yang pada umumnya dapat menjadi sumingakpieKKN, antara
lain :

1. Panitia yang tidak memiliki integritas;
2. Panitia yang memihak;

3. Panitia yang tertutup dan tidak transparan.

4.2.3 Penyusunan Dokumen Lelang

Penyusunan dokumen lelang adalah kegiatan yangujupent
menentukan secara teknis dan persyaratan-persyaeatainistrasi yang
dibutuhkan dari pekerjaan yang akan dilaksanakah glihak penyedia
barang/jasa, mulai dari lingkup pekerjaan, mutml@h, ukuran, jenis, waktu
pelaksanaan, dan metoda kerja dari keseluruhanrjpake yang akan
dilelangkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

' Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementerian ng@uaberkenaan dengan
pembentukan panitia pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan
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1. Dokumen disusun secara sederhana oleh panitiaragéah dipahami dan
menjadi pedoman baku bagi seluruh pihak.

2. Dokumen tersebut meliputi petunjuk kepada peseefand), syarat
kontrak, syarat teknis, daftar pekerjaan yang adlikontrakan, usulan
perjanjian, serta gambar-gambar dan referensi ydipgrlukan oleh

peserta tender.

4.24 Pengumuman Pelelangan

Pengumuman pelelangan dimaksudkan agar masyarakajetahui
akan adanya pekerjaan yang diselenggarakan oleérpeatn, oleh karena itu
pengumuman tersebut harus disebarluaskan melaludiamenassa.
Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangraksaliiakan selama 7
(tujuh) hari kerja di website pengadaan nasionahayangan pengumuman
lelang yang dilaksanakan melalui surat kabar na$fjoropinsi minimal

dilakukan 1 (satu) kali tayang pada awal masa paoguan.

4.2.5 Pengambilan Dokumen Lelang

Kegiatan penyediaan dokumen pelelangan olefitipapengadaan
kepada para penyedia barang/jasa, secara lengkapa biaya maupun
dengan biaya yang telah ditentukan, dalam waktyg y@suai dengan jadual
yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan. P@naa dan pengambilan
dokumen pelelangan dilakukan 1 (satu) hari set@lamgumuman sampai
dengan 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasidarmen penawaran. Isi
dokumen pengadaan antara lain instruksi standarkuntder, persyaratan
administrasi, spesifikasi teknis umum, contoh-cbntokumen yang umum
diberlakukan seperti surat penawarhid bond performance bondsyarat-

syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus Kantra

4.2.6 Penentuan Harga Perkirakan Sendiri (HPS)

HPS/OE éwner’s estimatfeadalah perhitungan biaya atas pekerjaan
barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ukitantdalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan rsecleahliaan dan
berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabl® .digunakan sebagai

alat untuk menilai kewajaran harga penawaran tarkngsciannya dan untuk
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menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaiksabagi penawaran
yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapatadikan dasar untuk
menggugurkan penawaran. Berdasarkan Keppres No.T&tun 2003

Lampiran | Bab | Huruf E, penyusunan harga pegdrgendiri pekerjaan
yang akan dilelangkan harus dilakukan dengan cederagan menggunakan
data dasar dan mempertimbangkan:

“Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri:

. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;

. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsukagineer’s estimatéEE)

. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;

. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk bgraekerjaan
sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;

. Informasi harga satuan yang dipublikasikan sea@senr oleh Badan
Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dadiancetak yang
datanya dapat dipertanggungg jawabkan;

6. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh paloviagen tunggal

atau lembaga independen;

7. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluark&honstansi yang

berwenang;

8. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkah.*

A WNBE

ul

HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terdumaya lain-lain dan
pajak penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa, naAR@ harus sudah
memeperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lapa umum dan

keuntungandverhead cost and profiyang wajar bagi penyedia barang/jasa.

4.2.7 Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

Aanwijzingadalah pertemuan antara panitia pengadaan dengan pa
calon penyedia barang/jasa atau keseluruhan pgselglangan. Penjelasan
dan tanya jawab dilakukan tentang hal teknis mawgsiministratif agar tidak
terjadi perbedaan persepsi maupun kekeliruan dakangajuan penawaran.
Bila dipandang perlu panitia pengadaan dapat meakaverpenjelasan
lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapandgrabila dalam
pemberian penjelasan pekerjaan terdapat hal-hal lgtentuan baru atau
perubahan penting yang perlu ditampung, maka pampéngadaan harus
menuangkannya ke dalasddendumdokumen pelelangan yang menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelelanglan harus

% Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran | Bab | Huruf E: Tata cargugenan HPS.
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disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semu#apsseara tertulis

setelah disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen)(PPK

4.2.8 Penyampaian Penawaran Har ga dan Pembukaan Penawaran
Penyerahan dokumen penawaran harus tepat wakigkadp dan

memenuhi syarat yang ditetapkan panitia Pengadsaria dialamatkan

seperti yang telah ditentukan dalam dokumen peajelanTerdapat 3 (tiga)

jenis metoda penyampaian penawaran oleh penyediadi@msa:

1. Metoda satu sampul

2. Metoda dua sampul

3. Metoda dua tahap

Penyerahan harus dapat dibuktikan dengan tandenatedari petugas.

Kegiatan ini antara lain, meliputi;

1. Penyampaian penawaran oleh peserta dapat kileksegera setelah
peserta menerimaddendunterakhir panitia,;

2. Penyampaian dokumen diluar batas waktu tidakn atigerima;

3. Pembukaan, pemberian tanda, penelitian dokumenageana disaksikan
oleh peserta;

4. Setelah dibuat berita acara pembukaan dokumen peaawpanitia tidak
diperkenankan lagi menerima dokumen apapun;

5. Tidak boleh menggugurkan pada tahap pembukaan doky@anawaran
atau tidak boleh ada peserta yang gugur sebeluakuttian evaluasi
terhadap dokumen.

4.29 Evaluas Penawaran

Kegiatan pemeriksaan, penelitian dan analisai dckeseluruhan
usulan teknis dari peserta pelelangan, dalargkeamntuk memperoleh
validasi atau pembuktian terhadap harga penawaag penar, tidak terjadi
kekeliruan sesuai dengan persyaratan teknis tedaly ditentukan. Adapun
kegiatan itu adalah:
1. Evaluasi penawaran meliputi: evaluasi admingstraevaluasi teknis,

dan evaluasi harga;

2. Evaluasi administrasi perlu mempertimbangkan faktedaksional,

keabsahan dan jaminan penawaran;
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3. Setelah lulus evaluasi administrasi, penawaran dkalai dari sisi teknis
di mana perusahaan yang mengikuti tender harus mémeantara lain
spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokuememilthan penyedia
barang/jasa, jadwal penyerahan barang/jasa, idsriirang harus jelas,
jumlah barang/jasa yang ditawarkan tidak kurang gang ditetapkan,
dan memenuhi syarat teknis lainnya;

4. Apabila lulus evaluasi teknis akan masuk ke dalamluasi kewajaran
harga dimana untuk kontrak harga satuan akan disakukoreksi

aritmatik terlebih dahulu.

4.2.10 Pengumuman Pemenang

Kegiatan Pengumuman pemenang pelelangan dilakulksdelals
keseluruhan hasil penelitian dirumuskan oleh parptlelangan dinyatakan
selesai dan diusulkan atau dipertanggungjawabkpadee penanggungjawab
alokasi dana atau pemilik pekerjaan dalam hahdalah Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK). Calon pemenang diurutan pertama aksyahkan sebagai

pemenang pelelangan kemudian diumumkan dengan t&egiasebagai

berikut:

1. Pengumuman dipasang di media massa dengan jamgkamg luas
sesuai besaran kontrak, pengumuman ditempelkandpilantor instansi
pelaksana Pelelangan;

2. Pengumuman harus jelas dan rinci, sehingga sanggahanjadi
berkurang;

3. Dilaksanakan dengan waktu yang cukup;

4. pelaksanaannya harus tepat waktu dan tidak dittuntda.

4.2.11 Sanggahan Peserta Lelang
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesenmpaigi para
peserta pelelangan yang merasa dirugikan, baikraesendiri maupun
bersama-sama dengan peserta lainnya tentang kepupasitia pengadaan
dan PPK, yaitu:
1. PPK harus terbuka, akomodatif, dan memproses setiaggahan dari
peserta pelelangan yang umumnya berkisar padaaketidsan evaluasi,

intransparansi, ketidakadilan, dan penggelapsaatai pemenang;
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2. Berdasarkan informasi tersebut, pemilik pekerja@u #@ejabat Pembuat
Komitmen (PPK) harus segera melakukan investigatsikumembuktikan
kebenaran sanggahan. Bila sanggahan tersebut iz, maka proses
akan dilanjutkan ke tahap penandatangan kontrakaligaya bila
sanggahan dari masyarakat benar, maka pejabat remge harus
memberikan sanksi administratif kepada panitia pdagn dan dilakukan

pembatalan pelelangan serta mencoret nama pempakeiangan.

Faktor-Faktor Kelemahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Konvensional
4.3.1 Perencanaan Pengadaan

Perencanaan Pengadaan adalah tahap awal dalartakeggggadaan
barang dan jasa pemerintah yang peranannya sarigaiegs dan
menentukan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempeksiapsecara rinci
mengenai target, waktu, mutu, biaya, dan manfaapdiet-paket pengadaan
barang dan jasa untuk keperluan pemerintah, ydvgyaii dari dana APBN
maupun Bantuan Luar Negeri. KKN dalam kegiatan pedagn pemerintah,
pada umumnya dimulai dari tahap perencanaan peagadahingga dapat
dikatakan bahwa asal muasal dari penyakit KKN béamiari kegiatan
penyusunan rencana pengadaan, diantaranya adalah:
1. Penggelembungan anggaran.
2. Rencana pengadaan yang diarahkan.
3. Penentuan jadwal waktu yang tidak realistis.
4

Pemaketan pekerjaan yang direkayasa.

4.3.2 Pengumuman Pelelangan

Dalam tahap pengumuman pelelangan, pengumuman buérse
dimaksudkan agar masyarakat mengetahui secara #kasm adanya
pelelangan pekerjaan yang akan diselenggarakan peeterintah. Dengan
demikian telah disyaratkan dalam aturan yang beylakhwa pengumuman
pelelangan barang dan jasa pemerintah harus disableain melalui media
massa. Kegiatan Penguman Pelelangan dapat meunjates penyakit KKN,
apabila pengumuman direkayasa bersama antara an@aoiitia dengan

rekanan calon pemenang. Dengan maksud untuk merkdopungkinan
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ikutnya calon-calon peserta yang berasal dari lingkungan kelompoknya,

yang kemungkinan akan menawar lebih rendah dararwyang sudah

direkayasa, maka pada umumnya sering terjadi pemguam lelang menjadi,

antara lain :

1. Pengumuman lelang fiktif.
Pengumuman lelang dibuat melalui media yang meggu@angkauan
publik sangat terbatas. Misalnya pada surat kabeopiah rendah atau
kolusi dengan media tertentu untuk menerbitkani &tissus yang sangat
terbatas. Dengan pengumuman yang tidak dapat anggungjawabkan
berarti menghilangkan kesempatan kompetisi yangatsetidak ada
peminat dari pemasok barang dan jasa yang akan ikoéngroses
pelelangan, dan pada akhirnya keluaran proses jsgiga adalah
pemenang yang ber-KKN dengan panitia pengadaaiE&n

2. Jangka waktu pengumuman yang relatif singkat.
Jangka waktu pengumuman lelang diatur sedemikipa sehingga hanya
mitra kolusi yang sudah dipersiapkanlah yang dagpeltang besar,
sedangkan pengusaha lain menjadi tidak mungkin reipgikuti tender.
Hal ini tentunya membatasi peserta lelang untukdrapetisi secara sehat
dengan informasi yang memadai.

3. Pengumuman yang tidak lengkap (kurang informatif)
Informasi yang terdapat dalam pengumuman lelabgatitidak lengkap
dan tidak memadai. Di balik itu, informasi yang akd diumumkan
diberikan khusus secara tersendiri kepada penguysattadiproyeksikan
untuk memenangkan lelang dan dibuat selengkap nunglal ini akan
mempersempit peluang pesaing lain untuk bertarangrafair dan gagal
menyerahkan syarat-syarat secara lengkap danviegad .

4. Pengkondisian Pengumuman
Diumumkan hanya di koran yang beroplah kecil agdra kolusi yang
sudah dipersiapkanlah yang mengetahuinya dan/atauuchkan pada
media tertentu saja media tersebut untuk berikuttatam edisi tertentu
pada media ini yang memuat informasi pengumumaandelakan
diborong oleh pihak tertentu sehingga informasangl tersebut tidak

terpublikasi.
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4.3.3 Pengambilan Dokumen Pengadaan

Kegiatan penyediaan dokumen pelelangan kepadacpbma penyedia
barang/jasa harus diberikan secara lengkap dengam-cuma maupun
dengan biaya yang telah ditentukan. Pengambilanrdek pengadaan harus
dilakukan dalam waktu yang sudah ditentukan sedeapan jadual yang
telah ditetapkan oleh panitia pengadaan. Berdasd¢kapres 80 Tahun 2003
pasal 14 ayat (12) disebutkan:

“Pada setiap tahapan proses pemilihan penyediadlgaaa, pengguna
barang/jasa/panitia/pejabat pengadaan dilarang leanb atau

memungut biaya apapun kepada penyedia barangkasaali biaya

penggandaan dokumen pengad&an.”

Isi dokumen pengadaan sekurang-kurangnya memuatngad
kepada penyedia barang/jasa yang mendaftar, isstrképada peserta
pengadaan barang/jasa, syarat-syarat umum korgggkat-syarat khusus
kontrak, daftar kuantitas dan harga, khusus untmkgadaan barang, harga
barang dalam negeri dan barang impor harus dipgsahspesifikasi teknis
dan gambar, bentuk surat penawaran, bentuk korieuk surat jaminan
penawaran, serta bentuk surat jaminan pelaksangaierbukaan dalam
penyelenggaraan tahap ini akan mereduksi korumdusk dan nepotisme
(KKN) dalam proses pengadaan secara keseluruhan.

Di dalam tahap ini ada beberapa indikasi yang dapatyebabkan
terjadinya KKN antar lain:

1. Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (Inktetsjs

Dalam proses penyempurnaan dokumen dijumpai dokukoasep dan
dokumen final. Untuk maksud mengalahkan peseradaiiar kelompok
yang tidak ikut dalam kelompok kolusi, kepada mareiberi dokumen
yang masih konsep. Akibatnya banyak peserta guddinat tidak
memenuhi kriteria evaluasi yang seharusnya. Pegarig tidak gugur
hanya kelompok tertentu (termasuk dalam kelompokNKKarena
memiliki dokumen komplit).

2. Waktu pengambilan dokumen terbatas

2L Keppres 80 Tahun 2003 pasal 14 ayat 12 : Aturan pengeragm dilam pengambilan dokumen
lelang
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Hanya sedikit peserta yang memperoleh dokumemnrtygbk KKN) dan
terlihat adanya pengaturan dalam tender. Dalih ydiggnakan untuk
menjustifikasi perbuatan itu adalah keterbatasarktwegelaksanaan
pekerjaan. Peserta yang masih sempat mengambil reéokuadalah
mereka yang dekat dengan pimpinan proyek.

3. Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari
Penyampaian dokumen lelang ditentukan oleh paditisgempat yang
sukar ditemukan dan papan pengumuman tidak dipa3ammasuk juga
upaya untuk memindahkan lokasi pengambilan dokutiiekukan secara
mendadak, hanya beberapa jam sebelum penutupan hdaya
diumumkan dengan tempelan petunjuk kertas pengumurhial itu
dimaksudkan agar para peminat pelelangan yangglatengambil hanya
mereka yang kenal baik dengan panitia, serta perdaimaya masih sibuk
mencari lokasi yang sebenarnya, sementara waktwtyem sudah
mendesak.

4.3.4 Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
Aanwijzing adalah pertemuan penjelasan lisan dari pihak pembe
kerja yang dalam hal ini diwakili oleh panitia pedgan kepada seluruh
peserta pelelangan. Penjelasan dan tanya jawalukiila tentang hal teknis
maupun administratif, agar tidak terjadi perbedapersepsi maupun
kekeliruan dalam pengajuan penawarannya. Kegiatam@liputi antara lain:
1. Kegiatan ini harus bersifat terbuka dan setelabsseldibuatkan berita
acara oleh panitia pengadaan;

2. Apabila terdapat informasi tambahan, dibuatkanrdabentukaddendum
dokumen lelang dan disampaikan kepada semua pestetangan;

3. Untuk pekerjaan yang memerlukan penjelasan lapangaamitia

pengadaan tidak diperkenankan memungut biaya wetgilatan tersebut.

Kendala yang sering muncul pag@nwijzinglelang konvensional antara lain:
1. Pre-Bid Meetingerbatas
Pembatasan informasi oleh panitia agar hanya kmdndekat saja yang
memiliki informasi lengkap. Dalam penawaran, adhster yang

penawarannya lengkap dan adaster lain yang penawarannya tidak
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lengkap. Bila para peserta tidak jeli melihat dokmmlelang yang
dibagikan, maka mereka akan terjebak dalam kerudikibatnya Tidak
ada transparansi informasi, sehingga mengakibatkimpangan dalam
persaingan. Pengaturan tender akan mengarah kerakdmya tinggi.
Dunia usaha dirugikan secara menyeluruh akibat dakelompok
pengusaha sehingga akuntabilitas yang dibina desgsah payah akan
hilang dalam sekejap. Dalam penawaran terlihatsatelompok penawar

yang unggul dan ada yang tidak lengkap dalam pesanga.

. Informasi dan deskripsi terbatas

Panitia memberikan penjelasan dalam bentuk peréemyin jawaban.
Adakalanya formulasi dan distribusi perubahaaddendum selama
pertemuan, tidak merata antar peserta (setatatwijzing. Penjelasan
yang parsial dimaksudkan untuk ber-KKN, sehingdarkpok yang ikut
KKN akan memperoleh informasi yang lebih sempuB8ebaliknya pihak
yang tidak ber-KKN akan menyampaikan penawaran y&ogang

sempurna dan cenderung dinyatakan gugur secaraiathative.

. Penjelasan yang kontroversial

Hal ini biasanya terjadi pada proyek BLN dimanaedipkan rekonfirmasi
dari badan pemberi bantuan. Penawar banyak yangirgkgrena
perbedaan persepsi, penawar yang berhasil adalatekaneyang

menyelaraskan dengan penjelasan panitia.

435 Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawar an

Pemasukan dokumen penawaran harus dilakukan teyan wengkap

dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan olehtipapengadaan serta

dialamatkan seperti apa yang telah ditentukan dalakumen pengadaan.

Apabila dilakukan melalui Pos, penyerahan harusaddmbuktikan dengan

tanda terima dari petugas. Kegiatan ini antarartafiputi:

1. Penyampaian penawaran oleh peserta dapat dilake&gara setelah

peserta menerimaddendunterakhir panitia;

2. Penyampaian dokumen diluar batas waktu tidak akanrda;
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3. Pembukaan, pemberian tanda, penelitian dokumenautisaksikan oleh
peserta;

4. Setelah berita acara pembukaan, panitia tidak kisp@ankan lagi
menerima dokumen apapun;

5. Tidak ada peserta yang gugur sebelum dilakukanuasalterhadap
dokumen penawaran tersebut.

Permasalahan yang sering muncul adalah:

1. Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran
Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaranuédakoleh panitia
dalam rangka pengaturan tender. Hal dimaksudkamkunenyingkirkan
peserta yang tidak termasuk dalam kelompok KKN keer&ebaliknya,
kelompok mereka telah diberitahukan sebelum penaasyenawaran.
Dalam melakukan relokasi panitia sudah membuatesi@sedemikian
rupa agar peserta non kelompok akan terlambat glakeiompok yang

datang lebih awal adalah kelompok yang ber-KKN @@&nggnitia.

2. Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat
Penawar biasanya menyampaikan penawaran padadeétikterakhir
pemasukan dokumen penawaran. Faktor transportpsi daja menjadi
hambatan dalam proses penyampaian tersebut, sehidggumen
terlambat disampaikan. Sesuai tata cara dalam dekupengadaan,
panitia dilarang menerima dokumen yang terlambatumadalam KKN,
hal ini sering terjadi.

4.3.6 Evaluas Penawaran
Evaluasi penawaran meliputi kegiatan pemeriksaamelgian dan

analisis dari keseluruhan dokumen penawaran yangsi,bedokumen
administrasi, teknis dan harga dari semua penawgaag masuk dalam
rangka untuk memperoleh validasi atau pembuktiarhatlap harga
penawaran yang benar agar tidak terjadi kekelisgsmnai dengan persyaratan
teknis yang telah ditentukan. Adapun kegiatan dkalah :
1. Evaluasi penawaran meliputi evaluasi administraggluasi teknis, dan

evaluasi harga berdasarkan kriteria, metoda, d@taen evaluasi yang

telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedliary jasa;
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2. Evaluasi administrasi perlu mempertimbangkan faktedaksional,

keabsahan dan jaminan penawaran.

3. Setelah lulus evaluasi administrasi, penawaran dikai dari sisi teknis
di mana perusahaan yang mengikuti tender antamahaius memiliki
sertifikasi dari lembaga akreditas yang kredibeh dang pasti harus
memenuhi syarat teknis yang ditetapkan dalam dokumemilihan

penyedia barang/jasa;

4. Evaluasi harga adalah tahap evaluasi terakhir e menitikberatkan
pada kesesuaian penawaran dengan kriteria yarigdgleasyaratkan dan
dievaluasi oleh panitia pengadaan dalam hal akiksdinakan dengan
kontrak harga satuan akan dilakukan koreksi arittetlebih dahulu.

Permasalahan yang sering muncul adalah belum addagdarisasi
untuk kriteria evaluasi cacat dimana hal tersebapatl dijadikan untuk
memenangkan calon yang ber-KKN. Yang terjadi damypisunan kriteria
awal, telah dibuat hal-hal yang khusus yang sukaemndihi oleh penyedia
barang/jasa dalam rangka justifikasi bagi kelomigotentu sehingga penawar
yang tidak kompeten ternyata mampu memenangkartetta perusahaan
yang kredibel akan gugur, sebaliknya perusahaag kimerjanya lebih buruk
akan lulus evaluasi.

Kecurangan yang paling sering dilakukan dalam tahapvaluasi
dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa agalaigantian dokumen
penawaran. Penggantian dokumen untuk memenangkaa kerja tertentu
dengan cara menyisipkan revisi dokumen di dalanuch@n awal. Dengan
evaluasi tertutup yang dilakukan ditempat tersembdan sukar dijangkau,
panitia pengadaan dapat berbuat apa saja dalam ngemadokumen
termasuk mengganti atau menukar dokumen penawaYsalaupun
penawaran bukan yang terendah dokumen diubah dgmtdisedemikian

rupa, untuk dapat menjadi pemenang.

4.3.7 Pengumuman Pemenang Pelelangan
Kegiatan pengumuman pemenang dilakukan setelatukelsan hasil

penelitian dirumuskan oleh panitia pengadaan dakgat selesai dan
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diusulkan atau dipertanggungjawabkan kepada perpitkerjaan (Pejabat

Pembuat Komitmen) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengumuman dipasang di media massa dengan jangkeunan luas
sesuai besaran kontrak dan pengumuman ditempeliga gli kantor
proyek;

2. Pengumuman harus jelas dan rinci ;

3. Dilaksanakan dengan waktu yang cukup;

4. Pelaksanaannya tepat wakéun time dan tidak ditunda-tunda.

Permasalahan yang sering muncul adalah pengumumheiukdn
secara terbatas dalam artian pengumuman yang arwisebarluaskan
kepada publik namun tidak dilakukan dengan maksedgurangi sanggahan.

Proses pengadaan adalah proses yang mengkaitkaatakegemerintah

dengan kegiatan publik. Bila semua langkah pengatlaaya terbuka bagi

mitra kerja, maka publik akan betul-betul buta nesraj proses tersebut.

Ketertutupan panitia akan terus berlangsung hingdepan akhir proses

pengadaan. Informasi baru akan dibuka setelah smtalan pekerjaan agar

sanggahan serta masukan dari publik tidak ada &apemgumuman tidak

terbaca oleh masyarakat.

Analisa dan Komparas Sistem Pengadaan K onvensional dan Elektronik
Berikut ini adalah analisa komparasi secara kudligmtara proses
pengadaan secara konvensional dengan elektromtbamiingan di bawah ini
dapat menggambarkan secara sepintas perubaharsigaiftgkan dari proses
konvensional ke proses elektronik. Terlihat bahwadponen KPI yang ada
dalam perumusan masalah merupakan parameter ydimgttelalam setiap
tahapan proses pelelangan baik secara konvensioralpun secara

elektronik.
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Tabel 4.2 Perbedaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Secaras{ame
dan Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan

No. Tahapan Konvensional Elektronik
1. Pengumuman Melalui Koran Melalui koran dan welite
2. Pendaftaran & Datang langsung (tatap Download via web

Pengambilan Dokumen muka)

3. Penjelasan Dokumen &Datang langsung (tatap 1. Komunikasi online
Perubahan Dokumen muka) 2. Berita acara tertuang
dalam rekaman
komunikasionline
3. Perubahan dokumen di
downloadoleh peserta
lelangvia web

4. Dokumen Penawaran &1. Bentuk hard copy 1. Berbentuk dokumen
Pembukaan Dokumen dengan sampul tersegel elektronik yang
Penawaran disampaikan secara disandikan ¢ncryp)

langsung ke panitia dan  dikirim (upload melalui
dibuka secara manual web dan dibukadecryp)

2. Diperlukan saksi secara elektronik.
2. Tidak diperlukan saksi
5. Evaluasi Penawaran Fama 1. Sama

2. Berita Acara datang2. Hasil evaluasi
langsung (tatap muka) dimasukkan ke dalam
aplikasi
3. Berita Acara dilownload
oleh peserta lelanga
wek

6. Evaluasi Kualifikasi 1Sama 1. Sama
2. Berita acara datang 2. Berita acara diownload
langsung (tatap muka) oleh peserta lelanga

wek
7. Usulan calon pemenand@iusulkan kepada PPK  Diusulkan kepada PPK
secara manual melalui aplikasi
8. Penetapan Pemenang Ditetapkan oleh PPK Ditetapkan oleh PPK melalui
secara manual aplikasi
9. Pengumuman Datang lihat langsung Diumumkanwiebdan
Pemenang dikirimkan melaluie-mail

10. Sanggah Hasil Lelang Datang langsung (tatap Komunikasi online
muka) atau surat menyurat

11. Penunjukkan PenyediaSama Sama
Barang/Jasa

12. Penandatanganan Sama Sama
Kontrak
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Tabel 4.3 Keunggulan Proses Pengadaan Barang/Jasa Secatrailek
dengan Konvensional

K onvensional e-Procurement

Pengumuman relatif terbatas daRengumuman menjadi lebih terbuka
dapat direkayasa dan informasi paket lelang lebih
mudah diakses oleh penyedia

Pendaftaran dan  pengambilaPendaftaran dan  pengambilan
dokumen lelang relatif lebih sulitdokumen lelang dilakukan secara
karena harus datang ke lokasi damline dan tanpa mengeluarkan atau
sering kali mengeluarkan biayaedikit biaya

pendaftaran

Pada tahapnwijzing masih adanyaSudah terotomasi sehingga biaya
biaya akibat dari pengelolaamlapat dikurangi juga dampak
administrasi secara manual. pelaksanannya lebih positif.

Pada tahap pemasukan dokum&emasukan dilakukan secawaline
penawaran yang masih berupa hab@rupa softcopy yang mana dapat
copy, volume  serta  biayassegera dievaluasi secara digital.
transportasi relatif tinggi dari sisiDampaknya adalah waktu yang lebih
penyedia barang dan jasa. Dari sisepat pada saat pemasukan dan pada
panitia proses mengkaji dokumesaat evaluasi dokumen penawaran
sebanyak ini akan membutuhkadari masing-masing peserta lelang.
waktu melewati jam kerja yang

mana berimplikasi ~ penambahan

biaya.

Pembukaan dokumen penawa Pembukaan dokumen penawa

memerlukan penyediaan ruangaujlakukan secaraon-line otomatis

kehadiran saksi, penjagaan pros€secara sistem tanpa intervensi dari

pembukaan  dokumen,  prosegenyedia) lengkap dengan penanda

perekamarventdan lain-lainnya. waktu. Semua ini tanpa biaya
tambahan.

Pengumuman hasil pelelangahengumuman hasil pelelangan lebih
kurang transparan dan diumumkamansparan dan tanpa biaya langsung
secara terbatas di papadapat dilihat melalui Internet dengan

pengumuman. Peserta harus dataimjormasi yang lebih lengkap.

untuk melihat hasil dari proses

pelelangan.

Proses sanggah lelang sec Proses sangh lebih cepat karer
manual dengan mengirimkan dalamilakukan secaranline.
bentuk surat sanggahan.

441 Pengurangan Biaya Pelelangan

Dengan penerapasprocuremendalam hal inie-tenderingoverhead
cost baik dari sisi panitia pengadaan maupun darisiyedia barang/jasa

dalam pelaksanaan suatu pelelangan akan berkurBegkuranganya
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overhead costersebut diharapkan juga dapat mengurangi hargavwsgan

dari masing-masing penyedia barang/jasa sebagaertpegelelangan.
Sebagian besar biaya atau unsur utama dari predelsgan seperti biaya
mencetak, fotokopi, kertas, perangko, alat tulis ldan-lain akan dihapus bila
menggunakan sistem tender elektronik. Begitu jugayab yang harus
dikeluarkan setelah kontrak ditandatangani dan gsrogelelangan sudah
selesai yaitu menyediakan tempat untuk menyimpahkabeberkas dimana
membutuhkan tempat atau ruang yang cukup besaringatgiwayat dari

proses suatu pelelangan harus disimpan selama R0n tke depan,
sebagaimana disampaikan oleh Kepala Pusat LPSE rKeram Keuangan
sebagai berikut:

“Jelas dengame-procuremenpelaksanaan proses pengadaan menjadi
lebih mudah dimana salah satu indikatornya adat#k tdiperlukan
lagi penggunaan kertas dalam pelaksanaan pelelalegsebut dan
dengan hanya melakukan pendaftaran sekali penyealiang/jasa
dapat mengikuti semua paket pelelangan yang terskedialam sistem
ditambah panitia pengadaan dapat dengan mudah ukalak
penyimpanan file hasil pelelangaft.”

Apabila setiap tahun pada suatu instansi ratasregayelenggarakan
200 paket pelelangan bisa dibayangkan berapa besag atau tempat yang
harus disediakan oleh setiap instansi pemerintak otenyimpan berkas-
berkas hasil dari pelelangan tersebut ditambataby@skantor-kantor instansi
pemerintah terletak di wilayah padat penduduk demefisiensi penggunaan
ruangan sangat ditekankan. Sebagai contoh ruanginpgsman dokumen
pengadaan pada Ditjen Pajak sudah menempati sepamtdéi di Gedung
Kantor Pusat Ditjen Pajak. Selanjutnya, pengurarmg@anakaian kertas juga
merupakan manfaat yang penting sejalan denganarogemah lingkungan
yang sedang digalakkan.

Penting untuk dicatat bahwa realisasi dari manfadtarus didukung
juga dengan perubahan budaya dalam proses pengao@mng/jasa
pemerintah, seperti proses evaluasi yang sudals tempindah dari manual
(kertas) ke media elektronik. Apabila hal ini dapdaksanakan oleh setiap

panitia pengadaan, maka penghapusan biaya keatgs/betak akan benar-

22 Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementeeinari§an mengenai efisiemsierhead
costproses pelelangan.
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benar terasa. Ketersediaan informasi mengenai gr@tsyn tender di seluruh

instansi pemerintah juga dapat mengakibatkan pangan biaya melalui

agregasi iklan dalam suatu web untuk seluruh isstpemerintah. Hal ini

akan dibahas pada sub bab berikutnya. Di bawaldiitampilkan contoh

perbandingan perhitungaoverhead cosbaik dari sisi panitia pengadaan

maupun dari sisi penyedia barang/jasa dalam qakiet pelelangan.

Tabel 4.4 Perbandingan Perhitung@verhead CosPengadaan Konvensional dan

Elektronik
. . Konvensional Elektronik
Uraian Biaya (asumsi untuk 20 peserta) e
Harga | Vol | Satuan Total Harga | Vol | Satuan Total
Panitia Pengadaan
Dok. Pengadaan 30.000 0 se 400.p00 - - - -
Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 0 orang 1.000{000 - - = -
Rapat Pembukaan  42.000| 25 orang 500.000 - = S -
Dok. Penawaran
Akses Internet 5.000| 10 jam 50.00 5.000| 50 jam 250.00)2?#msi 1
Jbiaya
akses
internet
Rp5.000
TOTAL | 1.950.000 250.000
Penyedia Brg/jasa
Dok. Penawaran
Asli 1.500.001 | 1 se 1.500.00¢ | 1.500.00t | 1 se 1.50C.00C
Copy 50.00C | 2 se 100.00( - - -
Transportasi (asums
dalam kota)
pendaftara 100.00C | 1 kali 100.00( 100.00C| 1 kali 100.00(
aanwijzing 100.00C| 1 kali 100.00( - - -
Pemasukan & 100.000| 1 kali 100.000 - - - -
pembukaan dok
Cek pengumuman 100.000 3 kali 300.000 - - - -
Akses Interne 5.00C| 7 jam 35.00( 5.00C| 15 jam 75.00(
TOTAL Il 2.235.000 1.675.000

4.4.2

Pengurangan Biaya I klan

Kegiatan pemasangan iklan pada proses pengadaanghasa

pemerintah khususnya metode pelelangan sudah néejgidtan rutin yang

harus dilakukan oleh setiap panitia pengadaan padaes pelelangan

mengingat hal tersebuimandatory dari Keppres No. 80 Tahun 2003.
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Pemasangan iklan pengumuman pengadaan tersebwg Hgrasang oleh
panitia pengadaan baik di media cetak maupun meférnet. Permasalahan
yang muncul adalah dari sisi satuan kerja serinlgy tidak tepat dalam
mengalokasikan biaya periklanan mengingat biaya agamgan iklan di
media cetak masih sangat tinggi. Apabila suatulgadan tersebut gagal dan
harus diulang, maka biaya pengumuman iklan untlélgregan ulang inilah
yang sering kali tidak tercover dalam anggararapetatuan kerja.
Pemerintah seharusnya sudah harus mengambil kaebijak

penggabungan pengumuman iklan pelelangan melalaiusweb resmi
pemerintah yang khusus digunakan untuk pemasanian pengadaan
barang/jasa pemerintah mengingat hal tersebut rakamp kegiatan rutin
setiap tahunnya. Pemasangan iklan banyak menglab&kggaran masing-
masing satuan kerja. Dengan menggabungkan semgarpaman ke dalam
suatu web pemerintah tersebut kemudian untuk irdsrmebih lanjut
mengarahkannya ke situs masing- masing instansiripiim akan lebih
memudahkan penyedia barang/jasa untuk mendapatitammasi tersebut.
Dengan adanya koordinasi lintas kementerian/lemipggaerintah, tentunya
biaya iklan yang harus dikeluarkan oleh masing-ntagnstansi pemerintah
pada setiap proses pelelangan dapat ditekan sehidggat dialokasikan
untuk keperluan yang lebih penting bagi instansn@entah tersebut. Di
bawah ini contoh perhitungan biaya pengumuman gedein yang harus

dikeluarkan oleh setiap instansi pemerintah.

Tabel 4.5 Perbandingan Perhitungan Biaya Iklan Pengadaanéfmmmnal
dan Elektronik

No. Paket lelang Biaya e-Procurement Biaya
Konvensional
1. Pemasangan Iklan Rp. 2.500.000 Ukuran  bukarHarga tetap langganan p

pengadaan ukuran menjadi masalah tahun (fix), $1000per year,
100 x 80 mm di with access to 250 full tends
Koran Media notices per month
Indonesia (dgMarke)

124

er

Free costewat

www.inaproc.lkpp.go.id
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4.4.3 Pengurangan Waktu Proses Pelelangan

Implementasi pelaksanaan pengadaan secara eléktrdat
procurement)sangat memerlukan kesiapan teknologi informasarsepenuh
berikut perangkat-perangkatnya. Meskipun dalam emeintasinya tidak
banyak memerlukan perubahan dalam proses bidnissifiess procegss
namun perlu suatu kebijakampolicy) dari pemerintah berupa sistem dan
prosedur yang mengatur mekanisme lelang secardine Sistem dan
prosedur tersebut merupakan acuan bagi panitiaageag dan para peserta
pelelangan serta pihak terkait lainnya dalam mela&kan pelelangan secara
elektronik. Selain itu sistene-procurementmemerlukan dukungan proses
pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkanloggkmoformasi
(interne) sehingga dapat dibangun interaksi antanger dansuppliersecara
online. Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintaiensifi waktu
menjadi salah satu hal yang krusial berkenaan agepgagram yang sedang
digalakkan pemerintah vyaitu percepatan penyerapaggagzan. Dengan
adanya e-procurementdapat mempercepat proses pelelangan sehingga
percepatan penyerapan anggaran pemerintah dapatsegwujud. Jadwal
pelelangan yang dulu menggunakan hari kerja, segaangan pelaksanaan
e-procurementmenggunakan hari kalender mengingat dalam pelaksas
procurementsistem terus berjalan selama 24 jam 7 hari, daia pari libur
pun penyedia barang/jasa dapat mengakses ap#@sicurementersebut.

Dengan e-tendering solusi mengotomatisasi atau menghilangkan
beberapa tugas administrasi rutin dapat segeraujiedyw seperti: 1)
Administrasi umum, 2) Permintaan untuk pelaksangatelangan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 3) penyusunan dekupelelangan, 4)
Expression of Intere&tndangan tender 5) Pengambilan dokumen lelang, 6)
Penjelasan pekerjaan, 7) Pembukaan dokumen pemgwaid)

Penilaian/evaluasi, 9) Penetapan pemenang, dakatfjak.

444 Efisens Hasl Pelelangan dengan e-Procurement
Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangahardipkan
mampu untuk membenahi tata kelola birokrasi terkasstem pengadaan

barang dan jasa pemerintah, dimana salah satu waaga dilakukan oleh
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Kementerian Keuangan yaitu, dengan melaksanakagadaan barang/jasa
secara elektroniketProcurementyang difasilitasi oleh Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE). Tujuan diimplementasik@nbayanan Pengadaan
Secara Elektronik ef-procurement)adalah untuk membentuk satu pasar
pengadaan barang/jasa secara elektronik guna nkextikag efisiensi dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagainsanapdikan oleh Kepala
Pusat LPSE sebagai berikut:
“Dalam pelaksanaan implementastprocurementdi lingkungan
Kementerian Keuangan terdapat penghematan anggatearata tiap
paket pelelangan adalah sebesar 18% - 20% dari goaggaran. Hal
ini menunjukkan bahwa penerap@&aprocurementdi Kementerian
Keuangan sebagai pilot projeetprocurementdi Indonesia sangat
layak untuk diterapkan pada seluruh instansi pertari®
Selanjutnya Pusat LPSE juga mempunyai peran untukmberikan
pembinaan teknis dan layanan pengadaan secaraoel&kdi lingkungan
Kementerian Keuangan untuk seluruh paket pelelangan
Isu paling utama dalam pengadaan barang/jasa peateradalah
mengenai efisiensi penggunaan anggaran negaraluBebi@éerapkannyae-
procurementdi lingkungan Kementerian Keuangan rata-rata h&marak
dari hasil suatu pelelangan mendekati dari pagwamag yang disediakan.
Pertanyaan yang selalu muncul adalah apakah hagia lelang tersebut
sudah efisien mengingat hasil dari pelelangan betsmasih di bawah pagu
anggaran yang disediakan. Di bawah ini terdapagiagia contoh paket hasil
pelelangan konvensional dari unit Eselon | di limggan Kementerian
Keuangan yaitu Kantor Pusat DJBC untuk Tahun Areg&008-2009 dan
hasil pelelangan konvensional dari STAN untuk TaAmggaran 2007-2009
sebagai bahan perbandingan dengan paket-pakejgekgang dilaksanakan
melalui pengadaan barang/jasa secara elektrefpkdcurement

% Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementer@marigan mengenai efisiensi dari
pelaksanaaae-procurement
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Tabel 4.6 Daftar Paket Pelelangan Konvensional KPDJBC Tahoggaran 2008

No. Nama Paket Pagu Dana Kontrak Penghematan %
1. | Pengadaan Stiker Tanda Pengaman 2,376,000,000 2,189,000,000 08@,0007.87
2. | Pengadaan Bahan Pakaian Dinas pegawai 4,941,337,500 3,910323,M30,012,50Q0 20.84
3. | Pengadaan Sepatu Dinas Harian Pec 2,199,241,00 1,406,323,60 792,917,40 | 36.0¢
4. | Pengadaan Mesin Absensi Elektrc 8,555,928,41 | 5,855,380,70 | 2,700,547,71 | 31.5¢
5. Pengadaan Kendaraan Anjing Pelacak| 975,000,000 967,505,000 7,495,000 0|77
Narkotika
6. | Pengadaan Kendaraan Bermotor Di 2,362,500,00 2,010,525,00 351,975,00 | 14.9C
Roda 2 (Dua)
7. | Pengadaan Kendaan Operasional Roda 4 875,000,000 869,550,000 ,009,4500.62
8. | Pengadaan Pick Up Double Cabin 9,789,000/000 9,778,000,000 11,000,0001
9. | Pengadaan Stiker Tanda Pengaman 2,376,000,000 2,189,000,000 28@,0007.87
10. | Pengadaan Bahan Pakaian Dinas pec 4,941,337,50 2,126,272,50 | 1,030,012,50 | 20.8¢
TOTAL 32,074,006,916 | 26,987,609,300 | 5,086,397,616 | 15.86
Sumber : Bagian Perlengkapan Kantor Pusat Bea dan Cukaildiola
Tabel 4.7 Daftar Paket Pelelangan Konvensional KPDJBC Tahoggaran 2009
No. Nama Paket Pagu Dana Kontrak Penghematan %
1. Pengadaan Barang Inventaris (Elektronik) 1,450,000,000 588300 64,425,700 4.4
2. | Pengadaan Mobil Tahar 810,000,00 699,000,00 111,000,00 | 13.7(
TOTAL 2,260,000,000 | 2,084,574,300 175,425,701 | 7.76
Sumber : Bagian Perlengkapan Kantor Pusat Bea dan Cukaildiola
Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Pengadaan Secara Konvensiomnial KEDJBC
TA 2008 — 2009
No. Tahun Pagu Dana Kontrak Selisih %
1. 2008 32,074,006,916 26,987,609,300 5,086,397,616 15.86
2. 2009 2,260,000,000 2,084,574,300 175,425,701 7.76
Sumber : Bagian Perlengkapan Kantor Pusat Bea dan Cukaitdiola
Tabel 4.9 Daftar Paket Pelelangan Konvensional Belanja M&@DJKN TA 2008
No. Kegiatan Pagu Dana Nilai Kontrak Penghematan %
1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 360,000,0 329,000,000.0¢ 31,000,000.00 8.61
2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Rodp 4 5,000,000,0( 4,950,000,000.0¢ 50,000,000.00 1.00
3 | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 500,000,0 417,600,000.00 82,400,000.00 16.48
4 | Pengadaan Kendaraan Dinas Rodg 4 2,800,000,0( 2,792,000,000.00 8,000,000.00 0.29
5 | Pengadaan Alat-alat Pendukung |y 30 000,000.0¢ 1,287,999,000.0{ 12,000,100.0 0.9
Inventarisasi dan Penilaian
g | Pengadaan Peralatan daninvent | 65 31600900 319,990,000.00 42,326,000.0 11.68
Kantor Pusat
Pengadaan Hardware untuk
7 | Pembuatan/Pembangunan SMIPT; 9,140,000,000.0¢ 8,899,000,000.0¢ 241,000,000.00 2.64
DJKN
8 Pengadaan Pembuatan Ruang Servet,000,000,000.0( 908,860,700.00 91,139,300.00 9.11
TOTAL 20,462,316,000.00 | 19,904,450,600.00 | 557,865,400.00 | 2.73

Sumber : Bagian Perlengkapan Kantor Pusat Direktorat Jendéeabyaan Negara diolah
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Dari data di atas, terlihat bahwa rata-rata penghamtiap tahun pada
pengadaan secara konvensional sebesar 5% - 15&ngs@aoh untuk realisasi
belanja modal DJKN Tahun Anggaran 2008 yang dila&kan secara
konvensional penghematannya hanya 2.73%. Efisiansnasih lebih kecil
apabila dibandingkan dengan efisiensi yang dipbroteelalui pengadaan
secara elektronik yaitu sebesar 18% - 20%.

45  Pelaksanaan e-Procurementdi Lingkungan Kementerian K euangan

Pada Tahun 2008, telah dilaksanakan uji coba petealks e-
procurementi lingkungan Kementerian Keuangan untuk dua pp&kerjaan
dari Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jendex@kP Untuk paket pekerjaan
pada Sekretariat Jenderal, yaitu paket Pengadaatafe Perangkat Keras
dan Perangkat Jaringan Sekretariat Jenderal Depamt&Keuangan dengan
pagu dana sebesar Rp19.141.351.000,00 setelalldilalpelelangan secara
elektronik €e-procurement diperoleh hasil sebesar Rp15.731.964.270,00
terdapat penghematan anggaran sebesar Rp3.40888®.7(17,8%).
Sedangkan untuk paket pekerjaan pada Direktoratiedan Pajak yaitu
Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi [Datektorat Jenderal
Pajak =~ Paket KPDJP/KPP/KPPDD dengan pagu dana sebesa
Rp13.400.000.000,00 setelah dilakukan pelelangasaraeelektronik €-
procurement diperoleh hasil sebesar Rp10.659.000.000,00 peatda
penghematan anggaran sebesar Rp2.741.000.000,804)20

Tabel 4.10 Hasil Pelaksanaan Lelang Perdana Secara Elektronik
di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaf082

No. Unit Pagu Penawar an Penghematan %

1. | Sekretariat Jenderal Rp19.141.351.000,00 Rp15.731.964.27R®.409.386.730,00 17,8

2. | Direktorat Jenderal PajakRp13.400.000.000,00 Rp10.659.000.000,00 Rp2.741.000.00204a

Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan

Pada tahun 2009, Kementerian Keuangan mulai mekeamap-
procurementuntuk lingkungan kantor pusat dengan mengeluarRarat
Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-12/MK.01/2009 gah§ Januari 2009
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barang/jasa pemerintah Tahun Anggaran 2009 di lingkn Departemen

Keuangan dimana paket pengadaan dengan nilai $liRgz&.000.000.000,00

langkah-langkah dalam menghadapi
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pelaksanpangadaan

(Lima milyar rupiah) wajib dilaksanakan melaluilat®nik (e-procurement

Selama tahun 2009 terdapat 9 (sembilan) eseloiigkungan Kementerian

Keuangan yang telah menerapkaprocurementdengan total pagu sebesar

Rpl1.316.994.715.545,00 dengan hasil lelang selbgsh078.766.022.845,00
sehingga terdapat penghematan sebesar Rp238.2Z863® atau 18,09%.

Sedangkan untuk hasil pelelangan dari Komisi/Lerab&gn total pagu

sebesar

Rp1.087.445.622.080,00
Rp240.442.274.689,00 atau 20.32%

Rp10.893.181.224,00

sehingga

dengan

terdapat

hasil

lelang esaeb

penghematsebesar

Tabel 4.11 Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secatratilek
di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Angga092

Total Pengadaan Total Pengadaan Selesai Penghematan
No. Agency Hasil Lelang
Paket Pagu Paket Pagu (Rp) (%)
A. | Kementerian Keuangan
1 BKF 4 6.690.040.00 3 6.100.000.00 5.499.408.255 600.591.745 9,85
2 BPPK 17 124.405.535.435 17 124.405.535.43% 115.801.678.316 8.603.857.119 6,92
3 Bapepam - LK 14 56.780.481.750 14 56.780.481.750  50.340.385.782  6.440.095.968 11,34
4 Sekretariat Jenderal 27 253.646.463.p0026 233.396.463.000 171.933.956.404 61.462.506.596 26,33
5 DJA 5 21.658.000.00 5 21.658.000.00 18.287.448.061 3.370.551.939 15,56
6 DJBC 15 393.023.982.850 15 393.023.982.85) 347.828.475.035 45.195.507.813 11,50
7 DJKN 1 5.700.000.000 1 5.700.000.00 5.694.000.00( 6.000.00Q 0,11
8 DJP 28 424.625.252.510 28 424.625.252.510 319.284.195.492 105.341.057.01§ 24,81
9 DJPB 5 66.025.000.00 4 51.305.000.00 44.096.475.50( 7.208.524.50Q 14,05
JUMLAH | 116 | 1.352.554.755.545 | 113 | 1.316.994.715.545 | 1.078.766.022.845 | 238.228.692.700 | 18,09
B. | Komisi/LembagaLain
1 Komisi Yudisial 1 4.400.000.000 - - - -
2 LKPP 10 21.515.220.224 6 10.893.181.224 8.679.599.235 2.213.581.989 20,32
JUMLAH 11 11 25.915.220.224 6 10.893.181.224 8.679.599.235 2.213.581.989 | 20,32
TOTAL(+11) ‘ 127 ‘ 1.378.469.975.769 I 119 ‘ 1.327.887.896.769 | 1.087.445.622.080 | 240.442.274.689 | 18,10

Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah
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Gambar 4.2 Pendapat Menteri Keuangan tentaagrocuremendi media cetak
Sumber : Kompas 4 Desember 2009

Pada Tahun Anggaran 2010, belanja barang dan belagdal
masing-masing unit Eselon | sudah banyak yang skiaikan melalui
pengadaan barang/jasa secara elektronik. Sampgadoulan September
2010 masing-masing unit eselon | sudah membelamjgengeluarannya

melalui pengadaan secara elektronik sebagai berikut

Tabel 4.12 Realisasi Belanja Barang dan Modal Eselon | di kimggan Kementerian
yang dilaksanakan melaleiProcuremensampai dengan bulan September 2010

1 | Badan Kebijakan Fiskal 1,307,490,000.00 1,975,004,000.0
2 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 6,862800.00 112,465,542,940.0
3 | Bapepam dan Lembaga Keuangan 960,000,000.00 33,043,225,000.0
4 | Direktorat Jenderal Anggaran 1,150,000,000.00 6,399,947,422.0
5 | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 73,872,1600800157,709,623,938.0
6 | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 4,300,0000000 51,341,844,450.0
7 | Direktorat Jenderal Pajak 123,716,421,056.00174,023,833,443.0
8 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara  33@2000.00 47,608,055,000.0
9 | Direktorat Jenderal Perimbangan Keuan - 2,579,965,000.C
10 | Inspektorat Jenderal - 7,153,450,000.0
11 | Sekretariat Jenderal 32,807,910,000.00 54,940,859,000.0

Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah
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Grafik 4.2 Realisasi Belanja Barang dan Modal Eselon | yataksianakan melalui

e-Procuremensampai dengan bulan September 2010
Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah

Selain itu ada penambahan beberapa kementeriamiteikomisi
yang ikut bergabung dengan Pusat LPSE Kementerianakgan serta
pembukaan layanan pengadaan secara elektronikidid wilayah di Pulau
Jawa, sebagaimana penjelasan kepala Pusat LPSEnt&ime Keuangan
sebagai berikut:

"Selain melayani pelaksanaamprocurementi lingkungan Kementerian
Keuangan, sampai dengan kuartal | Tahun AnggarahO 2@lah
bergabung beberapa Kementerian/ Lembaga/Komisigael@engguna
sistem LPSE Kementerian Keuangan, yaitu:
. Kementerian Kelautan Perikanan;
. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemgiiiiBR);
. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG);
. Komisi Yudisial (KY);

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuangaATRP
g. Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Untuk memperluas pasar kami juga telah membukar paesagadaan
barang/jasa secara elektronik di 5 (lima) wilayahla@ Jawa guna
mendukung program percepatan pelaksanagiprocurement di
lingkungan Kementerian Keuangan yang bertempat di:
1. Gedung Keuangan Negara Bandung;
2. Gedung Keuangan Negara Semarang;
3. Gedung Keuangan Negara Yogyakarta;
4. Gedung Keuangan Negara Surabaya; dan
5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negzeeang™

SO OO0 TD

"24

4 Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementeriaganan mengenai cakupan layanan.
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bergabung dengan Pusat LPSE Kementerian Keuargfagega berikut:

80

lain gyaikut

Tabel 4.13 Jumlah Belanja Barang dan Modal Kementerian/Lemiaaisi yang

dilaksanakan melal@-Procuremensampai dengan bulan September 2010

)

No. Unit Belanja Barang Belanja Modal

1 | pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangari,578,777,626.00 25,583,045,800.0
2 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah 2,044,748,701.00 5,748,079,450.0(
3 | Komisi Yudisial 610,000,000.00  650,000,000.0
4 | Komisi Pemberantasan Koru 645,000,000.0! 4,377,251,397.0
5 | Kementerian Kelautan dan Perikanan 3,628,000,00.00| 100,393,634,000.0
6 | Badan Kepegawaian Neg 40,623,590,280.0 5,410,058,000.0

Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah
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100,000,000,000.00
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Grafik 4.3 Jumlah Belanja Barang dan Modal K/L/Komisi yangidanakan

melaluie-Procuremensampai dengan bulan September 2010
Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah

Dari sisi penyerapan anggaran, saat ini Kementé&umangan dapat

lebih cepat melakukan penyerapan anggaran darnjeel@egara melalui

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektidalkini dapat segera

diterapkan di instansi pemerintah lainnya agar pepan APBN secara
keseluruhan dapat segera ditingkatkan mengingaanjeel pemerintah

sebagian besar melalui pengadaan barang/ jasa aibenm semua instansi

menerapkare-procurement Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pusat

LPSE Kementerian Keuangan, disebutkan:
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"Dalam implementasinya, e-procurement mampu mempercepat
penyerapan belanja negara, mendukung interopeesbhifnendukung
jaminan keamanan datae(urity serta meningkatkan transparadain
akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintahainSetu, proses
pengadaan barang/jasa juga akan lebih terbs&hingga persaingan
sehat yang aditlan non-diskriminatifantar pelaku usaha dapat segera
diwujudkan guna meningkatkan efisiensi dan efeldsfelanja negara.
Ke depane-procurementakan segera diterapkan di seluruh instansi
pemerintah dengan melakukan perubahan Keppres.”

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sebgenyedia
barang/jasa dapat mengikuti suatu paket pelelanganlingkungan
Kementerian Keuangan, penyedia barang/jasa terdeduts terdaftar dan
mendapatkamiser iddanpassword terlebih dahulu dari LPSE Kementerian
Keuangan. Sampai saat ini penyedia barang/jasastatah terdaftar di pasar
pengadaan barang/jasa secara elektronik Kement&eaangan sebanyak
3986 perusahaan dari semua jenis bidang usaha3®hpgerusahaan telah
diverifikasi dan mendapatkarser iddanpassworduntuk dapat mengakses ke

dalam sistem.

Tabel 4.14 Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang Terdaftar dalstensi
e-ProcuremenKementerian Keuangan

Tahun Terdaftar Terverifikas Ditolak Black List
2008 140 75 - -
2009 1462 805 - 2
2010 2384 1114 4

Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan

% Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementeriaanan
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Grafik 4.4 Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar dah soeladapatkan
user iddanpassworddi Kementerian Keuangan

Sumber: Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah

Pusat LPSE Kementerian Keuangan selalu melakukanitonog dan

evaluasi guna meningkatkan pelayanan dan capaiEmj®edari masing-

masing unit eselon | serta melihat unit-unit eselomana yang belum

melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elkktroni

Tabel 4.15 Rekapitulasi Paket Pelelangan melakgrocuremenper bulan
di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaf082

Total ;2&3' Pagu !
Tahun Bulan selest | st Pagu Selesai penawar an Penghematan %
2008 | Agustus 1 1 13.400.000.000, PO 13.400.0000000,10.659.000.000,00 2.741.000.000,00 2Q.46
2008 | September 1 1 19.141.351.000{00  19.141.35D00015.731.964.270,00 3.409.386.730/00 17.81
TOTAL 2 2 32.541.351.000,00 | 32.541.351.000,00 | 26.390.964.270,00 | 6.150.386.730,00 | 18.90

Sumber : Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah

Tabel 4.16 Rekapitulasi Paket Pelelangan melakprocuremenper bulan
di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Angga092

Tahun Bulan ;ac\)lii ;—:‘Eg Pagu SZIagsual penTa(\)/\tlglran R UE T %
selesai
2009 | Februari 1 1 69.692.798.000,00 69.692.7980000, 68.810.425.700,00 882.372.300,00 1
2009 | Maret 15 15 159.751.037.000,Pp0 159.751.0370000 125.563.097.902,1)7 34.187.939.097/83  21.
2009 | April 4 4 24.160.000.000,00 24.160.000.000,00 20.054.368.112,0( 4.105.631.888,00 16
2009 | Mei 4 4 20.757.267.000,90 20.757.267.000,00 .1710704.002,0Q 1.579.562.998,00 7
2009 | Juni 10 9 141.197.005.550,p0 139.967.005.850,0125.721.470.600,00 14.245.534.950(00 10.
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(Sambungan Tabel 4.16)

2009 | Juli 13 12 114.009.629.157,00 99.289.629.157,0 75.462.843.320,8)0  23.826.785.83620 24.00
2009 | Agustus 21 20 564.617.663.301J00  556.135.0198 | 464.205.546.700,45  91.929.528.600,55 16.53
2009 Septembe 16 14 106.751.775.275,00 105.8422200 68.143.445.045,00 37.698.879.230,00 35.62
2009 | Oktober 19 19 102.342.346.47500  102.342.35600 |  78.745.457.870,00  23.596.888.605,00 23.06
2009 | November 12 11 54.705.103.000/00  34.455.10300  29.128.186.720,00  5.326.916.280|00 15.46
2009 | Desember 12 10 20.485.351.011,00  15.4953100] 12.433.076.107,35  3.062.234.903|64 19.76

TOTAL 127 | 119 | 1.378.469.975.769,00 | 1.327.887.896.769,00 | 1.087.445.622.079,78 | 240.442.274.689,22 | 18.11

Sumber : Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah
Tabel 4.17 Rekapitulasi Paket Pelelangan melakprocuremenper bulan
di Lingkungan Kementerian Keuangan sampai dengdanBseptember 2010
Tahun | Bulan ;-;Izaet! ;;Eae'tl Pagu S':Iag;i pen-l;al(\)/\tlgjran Penghematan ”
selesai

2010 | Januari 4 4 33.737.828.000,00  33.737.828.000,24.717.399.222,00  9.020.428.778/00 26.74
2010 | Februari 11 11 48.927.787.350/00 ~ 48.927.7870B 44.541.999.438,0D  4.385.787.912/00  §.96
2010 | Maret 33 33 93.247.245.032,00  93.247.245.082,079.808.083.020,00  13.439.162.012/00 14.41

2010 | April 34 27 117.966.430.089,00  66.411.320039, 56.864.018.134,70  9.547.302.604/30 14.38
2010 | Mei 37 34 67,734,570,125.00  62,229,645,125.061,218,488,320.98  11,011,156,80402 17,69
2010 | Juni 39 36 140,566,484,137.00  139,051,8910637.124,293,045,451.00  14,758,846,186/00 10.61
2010 | Juli 43 39 318,901,561,467.00 312,577,9821T6[.263,577,439,743.20  49,000,542,423[90 15.68
2010 | Agustus 74 33 300,806,345,587/00  144,312,989)2 | 126,244,689,460.00  18,068,249,790.00 12.52
2010 | Septembef 42 0 738,476,340,362.00 0.00 0.00 000 | 0.00

TOTAL 317 | 217 | 1,860,364,592,149.00 | 900,496,639,300.10 | 771,265,162,789.88 | 129,231,476,509.92 | 15.12

Sumber : Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah

Dari data di atas dapat di lihat bahwa pada bulem, Juli, Agustus,

September, November dan Desember 2009 serta bylah Wei, Juni, Juli,

Agustus dan September 2010 terdapat perbedaaara dotal paket yang

dilelangkan dengan total paket selesai. Hal inelolibkan karena terdapat

beberapa paket pelelangan yang gagal dilaksanakanedakan penyedia

yang mengikuti kurang dari 3 (tiga) penyedia bafjasg sehingga sesuai

dengan Keppres 80/2003, paket pelelangan tersaak tlapat dilanjutkan

dan terdapat beberapa paket pelelangan yang bedlesas pada bulan

tersebut sehingga harus dilanjutkan pada bularkdtegia. Khusus untuk

bulan September 2010 semua paket pengadaan bellesaiseroses

pelelangannya. Kemudian apabila dilihat dari peessn (%) penghematan,

terlihat perbedaan yang sangat signifikan padaapsepaket.

Hal ini

disebabkan karena kekurangakuratan dalam perencataa penyusunan

anggaran mengingat penghematan dihitung dari Iseistara total pagu
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anggaran dengan hasil pelelangan serta adanyadparbé&emampuan dari

masing-masing panitia pengadaan dalam menyusumuakielang dan HPS

dari paket tersebut, sebagaimana wawancara dengpal&K Pusat LPSE

Kementerian Keuangan sebagai berikut:

"Sampai sekarang saya kira masih banyak anggotdigpgengadaan
yang minim akan pengetahuan tentang jenis, mutiheega barang yang
akan dibeli dalam suatu paket pengadaan meskipurekanesudah
memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jpsanerintah. Dengan

adanya pelaksanaare-procurement di

Keuangan kami

lingkungan

Kementerian

harapkan aplikag-procurement tersebut dapat
membantu kami (panitia pengadaan) dalam melakugapysunan harga
perkiraan sendiri (HPS) dengan memberikan inforArdermasi yang

kami butuhkan sebagai salah satu contoh informesi pelelangan dari
suatu paket pekerjaaf®.

Tabel 4.18 Data Paket Pelelangan meladdprocuremenper Triwulan
di Lingkungan Kementerian Keuangan

Paket Pkt Pagu Pkt Pagu Pkt Pagu
Tahun |y Pagu Twl-| Twl-1 Twi-1 TwiI Twi-I Twi-1V TWiIV
2008 2 32.541.351.000,00
2009 16 | 229.443.835.000,00 18|  186.114.272.550,00 50 785.379.067.733,0 43 177.532.800.486,00
2010 | 48 | 175.912.860.382,00 110  326,267,484,35[1.0059 1| 1,358,184,247,416.0D

Sumber : Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah
Tabel 4.19 Data Paket Pelelangan meladuprocuremenper Tahun
di Lingkungan Kementerian Keuangan

Tahun Il Paket. Pagu Pagu Selesai Penawaran Penghematan %

Paket | Selesai
2008 2 2 32.541.351.000,00 32.541.351.000,00 2688(270,000  6.150.386.730,00 18.90
2009 | 127 119 | 1.378.469.975.769,00 1.327.887.89M069  1.087.445.622.079,78 240.442.274.689,22 18.11
2010 | 317 217 | 1,860,364,592,149.00 900,496,639,800.1  771,265,162,789.88 129,231,476,510,22 15.12

Sumber : Pusat LPSE Kementerian Keuangan diolah

Untuk data paket pelelangan per tahun, terlihaa jngrbedaan yang

cukup signifikan untuk jumlah paket pelelangan dengaket selesai pada
tahun 2009 dan 2010. Hal ini disebabkan ada beagraket pengadaan untuk
tahun 2010 namun pelaksanaan pelelangannya dilkaampada tahun 2009

sehingga banyak paket yang belum selesai

dilelangkelaksanaan

pelelangan tersebut dimungkinkan dan sah secatathblkrdasarkan Perpres

No. 8/2006 tentang perubahan keempat atas Kepmre8X003. Sedangkan

untuk banyaknya selisih jumlah paket pelelangargyseiesai dengan total

% Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementeriam#@udentang penyusunan Harga

Perkiraan Sendiri
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jumlah paket pelelangan pada tahun 2010, hal kardhakan masih banyak
jumlah paket pelelangan yang sedang berjalan @émientini.

Apabila kita lihat data di atas, hasil dari pelakssn pengadaan
barang/jasa secara elektronik lebih efisien dadpamengadaan secara
konvensional. Hal ini terlihat dari rata-rata peeglatan tiap tahun pada
pengadaan secara konvensional sebesar 12%, sedagfigiansi anggaran
yang diperoleh melalui pengadaan secara elektregtiesar 18% - 20%. Ini
menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa secar@orikklayak untuk
diterapkan pada instansi pemerintah lain. Pengleemanggaran penting
dilakukan di tengah kondisi ekonomi negara yanguibelstabil. Dengan
adanya efisiensi, belanja publik dapat lebih befiatrbagi masyarakat luas.
Peran belanja negara bagi perekonomian sangat filsigmi sehingga
diharapkan dapat menggerakkan sektor riil dalamimg&atkan produktivitas
dan efisiensi dalam distribusi.

Tabel 4.20 Komparasi Hasil Wawancara antara Kepala Pusat I&SEenterian

Keuangan dengan Penyedia Barang/Jasa

ereiman e
Kelompok Per

yedia

g/Jasa
EFISIENSI:
Apakah terdapat penghematan “Dalam pelaksanaan “Dengan pelelangan
anggaran? implementase-procurement elektronik kami harus
di lingkungan Kementerian memberikan harga yang
ATAU Keuangan terdapat lebih kompetitif dari

penghematan anggaran rata pelelangan konvensional

Apakah margin penjualan hasil rata tiap paket pelelangan  karena kami tidak bisa
dari pelelangan secara elektronil adalah sebesar 18% - 20% menduga besarnya
besarnya sama dengan pelelang dari pagu anggaran.” persaingan antar peserta
konvensional lelang.’
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(Sambungan Tabel 4.20)

Apakah pelelangan elektronik
dapat menekan biaya
penyelenggaraan pelelangan,
misalnya biaya penggandaan
dokumen lelang, biaya konsumsi
untuk rapat, biaya iklan, dII?

“Pelelangan elektronik
terbukti dapat mengurangi
berbagai biaya tersebut”

ATAU

Apakah pelelangan elektronik
dapat menekan biaya persiapan
pelelangan, seperti biaya
penggandaan dokumen
administrasi perusahaan dan
proposal, biaya transportasi, dll?

“Dengan adanya pelelangan
elektronik, overhead cost
yang biasanya kami
keluarkan untuk mengikuti
pelelangan konvensional s
ini sudah bisa kami tekan
karena berbagai dokumen
sudah bisa kami kirimkan
secara elektronik. Serta ka
bisa mengurangi biaya
transportasi dan biaya
koordinasi.”

KETERBUKAAN PASAR:

Apakah persaingan antar para
penyedia barang/jasa menjadi
lebih sehat dan terbuka?

“..paket pelelangan yang

(lima) sampai dengan 7
Apakah pelelangan secara
elektronik mempermudah keikut- saat ini pada satu paket
sertaan dalam pelelangan?
30 (tiga puluh) sampai
dengan 40 (empat puluh)
penyedia barang jasa..”

dulunya pada setiap paketny
hanya diikuti oleh rata-rata &

(tujuh) penyedia barang jase

pelelangan dapat diikuti oler

“..sampai dengan saat ini
saya belum pernah menang
pada instansi tersebut
karena terdapat isu, paket-
paket pelelangan pada
instansi tersebut dikuasai
oleh beberapa penyedia
barang jasa tertentu.
Namun saat ini dengan
diterapkannya-
Procuremensaya akhirnya
dapat memenangkan salah
satu paket pelelangan pada
instansi tersebut.”

Evaluasi atas..., Indro Bawono, FE Ul, 2011.
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(Sambungan Tabel 4.20)

Seberapa jauh penyedia “Di dalame-procurement “Saya lebih mudah mencari

barang/jasa dapat mencari penyedia barang/jasa dapat dan memilah-milah paket

informasi pelelangan pada instar melihat informasi suatu pake pekerjaan mana yang lebih

pemerintah khususnya di lelang dari nama lelang, tah: sesuai dengan kemampuan

Kementerian Keuangan? lelang saat ini, agency, satui perusahaan. Kami juga
kerja, kategori jenis lebih mudah mendaftar
pengadaan, metode pada paket pekerjaan yang
pengadaan, dokumen kami minati..”

pengadaan dan kualifikasi,
metode evaluasi, nilai pagu
paket, jenis kontrak (bentuk
imbalan, jangka waktu,
jumlah pihak), kualifikasi
usaha yang boleh mengikuti
lelang, sumber dana, syarat
kualifikasi dan jumlah pesert
lelang yang sudah
mendatftar..

46  Pelaksanaan e-Procurementdi Sekolah Tinggi Akuntans Negara

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah Perguruamgdii Kedinasan di
bawah Kementerian Keuangan yang menyelenggarakamdididean Program
Diploma Bidang Keuangan. Tujuannya adalah untuk ditgk mahasiswa supaya
mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang aksinttan keuangan sektor
publik dan mempersiapkan mahasiswa agar kelak mieRjegawai Negeri Sipil
yang berdisiplin kuat, berakhlag tinggi dan penwdikiasi. Berdirinya STAN
berdasarkan keputusan Presiden Nomor:45 Tahun j®7Keputusan Presiden
Nomor:12 Tahun 1967. Pada tanggal 17 Maret 1975almeBurat Keputusan
N0.13495/MPK/1975 diperoleh izin penyelenggaraamdpmékan akuntan dari
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Program m#gkeuangan yang semula
diselenggarakan terpisah dari STAN, kini dilimpainkpengelolaannya kepada
Direktur STAN sesuai dengan Surat Tugas Kepala Ba&ndidikan dan Latihan
Keuangan Nomor: ST-098/BP/1997 tanggal 31 Oktol#971dan Surat Edaran
Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan No®B+048/BP/1998 tanggal
29 Oktober 1998.
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Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan perladigbrsebut, STAN
membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang seapai dengan arahan
pimpinan dan komitmen Direktur STAN bahwa pelaksenpengadaan barang/jasa
guna penyediaan sarana dan prasaran di lingkung&N Snulai Tahun 2010
dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara @bdktKementerian Keuangan.
Dari hasil pelaksanaaa-procurementtersebut dapat dilihat adanya peningkatan

efisiensi dari pengadaan secara konvensional sebeaulaut:

4.6.1 Waktu Proses Pelelangan

Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintabnsifisiaktu menjadi salah
satu hal yang krusial berkenaan dengan program sedang digalakkan pemerintah
yaitu percepatan penyerapan anggaran. Dengan adespracurementdapat
mempercepat proses pelelangan sehingga percepaggyergpan anggaran
pemerintah dapat segera terwujud. Jadwal pelelapgag dulu menggunakan hari
kerja, sekarang dengan pelaksanaaprocurementmenggunakan hari kalender
mengingat dalam pelaksanaaiprocuremensistem terus berjalan selama 24 jam 7
hari, dan pada hari libur pun penyedia barang/@apat mengakses aplikast
procurementersebut. Di bawah ini jadwal pelelangan secaravé&onsional di STAN
mulai Tahun 2007-2009.

Tabel 4.21 Perbandingan Waktu yang dibutuhkan pada Pengadaan
Konvensional dae-ProcuremenSTAN

Sebelum e-proc e-proc
No. Paket (hari kerja) No. Paket (hari kalender)
2007 | 2008 | 2009 2010
44 Pencetakan Naskah Soal
1. Pengadaan Language Center 1. USM STAN 32
Pengadaan Alat Pgndidikan 36 Kursus Keuangan Daerah
2. dKan Alat Laboratorium 2. (KKD) Khusus 34
omputer
3. Pengadaan Buku Literatur 43 3. Pengadaan ATK 36
4 Pengadaan Pembangunan 40 4 Jasa Konsultansi Penyusungn 55
) Pagar " | Masterplan
5 Pengadaan Alat Pendidikan| g5 5 | Jasa Konsultansi Penyusungn 55
’ dan Alat Pengolah Data " | ICT Masterplan STAN
Pembangunan Jembatan dan
6. | Rehabilitasi Gedung F 40 6. | Gerbang Utama Kampus 32
STAN
Pengadaan Peralatan Jasa Konsultansi Perencanagn
7. Pendukung Sistem Informasi 36 7. | Pembangunan Student Center 55
Perpustakaan STAN
8 Pengadaan Naskah Soal 55 8 Pekerjaan Lift Passenger 34
) USM 2007 " | Gedung K STAN
9 Pengadaan Alat Pendidikan a4 9 Pengadaan Alat Pendidikan 32
) dan Pengolah Data " | STAN
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(Sambungan Tabel 4.21)
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Konsultansi Manajemen
10. Pengadaan ATK 51 10. | Konstruksi Pembangunan 55
Student Center STAN
. Pengadaan Meubelair Gedung
11. Pengadaan Buku Literatur 4( 11'Kelas STAN 34
12 Pengadaan Sistem Infomas 20 12 Pembangunan Gedung 32
" | Perpustakaan " | Student Center STAN
13, Zengadaan Sarana Prasarana 42 13, Pengadaan Sound System 30
edung Gedung G
Konsultan Perencana Pengadaan Laboratorium
14. | Pembangunan Gedung 63 14. | Komputer Sekolah Tinggi 36
Pendidikan Akuntansi Negara Tahun
15 Pembangunan Gedung 48 15 Pengadaan E-Library, E- 32
" | Pendidikan " | Book, & E-Journal
Pengadaan Peralatan
16. FD’Z?agadaan Alat Pengolah 51 16. | Komputer dan Peralatan 30
Jaringan STAN
17 Pengadaan Naskah Soal 40 17 Pengadaan Buku Literatur 30
" | USM 2008 " | STAN
18 Perbaikan Sarana & 43 18 Pengadaan Jaringan Listrik 34
" | Prasarana " | STAN
Pengadaan Pengembangan
. Sistem Informasi Pendaftarap
19. | Jasa Kebersihan 42 19. (E-Registration) STAN 32
(Lelang Ulang)
Pengadaan Jaringan
20. Eempangunan <o 40 | 20. Komgputer STAN ?Lelang 30
arkir dan Perbaikan Jalan
Ulang)
21. Pengadaan ATK Semester [L 42
Konsultan Perencana
22. | Pembangunan Gedung 63
Kantor A (Gedung Baru)
Konsultan Perencana
23. | Rehabilitasi Seluruh Gedung 63
(8 Gedung)
Konsultan Perencana
24. | Perbaikan Jaringan Listrik, 63
Telepon dan Air Bersih
Konsultan Perencana
Perbaikan/Pembangunan
25. | Sarana Lingkungan, 63
Drainase, Tempat Sampah
dan Resapan Air
Konsultan Perencana
26. | Rehabilitasi Gedung G 63
(Aula)
Konsultan Perencana
27. | Pembangunan Gedung 63
Pendidikan (Gedung Baru)
o8, Konsultan Manajemen 63
Konstruks
Pengadaan Naskah Soal
29. | USM Bea Cukai Crash 56
Program
30. Pengadaan Naskah Soal 56
USM Prodip Keuangan

Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

Bahwa terlihat perbedaan waktu pengadaan antarngiasasing paket
pengadaan di STAN. Masing-masing paket tersebuf jugempunyai metode
pengadaan yang berbeda-beda. Sehingga perbedadam paigadaan tidak dapat
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dibandingkan secara langsung satu dengan yangyéairiPaket pengadaan yang

masih dapat dibandingkan adalah paket jasa komsulj@ang hanya menggunakan

satu metode yang sama yaitu metode prakualifikagi sdmpul. Untuk itu dibawah

ini perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk pake& jesnsultansi sebelure-

procurementan sesuda&-procurement

Tabel 4.22 Penghematan Waktu pada proses Pengadaan Seddrartike

STAN
Konvensional e-Pocurement
Waktu Waktu Penghematan
Tahun Nama Paket (Hari | Tahun Nama Paket (Hari
Kerja) Kalender)
Konsultan Perencana Jasa Konsultansi .
2008 Pembangunan Gedung Pendidikan & Penyusunan Masterplan 55 8 hari
Konsultan Perencana Jasa Konsultansi
Pembangunan Gedung Kantor A 63 Penyusunan ICT Masterplan 55 8 hari
(Gedung Baru) STAN
- Jasa Konsultansi
ggﬁﬂﬁag;ﬁfnigngeiﬁza? g 63 Perencanaan Pembangunan 55 8 hari
9 9 Student Center STAN
Konsultan Perencana Perbaikan Konsultansi Manajemen
Jaringan Listrik, Telepon dan Air 63 Konstruksi Pembangunan 55 8 hari
Bersih 2010 | Student Center STAN
2009 Konsultan Perencana
Perbaikan/Pembangunan Sarana
. ; 63
Lingkungan, Drainase, Tempat
Sampah dan Resapan Air
Konsultan Perencana Rehabilitas 63
Gedung G (Aula)
Konsultan Perencana
Pembangunan Gedung Pendidikan 63
(Gedung Baru)
Konsultan Manajemen Konstruksi 63
Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah
4.6.2 Biayalklan
Selain biaya pelelangan yang harus disiapkan, dpklaksanaan pelelangan
secara konvensional juga harus disiapkan biaya s@mgan iklan
pengumuman pelelangan tersebut di media cetak tedaly ditentukan. Di
bawah ini perhitungan biaya pemasangan iklan di$Tdulai Tahun 2007-
2009.
Tabel 4.23 Perbandingan Biaya Iklan Pengadaan Konvensiomal da
Elektronik STAN
Konvensional e-procurement
Tahun | Jumlah Ukuran Biaya | klan Jumlah Tahun Jumlah | Biayalklan | Jumlah
Paket per paket (Rp) (Rp) Paket per paket (Rp)
2007 8 paket | 100 mm x 80 mm 2.500.000 20.000§000 1020 20 -
2008 11 paket| 100 mm x 80 mm 2.500.000 27.500}J000
2009 11 paket| 100 mm x 80 mm 2.500.000 27.500J000
JUMLAH 75.000.000 JUMLAH -

Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah
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4.6.3 Biaya Pelelangan

Dalam pelaksanaan pengadaan secara konvensionalttian biaya

91

pelelangan antara lain untuk penggandaan dokunesryegdiaan biaya rapat,

kertas dll. Biaya pelelangan tersebut cukup bepabit diakumulasikan

untuk semua paket pelelangan. Di bawah ini pergaanbiaya pelelangan
secara konvensional STAN untuk Tahun 2007-2009.

Tabel 4.24 Perhitungan Biaya Pelelangan Pengadaan Secara isaral di STAN

Tahun 2009
No. Nama Paket Uraian Biaya Harga Vol Satuan Jumlah
1. Pembangunan Lapangan | Dok. Pengadaan 50.000 30 set 1.500.000
Parkir dan Perbaikan Jalan Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 3(Q oran 1.260/000
Rapat Pembukaan| 42.000 13 orang 546.000
Dok. Penawaran
2. Pengadaan ATK Semeste1  Dok. Pengadaan 50.008 |3 set 1.650.00(
Biaya makan minum
Rapat Penjelasi 42.00( 33 orang 1.386.00
Rapat Pembukaan|, 42.000 19 orang 798.000
Dok. Penawaran
3. Konsultan Perencana Dok. Pengadaan 50.000 22 Set 1.100.000
Pembangunan Gedung Biaya makan minum
Kantor A (Gedung Baru) Rapat Penjelasan 42.000 22 Orang 924.000
Rapat Pembukaan| 42.000 21 Orang 882.000
Dok. Penawaran
4. Konsultan Perencana Dok. Pengadaan 50.000 18] Set 900.000
Rehabilitasi Seluruh Biaya makan minul
Gedung (8 Gedung) Rapat Penjelasan 42.000 18 Oran 756.000
Rapat Pembukaan| 42.000 16 Orang 672.000
Dok. Penawaran
5. Konsultan Perencana Dok. Pengadaan 50.000 10 Set 500.000
Perbaikan Jaringan Listrik,
Telepon dan Air Bersih Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 10 Orang 420.000
Rapat Pembukaan| =~ 42.000 10 Orang 420.000
Dok. Penawaran
6. Konsultan Perencana Dok. Pengadaan 50.000 13 Set 650.000
Perbaikan/Pembangunan
Sarana Lingkungan, Biaya makan minum
Drainase, Tempat Sampah Rapat Penjelasan 42.000 13 Orang 546.000
dan Resapan Air Rapat Pembukaan| 42.000| 13 Orang 546.000
Dok. Penawaran
7. Konsultan Perencana Dok. Pengadaan 50.000 22 Set 1.100.00(¢
Rehabilitasi Gedung G Biaya makan minum
(Aula) Rapat Penjelasan 42.000 22 Oran 924.000
Rapat Pembukaan| 42.000 16 Orang 672.000
Dok. Penawaran
8. Konsultan Perencana Dok. Pengadaan 50.000 23 Set 1.150.00(¢
Pembangunan Gedung
Pendidikan (Gedung Baru)| Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 23 Orang 966.000
Rapat Pembukaan| 42.000 14 Orang 588.000
Dok. Penawaran
9. Konsultan Manajemen Dok. Pengadaan 50.000 20 Set 1.000.p00
Konstruksi
Biaya makan minum
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Rapat Penjelas: 42.00( 20 Orang 840.00(
Rapat Pembukaan| 42.000 19 Orang 798.000
Dok. Penawaran
10 Pengadaan Naskah Soal | Dok. Pengadaan 50.000 9 Set 450.00(Q
USM Bea Cukai Crash
Program Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 9 Oran 378.000
Rapat Pembukaan| 42.000 8 Orang 336.000
Dok. Penawaran
11. Pengadaan Naskah Soal | Dok. Pengadaan 50.000 14 Set 700.000
USM Prodip Keuangan
Biaya makan minui
Rapat Penjelasan 42.000 14 Orang 588.000
Rapat Pembukaan| 42.000 9 Orang 378.00D
Dok. Penawaran
TOTAL 26.324.000

Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

Tabel 4.25 Perhitungan BiayePelelangan Pengadaan Secara Konvensional di STAN

Tahun 2008
No. Nama Paket Uraian Biaya Harga Vol Satuan Total
Pengadaan Alat Pendidikan Dok. Pengadaan 50.000 27| set 1.350.000
1. dan Pengolah Data Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 217 oran 1.134/000
Rapat Pembukaan| ~ 42.000 19 orang 798.000
Dok. Penawaran
2. Pengadaan ATK Dok. Pengadaan 50.000 18 set 900.000
Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 18 oran 756.000
Rapat Pembukaan ~ 42.000 15 orang 630.000
Dok. Penawaran
3. Pengadaan Buku Literatur| Dok. Pengadaan 50.000 12 Set 600.000
Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 12 Orang 504.000
Rapat Pembukaan| =~ 42.000 9 Orang 378.000
Dok. Penawaran
4. Pengadaan Sistem InfomasiDok. Pengadaan 50.000 18 Set 900.000
Perpustakaan Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 18 Orang 756.000
Rapat Pembukaan|  42.000 8 Orang 336.000
Dok. Penawaran
5. Pengadaan Sarana Dok. Pengadaan 50.000 13 Set 650.000
Prasarana Gedung Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 13 Orang 546.000
Rapat Pembukaan  42.000 8 Orang 336.000
Dok. Penaware
6. Konsultan Perencana Dok. Pengadaan 50.0Q0 23 Set 1.150.p00
Pembangunan Gedung Biaya makan minum
Pendidikan Rapat Penjelasan 42.000 23 Orang 966.000
Rapat Pembukaan|  42.000 19 Orang 798.000
Dok. Penawaran
7. Pembangunan Gedung Dok. Pengadaan 50.000| 23 Set 1.150.00(¢
Pendidikan
Biaya makan minum
| Rapat Penjelasan 42.000 23 Orang 966.000
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Rapat Pembukaan| 42.000 16 Orang 672.000
Dok. Penaware
8. Pengadaan Alat Pengolah| Dok. Pengadaan 50.000 11 Set 550.000
Data Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 11 Orang 462.000
Rapat Pembukaan| 42.000 9 Orang 378.000
Dok. Penawaran
9. Pengadaan Naskah Soal | Dok. Pengadaan 50.000 11 Set 550.000
USM 2008 Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 11 Orang 462.000
Rapat Pembukaan|  42.000 11 Orang 462.000
Dok. Penawaran
10 Perbaikan Sarana & Dok. Pengadaan 50.000 30 Set 1.500.00(
Prasarana Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 30 Orang 1.260/000
Rapat Pembukaan| 42.000 13 Orang 546.000
Dok. Penawaran
11. Jasa Kebersihan Dok. Pengadaan 50.000 25 Set 1.250.00(
Biaya makan minul
Rapat Penjelasan 42.000 25 Orang 1.050/000
Rapat Pembukaan| ~ 42.000 13 Orang 546.000
Dok. Penawaran
TOTAL 25.292.000

Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

Tabel 4.26 Perhitungan Biay&elelangan Pengadaan Secara Konvensional di STAN

Tahun 2007
No. Nama Paket Uraian Biaya Harga Vol Satuan Jumlah
1. Pengadaan Language Dok. Pengadaan 50.070 13 set 650.000
Center Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 13 orang 546.000
Rapat Pembukaan|  42.000 12 orang
Dok. Penawaran 504.000
2. Pengadaan Alat PendidikanDok. Pengadaan 50.000 18 set 900.000
dan Alat Laboratorium Biaya makan minu
Komputer Rapat Penjelasan 42.000 18 orang 756.000
Rapat Pembukaan|  42.000 16 orang
Dok. Penawaran 672.000
3. Pengadaan Buku Literatur| Dok. Pengadaan 50.000 12 Set 600.000
Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 12 Orang 504.000
Rapat Pembukaan|  42.000 8 Orang
Dok. Penawaran 336.000
4. Pengadaan Pembangunar Dok. Pengadaan 50.00q 21 Set 1.050.p00
Pagar Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 21 Orang 882.000
Rapat Pembukaan|  42.000 15 Orang
Dok. Penawaran 630.000
5. Pengadaan Alat PendidikanDok. Pengadaan 50.0Q0 22 Set 1.100.000
dan Alat Pengolah Data Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 22 Orang 924.000
Rapat Pembukaan|  42.000 9 Orang
Dok. Penaware 378.00(
6. Rehabilitasi Gedung F Dok. Pengadaan 50.000 19 Set 950.000
Biaya makan minum
| Rapat Penjelasan 42.000 19 Orang 798.000
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Rapat Pembukaan  42.000 13 Orang
Dok. Penaware 546.00(
7. Pengadaan Peralatan Dok. Pengadaan 50.000 15 Set 750.000
Pendukung Sistem Biaya makan minum
Informasi Perpustakaan Rapat Penjelasan 42.000 15 Orang 630.000
Rapat Pembukaan| 42.000 10 Orang
Dok. Penawaran 420.000
8. Pengadaan Naskah Soal | Dok. Pengadaan 50.000 15 Set 750.000
USM 2007 Biaya makan minum
Rapat Penjelasan 42.000 15 Orang 630.000
Rapat Pembukaan| 42.000 8 Orang
Dok. Penawaran 336.000
TOTAL 16.242.000

Sumber : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

Dalam pengadaan secara elektronik tidak dibutul&ginbiaya-biaya seperti

terdapat pada pengadaan secara konvensional diatas.

4.6.4 Penghematan Hasil Pelelangan

Isu paling utama dalam pengadaan barang/jasa pgate@dalah mengenai

efisiensi penggunaan anggaran negara. Sebelunaghktaiyae-procurementata-

rata harga kontrak dari hasil suatu pelelangan eiatddari pagu anggaran yang

disediakan. Dengan diterapkannggrocurementdiharapkan efisiensi penggunaan

anggaran dalam belanja negara dapat lebih ditikgkatDi bawah ini data hasil

pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara konwandem elektornik Sekolah

Tinggi Akuntansi Negara.

Tabel 4.27 Daftar Paket Pelelangan Konvensional STAN Tahungangn 2009

No. Nama Paket Pagu Dana Kontrak Penghematan %

1. Pembangunan Lapangan Parkir dan 921,480,000 743,465,000 178,015,00 19.832
Perbaikan Jalan

2. | Pengaden ATK Semester 480,000,00(| 435,720,00( 44,280,00C | 9.2¢

3. | Konsultan Perencana Pembangu 552,425,42(| 457,153,12¢ 95,272,29¢ | 17.2¢
Gedung Kantor A (Gedung Baru)

4, Konsultan Perencana Rehabilitasi Seluruh 638,826,643 578,462,500 60,364,143 9.45
Gedung (8 Gedung)

5. | Konsultan Perencana Perbaikan Jaringan 106,837,693 102,740,000 4,097,693 3.84
Listrik, Telepon dan Air Bersih

6. | Konsultan Perencar 245,863,01f 240,130,00( 5,733,01% 2.3¢
Perbaikan/Pembangunan Sarana
Lingkungan, Drainase, Tempat Sampah
dan Resapan Air

7. Konsultan Perencana Rehabilitasi Gedung 230,004,814 125,482,500 104,522,314 45.44
G (Aula)

8. Konsultan Perencana Pembangunan 229,053,017 125,840,000 103,213,017 45.06
Gedung Pendidikan (Gedung Baru)

9. | Konsultan Manajemen Konstruksi 1,417,000,000270,318,500 146,681,500 10.35
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10. | Pengadaan Naskah Soal USM Bea Cukai 998,500,000 816,200,000 182,300,000 18.26
Crash Program
11. | Pengadaan Naskah Soal USM Prc 3,185,500,00(| 3,001,941,77¢ 183,558,22: | 5.7¢
Keuangan
TOTAL 9,005,490,602 | 7,897,453,403 | 1,108,037,199 | 12.30
Sumber : Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah
Tabel 4.28 Daftar Paket Pelelangan Konvensional STAN Tahungangn 2008
No. Nama Paket Pagu Dana Kontrak Penghematan %
1. | Pengadaan Alat Pendidikan dan Pengolah 542,571,000 435,947,49( 106,623,510 19.65
Data
2. | Pengadaan AT 341,000,00( 289,507,26¢ 51,492,734 15.1(
3. Pengadaan Buku Literatur 1,110,000,000 1,077,843,400 32,156,600 2.90
4, Pengadaan Sistem Infomasi Perpustakaan 419,000,00®78,200,000¢ 40,800,000 9.74
5. Pengadaan Sarana Prasarana Gedung 4,986,157,00882,391,000 403,766,000 8.10
6. Konsultan Perencana Pembangunan 485,616,000 461,417,000 24,199,000 4.98
Gedung Pendidikan
7. | Pembangunan Gedung Pendidikan 16,600,000,008,372,540,000 1,227,460,00Q 7.39
8. | Pengadaan Alat Pengolah Data 442,000,000 433,345,000.00 8,655,000 1.96
9. | Pengadaan Naskah Soal USM 2008 3,000,000,002,507,967,000 492,033,000 16.40
10. | Perbaikan Sarana & Prasarana 780,000,000 604,473,000 175,527,000 22.50
11. | Jasa Kebersihi 200,000,00( 158,949,51/ 41,050,48¢| 20.5:
TOTAL 28,906,344,000 | 26,302,580,670 | 2,603,763,330 | 9.01
Sumber : Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah
Tabel 4.29 Daftar Paket Pelelangan Konvensional STAN Tahungangn 2007
No. Nama Paket Pagu Dana Kontrak Penghematan %
1. | Pengadaan Language Center 250,525,000 248,875,000 1,650,000 0.66
2. | Pengadaan Alat Pendidikan dan Alat 674,400,000 670,230,000 4,170,000 0.62
Laboratorium Komputer
3. | Pengadaan Buku Litera 700,000,00( 691,368,50( 8,631,50C| 1.2
4, Pengadaan Pembangunan Pagar 451,38]7,000398,173,71( 53,213,290 11.79
5. Pengadaan Alat Pendidikan dan Alat 439,000,000 394,900,00( 44,100,00Q 10.05
Pengolah Data
6. | Rehabilitasi Gedung 271,375,00( 216,398,27¢ 54,976,72¢| 20.2¢€
7. Pengadaan Peralatan Pendukung 369,919,000 364,650,000 5,269,000 1.42
Sistem Informasi Perpustakaan
8. Pengadaan Naskah Soal USM 20Q7 1,933,125,000,802,403,900 130,721,100 6.76
TOTAL 5,089,731,000 | 4,786,999,386 302,731,614 | 5.95
Sumber : Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah
Tabel 4.30 Daftar Paket Pelelangan Secara Elektronik STAN Thaknggaran 2010
No. Nama Paket Pagu Dana Kontrak Penghematan %
1. Pencetakan Naskah Soal USM STAN 3,185,500,0000@ 3,148,922,150.0 36,577,850.00 1/15
2. Kursus KeuangaDaerah (KKD) Khusu: 974,400,000.C 954,914,400.C 19,485,600.0 2.0C
3. Pengadaan ATK 600,000,000.00 484,660,000.00 1340,000.00, 19.22
4. | Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan 4500000 381,227,000.00 68,773,000/00 1528
5. Jasa Konsultansi Penyusunan ICT Masterplan  450,000,000.00 414,232,500.00 35,767,500.00 r.95
STAN
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6. Pembangunan Jembatan dan Gerbang Utgma 2,000,000,000.0( 1,775,639,000.00 224,361,000.00.2211
Kampus STAI
7. | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangupan 1,603,716,000.0( 1,012,110,000.00 591,606,000.00.8936
Student Center STAN
8. Pekerjaan Lift Passenger Gedung K STAN 700, @mOoD 660,004,400.00 39,995,600.00 5|71
9. | Pengadaan Alat Pendidikan ST/ 1,680,000,000.( 1,668,519,600.( 11,480,400.0 0.6€
10. | Konsultansi Manajemen Konstruksi 1,249,786,750.0( 1,123,870,000.00 125,916,750.00.081j0
Pembangunan Student Center STAN
11. | Pengadaan Meubelair Gedung Kelas STAN 2,700000.00 2,513,700,565.20 186,299,434,80 6.90
12. | Pembangunan Gedung Stnt Center STAI 53,746,875,250.( 46,777,500,000.C | 6,969,375,250.C | 12.97
13. | Pengadaan Sound System Gedung G 1,100,000,000@ 985,280,000.0¢ 114,720,000.00 10)43
14. | Pengadaan Laboratorium Komputer Sekolah 1,565,000,000.0( 1,548,448,000.00 16,552,000.00 6 {1.0
Tinggi Akuntansi Negara Tahun
15. | Pengadaan E-Library, E-Book, & E-Journal 1,000,000.00 551,550,000.00 448,450,000.00 44.85
16. | Pengadaan Peralatan Komputer dan Peralatan 820,000,000.0Q 818,648,600.00 1,351,400.00 .16
Jaringan STAN
17. | Pengadaan Buku Literatur STAN 2,100,000,000.0( 1,727,298,000.0( 372,702,000.00 17/75
18. | Pengadaan Jaringan Listrik STAN 891,790,000.00 802,111,310.0Q 89,678,690.00 10.p6
19. | Pengadaan Pengembangan Sistem Informasi  800,000,000.0Q 708,400,000.00 91,600,000.00 11,45
Pendaftaran (E-Registration) STAN (Lelang
Ulang)
20. | Pengadaan Jaringan Komputer STAN (Lelang 432,610,000.0Q 392,452,500.00 40,157,50Q.00 D.28
Ulang)
TOTAL 78,049,678,000.0( 68,449,488,025.20 9,600,189,974.82.30
Sumber : Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah
Perhitungan Efisiensi Hasil Pelelangan
Efisiensi = Total Pagu Anggaran — (Total Haskhie} + Total Biaya Pelelangan + Total Biaya Penguan)m
Total Pagu Anggaran
Tabel 4.31 Perbandingakfisiensi Hasil Pelelangan Konvensional dan
e-Procuremendi STAN
Konvensional e-procurement
Total Biaya Total Biaya Efisien
Tahun Jml Pagu Hasl Tahun Jml Pagu Hasil s
Paket Anggaran Peldangan Biaya Biaya Efisiensi Paket Anggaran Peelangan Biaya Biaya (%)
Rp/ Rp/ Iklan Pelelangan (%) Rp/ Rp/ Iklan Pelelangan
jutaan jutaan Rp/ Rp/ Jutaan Jutaan
Jutaan Jutaan
2007 8 5,089 4,78 20 162 5.23 2010 0 78,049 4488 - 12.30
2008 11 28,906 26,302 275 252 8.82
2009 11 9,005 7,897 276 263 117

Sumber : Sekretariat Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diolah

Dari data di atas terlihat bahwa perbedaan efis@ntsra pengadaan secara

konvensional dengan pengadaan secara elektronlingkungan Sekolah Tinggi

Akuntansi Negara menunjukkan hasil yang cukup 8lgm. Penghematan yang

diperoleh dari pengadaan secara konvensional padanT2007 dengan total paket

sebanyak 8 paket adalah sebesar 5,23 %,

untuknT2008 dengan total paket

sebanyak 11 paket sebesar 8.82% dan untuk Tah@d2d@an total paket sebanyak
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11 paket terdapat penghematan sebasar 11.70 %.ndkada untuk efisiensi
pengadaan secara elektronik pada Tahun 2010 adsdhbsar 12,30% dengan total
jumlah paket sebanyak 20 paket pelelan&tal ini menunjukkan bahwa penerapan
e-procurement membawa perubahan khususnya peningkatan efisidatam

keuangan negara.

4.7  Hasl Survey
Hasil survey kepada para penyedia barang/jasa femkedengan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa secara elektrar¢curementdi lingkungan Kementerian
Keuangan sebagai berikut:
4.7.1 Perbandingan Jumlah Klasifikasi Responden
Penelitian ini berdasarkan pendapat dari respornydely terkumpul
sebanyak 200 responden yang terdiri 20 Panitia &&@n, 180 Penyedia

barang/jasa, seperti pada tabel 4.23

Tabel 4.32 Perbandingan Jumlah Responden

No. Responden Jumlah
1. Panitia Pengadaan 20
2. Penyedia Barang/Jasa dengan Kualifikasi Besar 180

Sumber : Hasil Survey, 2010

4.7.2 Hasil dan Analisa Survey Berdasarkan Tingkat Pemahaman

Umum e-Procurement

Untuk mengetahui pendapat dan penilaian responda milakukan
analisa terhadap hasil jawaban untuk pertanyaami®k | untuk kelompok
pertanyaan umum dalam proses pengadaan baranggasaa elektronik,
Kelompok Il pada saat pra tender, Kelompok Ill &npelaksanaan tender
dan kelompok IV pada saat pasca tender. Analisakukian dengan
menggunakan Skalaikert, yaitu skala pengukuran terhadap penilaian sikap
atau pendapat responden dengan menggunakan in@svaHasil analisa
dapat dilihat pada tabel 4.24 dan grafik 4.5. Rata-secara umum panitia
pengadaan dan penyedia barang/jasa paham denggat daaik tentang
tujuan dan manfaat dari peneragaprocurementlengan dinyatakan masing-
masing sebesar 88,75% dan 78,28%. Hal ini menuajukkahwa panitia

pengadaan dan penyedia barang/jasa memiliki tingleahahaman dan
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keterlibatan yang baik terhadap prosedur pengatlasang/jasa pemerintah
secara elektronik. Dari hasil ini tentunya pendapateka dapat dijadikan
suatu masukan yang bermanfaat dalam perbaikan sprgsmgadaan
barang/jasa khususnya pengadaan barang/jasa pt&hes@cara elektronik
(e-Procurement mengingat mereka merupakan para pelaku pengadaan
barang/jasa pemerintah. Di sisi lain, proses edupablik e-procurement
harus terus ditingkatkan dengan tujuan untuk ldidhyak lagi menjaring
para penyedia barang/jasa guna berpartisipasi dgasar pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik sehinggaddpan pengadaan
barang/jasa pemerintah dapat lebih transparaie®fisn akuntabel.

Tabel 4.33 Persentase Penilaian Sikap Responden Terhadap 8@@aumum
e-Procurement

No. Responden Penilaian Sikap (%)
1. Panitia Pengadaan 88,75 (SK)
2.  Penyedia Barang/Jasa 78,28 (SK)

Sumber : Hasil Perhitungan, 2010

Pemahaman Umum e-Procurement

76.00 -||/

-~

|
72.00

Panitia Pengadaan

PenyediaBarang/lasa

Grafik 4.5 Tingkat Pemahaman UmueaProcuremenPanitia Pengadaan dan
Penyedia Barang/Jasa
Sumber: Hasil Survey, 2010
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4.7.3 Hasl dan Analisa Survey Mengenai Efisens dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Untuk mengetahui pendapat atau sikap para respoteitradap
apakahe-procurementlapat menjadikan proses pelelangan lebih efektif d
efisien, maka dilakukan analisa terhadap hasil @naresponden untuk
pertanyaan kelompok Il (Pra tender), kelompok Térider), dan kelompok
IV (Pasca Tender). Analisa untuk mengetahui sikagponden terhadap
tingkat efisiensi menggunakan e-procurement dilakukan dengan
menggunakan Skalaikert, skala pengukuran terhadap penilaian sikap atau
pendapat menggunakan interval 25. Hasil analisatdiijihat pada tabel 4.25
dan gambar 4.6 dan gambar 4.7. Rata-rata paniti@ao@an, penyedia
barang/jasa menyatakan setuju bahveaprocurement meningkatkan
keefisienan proses pelaksanaan pelelangan denggetakan masing masing
sebesar 85%, 83,75%, dan 86,56% untuk panitia peagadan 74,86%,
66,73%, dan 73,68% untuk penyedia barang/jasainHalenunjukkan bahwa
semua pihak sependapat bahwaprocurement dapat meningkatkan
keefisienan proses pelaksanaan pelelangan sehakggalebih memudahkan
dalam proses pengembangannya ke depan mengingaia spimak telah
sependapat dengan manfaat dari dilaksanakampaocurementdalam
pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun perluhdiflean juga bahwa
dari jawaban kedua pihak tersebut rata-rata mengukgmposisi nilai
terendah pada tahapan proses pelaksanaan tendeaddatahap pra dan
pasca tender yaitu sebesar 83,75% untuk panitigagean dan 66,73% untuk
penyedia barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahweersminya masih ada
sedikit ketidakpuasan dari masing-masing pihak apEnerapan e-
procurementpada saat berlangsungnya proses pelelangan (teBder hasil
ini tentunya dapat dijadikan suatu masukan yangaefaat guna perbaikan
proses pengadaan barang/jasa secara elektronikgandmengingat kedua
pihak tersebut sama-sama masih belum puas padaatah&nder yang
diindikasikan dengan rata-rata nilai terendah padbbmpok pertanyaan

kedua (tender).
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Tabel 4.34 Persentase Penilaian Sikap Responden Apekatocurementlapat
Menjadikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |&biare

Penilaian Sikap (%)

No. Tahapan Panitia Pengadaan Penyedia Barang/Jasa
1. PraTender 85 (SK) 74,86 (K)
2.  Tender 83,75 (SK) 66,73 (K)
3. Pasca Tender 86,56 (SK) 73,68 (K)

Sumber : Hasil Perhitungan, 2010
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Grafik 4.6 Penilaian Sikag-Procurementlapat Menjadikan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah lebih Efisien menurut Panitia Pengadaan
Sumber: Hasil Survey, 2010
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Penyedia Barang/Jasa

Fasca Tender

Grafik 4.7 Penilaian Sikag-Procurementlapat Menjadikan Pengadaan Barang/Jasa

4.8

Pemerintah lebih Efisien menurut Penyedia Barasg/Ja
Sumber: Hasil Survey, 2010

Kendala-Kendala dan K ekurangan dalam Pr oses e-Procurement

Implementasi pelaksanaan pengadaan secara elékirdaet
procurementsangat memerlukan kesiapan teknologi informasarsepenuh
berikut perangkat-perangkatnya. Meskipun dalam emmgntasinya tidak
banyak memerlukan perubahan dalam proses bidnissifiess procegs
namun perlu suatu kebijakapoficy) dari pemerintah berupa sistem dan
prosedur yang mengatur mekanisme lelang secardine Sistem dan
prosedur tersebut merupakan acuan bagi panitiaagdeag dan para peserta
pelelangan serta pihak terkait lainnya dalam mela&kan pelelangan secara
elektronik. Selain itu sistene-procurementmemerlukan dukungan proses
pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkanlotgkraformasi
(interne) sehingga dapat dibangun interaksi antarger dansuppliersecara
online.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi-procurement
Kementerian Keuangan adalah belum tersosialisasylkae-procurement
secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Keuamganun di sisi lain
telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Keuangan gyanewajibkan
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menggunakare-procurementuntuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Kementerian Keuangan sehingga masihda®atuan Kerja di
masing-masing eselon | yang menjadi bingung deraglamya surat edaran
tersebut.

Di dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa peafmgriptainitia
pengadaan harus terlebih dahulu mengetahui dan likiepéngetahuan
tentang penyedia barang/jasa yang dapat menyedibkeang/jasa yang
dibutuhkan tersebut. Harapan dari para panitia ge@gn dengan sistem atau
aplikasie-procuremenimereka dapat mengetahui siapa dan dimana penyedia
barang/jasa tersebut berada tanpa harus bersugah peencarinya. Namun
informasi tersebut sampai sekarang belum dapatiidisen oleh aplikase-
procurementsebagaimana hasil wawancara dengan panitia paagad
sebagai berikut :

"Sebagaimana halnya dengan informasi tentang jemisy dan harga
barang yang akan dibeli pada suatu paket pelelarigani selaku
panitia pengadaan terkadang juga mengalami kesuwitéuk mencari
penyedia barang/jasa yang dapat menyediakan bamangun jasa
untuk jenis pekerjaan yang khusus/spesifik. Kamngharapkan agar
di dalam aplikase-procuremennantinya terdapdist/daftar penyedia
barang/jasa lengkap beserta informasi yang kamuhtan salah
satunya alamat, sehingga waktu yang digunakan untuk
mempersiapkan pelelangan akan lebih efisien danudaehkan kami
untuk mengetahui kira-kira berapa banyak penyedizgytersedia di
pasar yang dapat memenuhi kebutuhan kami tersébstiknya untuk
pekerjaan yang khusus/spesifik yang kita yakini [aimpenyedia
barang/jasanya terbata<.”

Kemudian dalam hal infermasi harga dan barang glegaikian sistem
e-procuremenbelum dapat menyediakan informasi harga dan bayang
dibutuhkan oleh panitia pengadaan sebagaimana hasWancara dengan
panitia pengadaan sebagai berikut:

"Sampai dengan saat ini, aplikasiprocuremenbelum dapat secara
rinci memberikan informasi mengenai harga barang pengadaan-
pengadaan yang telah dilaksanakan. Dalam sistesebigr saat ini
hanya dapat diketahui nama pemenang dan nilai &ordtari suatu
paket pengadaan, namun belum dapat diketahui nirfziega per item
dari barang yang ditawarkan. Harapan kami ke degiamalam
aplikasi tersebut, kami selaku panitia pengadagratdenengetahui
hasil dari pengadaan—pengadaan yang sebelumnyaggehdapat

" Hasil wawancara dengan panitia pengadaan berkenaan dersjmsefiaktu.
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dijadikan sebagai salah satu dasar/acuan kami dakamyusunan

harga perkiraan sendiri (HPS), serta dapat memlkanaperbedaan
harga yang terlalu jauh untuk barang sejenis arst@ia satker dengan
satker lain maupun antar unit Eselon | di lingkundéementerian

Keuangan.®®

Masalah lain adalah kelemahan teknis mengingat ngadarjadi
pemadaman listrik, gagalnya koneksi interretrver yang down sewaktu-
waktu danbandwith yang disediakan masih kurang memadai. Selain itu,
landasan hukum dari pengadaan secara elektraajxocurement secara
khusus belum dibuat oleh pemerintah sehingga ap#dijadi permasalahan
masih menghadapi beberapa kendala dalam penyelegajasebagaimana
hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kememt€égaangan sebagai
berikut:

"Permasalahan yang muncul adalah belum adanya galukum
yang jelas dan pasti tentang pedoman dan tata pengadaan
barang/jasa secara elektronik di Indonesia, sehiniggl tersebut
membuat bingung para pelaksana di lapangan. Atdstehsebut,
sementara kita sikapi dengan pembuatan peraturggrnah di
lingkungan Kementerian Keuangan yaitu melalui Resat Menteri
Keuangan dan Surat Edaran Menteri Keuangan tergelaksanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektdbnlikgkungan
Kementerian Keuangar”

% Hasil wawancara dengan panitia pengadaan mengenai effsiega.
% Hasil wawancara dengan Kepala Pusat LPSE Kementegaarigan berkenaan dengan payung
hukume-procurement
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BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

51 Kesimpulan

Kementerian Keuangan merupakan satu-satunya Kken@nteyang
mempunyai organisasi berbentdiolding type departmentdimana mempunyai
kantor-kantor vertikal yang tersebar diseluruh yala Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Hal ini menciptakan banyak tantangamardapengadaan barang secara
elektronik yang ingin diterapkan diseluruh kantantor vertikal tersebut. Beberapa
tantangan seperti inefisiensi serta indikasi adapgayimpangan dalam proses
pengadaan barang/jasa pemerintah membutuhkan iperhdaersendiri dari
pemerintah. Hal ini juga yang menjadikan relatifliteya mencari data hasil
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari masinggmasituan kerja sebelum
diterapkannya proses pengadaan barang/jasa selekizorek (e-procurement

Penetapan tolak ukur atd{ey Performance Indicator¢KPl) dari proses
pengadaan merupakan hal yang tepat mengingat k&dedm anggaran belanja
negara dari APBN sehingga membutuhkan suatu kelijakang tepat guna
mewujudkan optimalisasi belanja negara. Penetdipancial savingssebagaiKey
Performance Indicators(KPI) dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah
merupakan parameter yang layak untuk dijadikanuskebijakan pemerintah guna
tujuan optimalisasi belanja negara. Empat paramétemcial savings seperti
efisiensi waktu, efisiensi biayadvertisement efisiensi biaya pelelangan dan,
efisiensi hasil pengadaan merupakan suatu pengukuag relevan dalam proses
pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dari hasil penelitian bahwa efisiensi waktu yangpatadiperoleh dari
pelaksanaane-procurementadalah 8 hari. Hal ini sebenarnya masih dapat
dioptimalkan namun mengingat penyusunan jadwal kgaleaane-procurement
masih harus mengacu pada Keppres 80/2003 makaehesapa tahapan yang lama
waktunya sudah ditetapkan dalam Keppres terselrmudian untuk penghematan
biaya iklan dan biaya pelelangan hasilnya lebilk lo@ripada penghematan dari sisi
waktu dikarenakan dengan menggunakaprocuremeninstansi pemerintah tidak

perlu lagi menganggarkan biaya untuk pemasangam iklengingat sudah dapat
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dilaksanakan melalui sistem serta tidak membutulikaya. Sedangkan untuk biaya
pelelangan sebagaimana dalam penghematan biayr ik&ansi pemerintah dapat
mengurangi pembiayaan untuk penyiapan dokumengeaarta biaya konsumsi yang
dibutuhkan pada saat proses pelelangan sehinggkepan akumulasi biaya-biaya
tersebut di atas di masing-masing instansi penadrimdapat dialokasikan untuk
kebutuhan lainnya yang mungkin lebih penting. Sataga untuk KPI terakhir yaitu
efisiensi hasil pelelangan menunjukkan bahwa hasielangan menggunakan
e-procurementebih efisien dibandingkan dengan pengadaan kaiweal. Hal ini
terlihat bahwa di lingkungan Sekolah Tinggi Akurgaiegara pada Tahun 2007,
2008, 2009 masih menggunakan pengadaan secarankstona dan pada Tahun
2010 sudah menggunaka&aprocurementDari hasil perbandingan efisiensi kedua
model pengadaan tersebut, pada tahun 2007, 20080f¢nefisiensi yang diperoleh
dari pengadaan konvensional sebesar 5,23%, 8,82% 1@&0% sedangkan efisiensi
yang diperoleh dengan menggunakesprocurementpada Tahun 2010 sebesar
12,30%. Hal ini akan lebih optimal apabila pemainsegera menyusun peraturan
yang khusus mengatur tentang tata cara pengadeamgljasa secara elektronik.

Terbatasnya aksesibilitas informasi kebutuhan dderkediaan barang/jasa di
pasar juga merupakan tantangan tersendiri dalagaplean barang/jasa pemerintah.
Para penyedia barang/jasa atau produsen bararg didaip mendapat informasi
instansi yang memerlukan barang dan jasa. Sebalikngtansi sebagai konsumen
tidak mendapat infomasi yang memadai mengenaisederan barang dan jasa oleh
pelaku usaha. Belum berkembangnya infrastrukturtkokasi yang memungkinkan
ketersediaan informasupply-demangada pasar pengadaan telah menciptakan pasar
yang terfragmentasi berdasarkan wilayah-wilayah ggeis bahkan cenderung
terfragmentasi berdasarkan wilayah administrasis@alan ini memerlukan strategi
pengembangan satu sistem yang memungkinkan bery@ndua sisi kepentingan
tersebut juga harus mengarah kepada pemanfaatara safrastruktur yang sudah
terbangun agar digunakan secara maksimal bersame-dengan sistem yang lain,
termasuk digunakan secara bersama baik di pusaiunali daerah.

Selanjutnya, kondisi dunia pengadaan barang/jasaerpetah menjadi
tantangan sendiri dalam rangka mengimplementagiaiocuremensecara optimal.
Pertanyaan apakaprocurementlapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah

lebih efisien terjawab atas hasil pelaksanaan gukepada panitia pengadaan serta
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kepada para penyedia barang/jasa. Rata-rata papétiiggadaan dan penyedia
barang/jasa menyatakan setuju bahsvprocurementdapat membuat pengadaan
barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dikgatanasing masing sebesar 85%,
83,75%, dan 86,56% untuk panitia pengadaan danc%4,8$6,73%, dan 73,68%
untuk penyedia barang/jasa. Harus diakui, pasagguEan barang/jasa pemerintah
sampai saat ini dikuasai oleh sebagian kecil peladaha. Dengaer-procurement
diharapkan sebagian kecil pelaku usaha yang mengesar pengadaan akan
berkurang dominasinya dengan dibukanya akses pasgadaan yang lebih terbuka.
Dengan kata lain, penggunaarprocurementmenjadikan proses pengadaan lebih
terbuka. Pemahaman pengusaha agmocuremenjuga baik dengan ditunjukkan
data dari hasil survey yaitu sebesar 78,28%. Keaadatuk mengimplementasikan
e-procurementharus senantaisa dibangun berdasarkan pada kemenmasyarakat
luas melalui sosialisasi dan diseminasi kepadailpabtara intensif.

Di samping itu, adanya indikasi kurang keterbukgannpengadaan
barang/jasa pemerintah menyebabkan terjadinya siagfii dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah tersebut. Harus diakui jbgAwa dunia pengadaan
barang/jasa pemerintah sampai saat ini masih bellkup transparan dan bebas dari
berbagai kepentingan pribadi atau kelompok. Titipam tekanan kepada panitia
pengadaan masih menjadi momok bagi pengelola paagadisisi lain para panitia
pengadaan sebenarnya sudah bosan dengan situadi sepMereka ingin adanya
perubahan yang diperlihatkan dengan dukungan mem@da penerapare-
procurementserta hasil survey yang menunjukkan bahwa secamamu88,75%
panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsitwaan implementase-
procurement Situasi seperti ini memberikan tantangan tersekdrena dengae-
procurementsebagian besar proses pengadaan digantikan dengses elektronik.
Dengan proses ini diharapkan proses pengadaan ghassen pemerintah menjadi

lebih transparan kepada publik.

5.2  Harapan Stakeholders

Penerapan sistemProcuremenatau Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) oleh pemerintah harus lebih ditingkatkan.ragan setinggi langit dari
masyarakat terhadap eksistersProcurementharus benar-benar terwujud. Untuk
itulah pentingnya usaha pengembangan sistem, proséan standarisasi agar

penerapare-Procurementbisa optimal dan sesuai dengan perkembangan jaman.

Universitas Indonesia

Evaluasi atas..., Indro Bawono, FE Ul, 2011.



107

Tujuan utama daripenerapan e-Procuremerddalah mempercepat penyerapan
anggaran dan efisiensi penggunaan keuangan negata $enjadikan proses
pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebihhbéransparan dan bebas dari
berbagai penyimpangan.

Konsep dasar implementasiprocuremeniyangPertamaadalah menjadikan
pengadaan lebih efisierKedua menghilangkan kontak langsung antara panitia
pengadaan dengan peserta lelang, dan antar pédartg danKetiga menjadikan
pengadaan lebih transparan dan akuntabel. Konssar dgrocurementtersebut
hendaknya terus dikembangkan sehingga ke depaersppesigadaan menjadi lebih
simplenamun tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapae-Procuremenjuga diharapkan mampu menekan angka kebocoran
keuangan negara hingga 25% dibandingkan dengams@ngadaan konvensional.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Komisi Pemberamt&®rupsi dimana 70% dari
total kasus yang ditanganinya berasal dari korugsiam proses pengadaan
barang/jasa pemerintah. Masyarakat mengharapkéemsipengadaan barang/jasa
pemerintah yang ditengarai penuh dengan penyimpapgssedur dan sarat dengan
parktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapagera diperbaiki sehingga

keuangan negara yang diperoleh dari pajak dapetaegselamatkan.

53 Rekomendasi

Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan layagdrocurementharus
segera dilakukan perbaikan-perbaikan guna peniagk&inerja organisasi secara
komprehensif untuk saat ini dan masa yang akanngatAdapun rekomendasi
dimaksud antara lain:

1. Kementerian Keuangan harus segera menyusun rerstaaiagis dan proses
bisnis guna pengembangarprocuremensehingga dapat mendukupablic
financial managementke depan. Pemerintah harus segera melakukan
penyempurnaan dan perumusan kebijakan pelaksanaagagaan secara
elektronik baik dalam hal regulasi maupun untuk yeempurnaan dan
pengembangansistem e-Procurementitu sendiri. Fitur-fitur sistem e-
Procurementyang digunakan pada saat ini masih kurang lenglap perlu
disempurnakan serta dikembangkan lebih lanjut, asuk pembangunae-
Contract, e-Payment, e-Catalogdan layanan-layanan lain sebagai arah

pembentukane-Government Selain itu, harus segera disusun standarisasi
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dokumen pengadaan barang/jasa secara elektronikingga akan lebih
memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi pengsdoigadaan dalam
menggunakae-Procurement

Infrastruktur layanare-Procurementharus segera ditingkatkan baik dari sisi
jaringan maupurserveryang digunakan mengingat kebijakan ke depan semua
pengadaan barang/jasa akan dilaksanakan secartromeilek Kementerian
Keuangan harus mempunyai sistem infrastruktur yemglal dan sesuai dengan
arsitekturinformation and Communication Technnolg$@T) yang dibutuhkan
mengingat pengguna layanaprocurementKementerian Keuangan bukan
hanya berasal dari unit-unit eselon | di lingkun¢ggamenterian Keuangan saja,
melainkan juga Kementerian/Lembaga/Komisi lainnyabagai pengguna
sistem, sehingga kehandalan dalam pengelolaansinikiur sistem dapat
menjamin kualitas layanan pengguna yang lebih aptim

Harus lebih digiatkan lagi berbagai kegiatan edugablik dan pembangunan
knowledge-hubmengenaie-Procurementbaik pada tingkat Kantor Pusat
maupun Instansi Vertikal di daerah agar informasi gemberitahuan mengenai
implementasie-Procurementdapat diterima secara luas oleh seluruh satuan
kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal iahgat penting dalam
rangka membuka pasar pengadaan barang/jasa sehsagd bagi penyedia
barang/jasa guna pemenuhan barang dan jasa diufiggk Kementerian

Keuangan.
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MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
UNIVERSITAS INDONESIA

KUESIONER E-PROCUREMENT

IDENTITAS PANITIA Tanggal: / /2010

Nama

Jabatan

Nama Instansi

Alamat Kantor

No. Telphon

Informasi Lainnya

PERTANYAAN

a. Umum

1. | Menurut Anda, bagaimana pemahanan Anda pribadi terhadap e-Procurement secara umum?

a. Sangat paham c. Cukup paham
b. Paham d. Tidak paham
2. | Apakah Anda mengerti ide dasar diterapkannya e-Procurement di Indonesia?
a. Sangat mengerti c. Cukup mengerti
b. Mengerti d. Tidak mengerti

3. | Menurut Anda, hal mendasar apa yang harus dibenahi dalam proses pelelangan/tender barang/jasa di
pemerintah?

a. Transparan c. Terbuka (semua dapat akses yang sama)

b. Efisiensi d. Persaingan yang sehat dan Tidak diskriminatif

LI 2011
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b. Pra Tender
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1. | Menurut Anda, bagaimana proses persiapan saat akan memproses pelelangan secara elektronik? Apakah
masih sebanyak proses pelelangan konvensional?
a. Lebih ringan c. Cukup ringan
b. Ringan d. Sama saja

2. | Sebelum/menjelang Anda melaksanakan proses pelelangan secara elektronik, apakah Anda telah

memperhitungkan biaya pelelangan?

a. Tidak sama sekali

c. Ya, nominalnya kurang dari satu juta rupiah

b. Ya, tapi sangat kecil dan bukan merupakan
cost

d. Ya, nominalnya lebih dari satu juta rupiah

c. Saat Tender Berlangsung

1. | Menurut Anda, bagaimana proses saat Anda menjalankan pelelangan secara elektronik? Misalnya
kenyamanan untuk tidak mencetak dokumen, kemudahan untuk menelusuri isi dokumen, dlI.
a. Sangat nyaman c. Cukup nyaman
b. Nyaman b. Sama saja
2. | Dengan menggunakan e-Procurement apakah sangat berpengaruh dalam penyusunan harga perkiraan
sendiri pada suatu pelelangan?
a. Sangat berpengaruh c. Kurang berpengaruh
b. Berpengaruh d. Tidak berpengaruh
3. | Apakah Anda dapat melakukan update informasi dengan mudah? Misalnya update informasi jadwal
pengadaan, dll.
a. Sangat mudah . Cukup mudah
b. Mudah d. Sama saja
4. | Apakah terdapat kendala/hambatan untuk melakukan evaluasi secara elektronik?
a. Tidak ada kendala c. Ada kendala
b. Sedikit kendala d. Banyak kendala
5. | Apakah waktu yang dibutuhkan pada proses pelelangan secara elektronik (pengadaan barang) sudah

cukup singkat?

a. Cepat (< 1 bulan)

c. Cukup lama (1 % bulan s/d 2 bulan)

b. Cukup cepat (1 bulan s/d 1 % bulan)

d. Lama (> 2 bulan)
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6. | Apakah proses Aanwijzing secara online pada proses pelelangan secara elektronik memberi kemudahan
kepada Panitia? Misalnya tidak diperlukannya penyiapan ruangan, konsumsi, dll.
a. Sangat signifikan ¢. Cukup signifikan

b. Signifikan d. Tidak signifikan

d. Pasca Tender

1. | Apakah secara keseluruhan proses e-procurement ini memberikan kemudahan bagi panitia?

a. Ya, secara signifikan c. Kurang signifikan

b. Ya, cukup signifikan d. Tidak, karena sama saja

2. | Menurut Anda, apakah dengan e-Procurement mengurangi biaya pelelangan secara keseluruhan?

a. Sangat mengurangi c. Cukup mengurangi
b. Mengurangi d. Tidak mengurangi

3. | Secara umum, apakah e-Procurement sudah tepat untuk diterapkan di Indonesia?

a. Sangat tepat a. Kurang tepat
b. Tepat b. Tidak tepat
4. | Apakah dengan e-procurement dapat mengurangi beban kerja proses lelang?
a. Sangat signifikan a. Kurang signifikan
b. Signifikan b. Sama saja

SARAN/FEED BACK
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PEDOMAN WAWANCARA

Dalam melakukan penelitian dengan judul Evaluas Atas Penerapan

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

ini, digunakan instrumen teknik wawancara mendalam (in depth interview).

Pedoman wawancara ini sebagai upaya untuk menggali semua aspek informasi

terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan yang

digjukan akan berkembang sesuai dengan poin-poin yang telah disusun. Adapun

poin-poin
berikut:

pedoman wawancara yang akan dilakukan meliputi hal-hal sebagai

1. EFISIENSI:

a Q:

b. Q:

Apakah terdapat penghematan anggaran dan proses pengadaan lebih
cepat dalam pelaksanaan e-procurement?
Apakah margin penjuadlan hasil dari pelelangan secara elektronik

besarnya sama dengan pelelangan konvensional ?

c. Q: Apakah pelelangan elektronik dapat menekan biaya penyelenggaraan

d. Q:

peldangan, misalnya biaya penggandaan dokumen lelang, biaya
konsumsi untuk rapat, biaya iklan, dll?

Apakah peledangan elektronik dapat menekan biaya persiagpan
pelelangan, seperti  bhiaya penggandaan dokumen administras
perusahaan dan proposal, biaya transportasi, dll?

2. KETERBUKAAN PASAR:

a Q:

Melalui e-procurement, apakah persaingan antar para penyedia
barang/jasa menjadi |ebih sehat dan terbuka?

b. Q: Seberapa jauh penyedia barang/jasa dapat mencari informasi pelelangan

padainstans pemerintah khususnya di Kementerian Keuangan?

c. Q: Apakah pelelangan secara elektronik mempermudah keikutsertaan dalam

pelelangan?
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3. KECEPATAN DAN KEMUDAHAN PROSES PELELANGAN SECARA
ELEKTRONIK

a Q: Apakah melalui e-procurement, proses pengadaan barang/jasa menjadi
mudah?

b. Q: Berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang/jasa

yang dilaksanakan secara elektornik?
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Nomor L Umum Pra Tender Tender Pasca Tender
Responden Kriterium > T3 45 Jml T T2 1314715 Jml > T3 a5 T 617 Jml T T 2713713 Jml
179 4 3 4 2 3 15 3 2 3 3 2 13 3 2 2 2 2 2 15 4 2 3 3 12
180 4 2 3 2 3 12 2 1 1 4 1 9 3 1 2 1 2 3 14 2 1 3 3 9
Jumlah 720 2818 2695 3363 2122
| 3.9139 3.7431 4.6708 2.9472
B 0.7828 0.7486 N 0.6673 0.7368
78.28 74.86 ~ 66.73 73.68
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Alur Proses Sistem Pengadaan Secar a Elektronik (SPSE)

A. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa
Untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/ezara elektronik,
Penyedia barang/jasa mendaftar seaalane padawebsite LPSE kemudian
mengikuti proses verifikasi dokumen pendukung selmagna dipersyaratkan
oleh LPSE. Alur proses pendaftaran penyedia bgasstigambarkan sebagai

berikut :

PENYEDIA LPSE (VERIFIKATOR)

Mendaftar

}

Mengisi Data
Identitas dan Data
Perusahaan

:

Download
Formulir
Pendaftaran

v

Mengisi dan
Mencetak Formulir
Pendaftaran

Menyerahkan
Formulir
Pendaftaran dan
Menunjukkan
Berkas
Pendukun

Verifikasi
Formulir
Pendaftaran
dengan Berkas
Pendukung

Verifikasi Data
Identitas dan Data
Pendukung dengan
Berkas Pendukung

Tidak )
Data sesuai ?

Mengirim
Password via
email

Selesai
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B. Persiapan Lelang

Untuk membuat paket pekerjaan pada SPSE, PPK/@dritingadaan terlebih
dahulu meminta pengelola LPSAdMin Agency) untuk membentuk kepanitiaan
paket pekerjaan pada SPSE ddeer ID dan Password bagi PPK/Panitia
Pengadaan paket pekerjaan tersebut. Alur prosesiapan pengadaan
digambarkan dalam diagram berikut :

LPSE (AGENCY) PPK PANITIA / ULP

Surat Penunjukan

A

Login

v

Mendaftarkan
PPK dan Panitia /
ULP

v

Membuat User ID
dan P ord Login
PPK, Panitia/ULP

Menetapkan Paket » Login

A

Menentukan sistem
pengadaan,
Dokumen Lelang,
HPS

Tidak !
ersetujuan™.__ _ Minta persetujuan
PPK h dari PPK
Ya

Pengumuman
Lelang

.

A
Selesai
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C. Pelaksanaan Pelelangan

Pada proses pelelangan ini melibatkan Penyedia@gaaa, Panitia Pengadaan,
dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Alur proseslgefjan di gambarkan
sebagai berikut :

1.1.E-lelang umum Pasca kualifikasi - 1 (safug.

Proses Pengadaan (Pascakualifikasi)

PPK Panitia Penyedia Barang/Jasa Keterangan

1. Penyedia diberi
——» Pengumuman kesempatan untuk
menarik/mengubah
penawaran tanpa sanksi
dengan memasukkan
kembali penawaran tsb
sepanjang batas akhir
tahap tsb belum
terlampaui.

Pendaftaran dan
Pengambilan
Dok.Pemilihan

v 2. Dalam pembukaan

- penawaran, harus
memenuhi minimal 3 (tiga)
peserta.

e \\
| - Perlu"~
- — SR r—— —<_ peninjauan >

> (lokasi?_ <
~ -

L,: Pengubahan

| Dok.Pemilihan
Tidak Lase __
Berita Acara Tidak
Penjelasan (BAP) @ — — 4 — — — — — — — — — — — — —
|
Penutupan Penyampaian
pemasukan [ ——, Penawaran
penawaran |
|
I \ X
| erarian ~
| ~ "Penarikan/ > _
Rap:g::;;?:rl:aan L ™ %: Pengubahan >
~ Penawaran -

~ -
~-

umlah Penawara

Membuka
Dok.Penawaran

Berita Acara
Pembukaan
Penawaran
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Memenuhi syarat
administrasi?

Evaluasi Teknis

Memenuhi syarat
teknis?

Koreksi Aritmatik

Semua diatas pagu?

Tidak

Lelang gagal

Evaluasi Harga Penawaran

Evaluasi | oo | Penilaian |
harga kewajaranl setelah |
satuan harga | preferensi |
timpang | harga ]

Memenuhi

Tidak
=1

Daftar penawaran terendah

(Lanjutar)
Proses Pengadaan (Pascakualifikasi)
PPK Panitia Penyedia Barang/Jasa Keterangan
Evaluasi
Administrasi

Evaluasi atas..., Indro Bawono, FE Ul, 2011.
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(Lanjutar)

Proses Pengadaan (Pascakualifikasi)

PPK

Panitia

Penyedia Barang/Jasa

Keterangan

Surat Penetapan

3 (tiga)
penawaran
terendah yang
responsif

!

Penilaian/
Pembuktian
Kualifikasi

}

1 Calon Pemenang &
2 Pemenang
Cadangan

Data &
Pernyataan
sesuai

Usulan penetapan

Pemenang (SPP)

calon pemenang

Pengumuman

Menjawab |
sanggahan

|

|

|

|

e
|

Sanggahan
diterima?

| Memerintahkan
evaluasi ulang/

| pelelangan ulang/

| Ppengenaan

| sanksi&daftar

| hitam

[}

Surat Penunjukan
Penyedia Barang/
Jasa (SPPBJ)

Pemenang

»<_Ada keberatan?

Ya
Mengajukan :

- — - sanggahan tingkat - -
| I/banding )|
T

' [

| I

| I

| I
,,,,,,, | I
I

I

I

I

I

|

I

I

I

|

I

I

C . Tidak— —— ——
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1.2. E-lelang umum Pra kualifikasi - 2 (dudjle, dan E-Selekss Umum Pra
kualifikasi — 2 (duajile

Proses Pengadaan (Prakualifikasi)

PPK Panitia Penyedia Barang/Jasa Keterangan
1. Jika diperlukan dapat
---p|  Pongumuman dilakukan Klarifikasi
formulir kualifikasi yang
Pendaftaran dan waktunya bersamaan
Pengambilan dengan proses penilaian
Dok.Prakualifikasi kualifikasi.
: 2. Sanggahan diajukan
: Penyampaian selambat-lambatnya 5
: Formulir (lima) hari kerja sesudah
¢ Kualifikasi Pengumuman Hasil
Penilaian Prakualiﬁkasi.
---------------------------- el kualifikasi PPK/Pejabat yang
Klarifikasi !)erwenang memberikan
jawaban tingkat pertama

Prakualifikasi Ulang

lemenuhi syara
kualifikasi?

Lulus

Penetapan Hasil
Prakualifikasi

Peserta Lulus
Prakualifikasi = 32

Ya

v
Pengumuman
Hasil

Tidak

Prakualifikasi

Mengajukan

Menjawab

.. diterima? .-

Memerintahkan
penilaian
kualifikasi ulang
pengenaan
sanksi&daftar
hitam

,."'S'anggahaﬁ"‘\_

--Tidak:

sanggahan E

\ 4
Undangan kepada
peserta

Prakualifikasi yang
lulus

----- Tidak----

selambat-lambatnya 5
(lima) hari kerja setelah
sanggahan diterima.
Sanggahan tingkat I
ditujukan kepada PPK/
Pejabat yang berwenang,
sanggahan banding
ditujukan kepada Pejabat
yang berwenang.

3. Peserta Prakualifikasi
yang telah lulus tidak perlu
diprakualifikasi ulang.
Prakualifikasi ulang hanya
dilakukan terhadap peserta
Prakualifikasi baru yang
mendaftar.
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(Lanjutar)
Proses Pengadaan (Prakualifikasi)
PPK Panitia Penyedia Barang/Jasa Keterangan
1. Undangan disampaikan
kepada peserta yang lulus
Prakualifikasi.
2. Penyedia diberi
kesempatan untuk
Undangan penarikan/mengubah
pemasukan penawaran tanpa sanksi,
penawaran dengan memasukkan
kembali penawaran tsb
i sepanjang batas akhir
tahap tsb belum
Pengambilan terlampaui.
Dok.Pemilihan
v
Penjelasan

Peninjauan Lokasi

A

" peninjauan

Pengubahan

\ 4

Dok.Pemilihan

Berita Acara
Penjelasan (BAP) |4

" Jokasi?

e

Tidak

Penutupan
pemasukan <

y

Pemasukan
Penawaran

x

~Penarikan/™
Pengubahan
~.Penawaran. .-

penawaran

I

Rapat Pembukaan
Penawaran

)

Membuka
dok.penawaran

|

Berita Acara
Pembukaan
Pewanaran
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Memenuhi syarat
administrasi?

Evaluasi Teknis

Memenuhi
syarat teknis?.

Lulus

Koreksi Aritmatik

Lelang gagal

Semua diatas
pagu?

Evaluasi Harga Penawaran

Evaluasi Penilaian
Evaluasi
harga setelah
kewajaran .
satuan Dol preferensi
timpang 9 harga

Memenuhi
arat harga?

Daftar Penawaran
terendah

(Lanjutar)
Proses Pengadaan (Prakualifikasi)
PPK Panitia Penyedia Barang/Jasa Keterangan
Evaluasi
Administrasi
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(Lanjutan)

Proses Pengadaan (Prakualifikasi)

PPK

Panitia

Penyedia Barang/Jasa

Keterangan

3 (tiga) penawaran
terendah yg
responsif

Penilaian/
Pembuktian
kualifikasi

1 calon pemenang & 2
pemenang cadangan

Surat Penetapan
Pemenang (SPP)

Menjawab i _|
sanggahan §<

’,.-"S'anggahaﬁ‘“-.

Data &
pernyataan
sesuai?

Usulan penetapan
calon pemenang

Pengumuman
Pemenang

. ...
D
=~

Ti

Mengajukan

Tidak:

sanggahan tingkat } -~
I/banding H

*~... diterima? '_."

\_','Ya

Memerintahkan
evaluasi ulang/
pelelangan ulang/
pengenaan
sanksi&daftar
hitam

Surat Penunjukan
Penyedia Barang/
Jasa (SPPBJ)

1. Penilaian kualifikasi
diupayakan untuk
menghasilkan 3 (tiga) calon
pemenang. Apabila dalam
penilaian kualifikasi diperoleh
kurang dari 3 (tiga) usulan
calon pemenang, maka
dilakukan penilaian kembali
terhadap peserta pengadaan
dengan penawaran terendah
yang responsif hingga 3 (tiga)
calon pemenang.
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MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
UNIVERSITAS INDONESIA

KUESIONER E-PROCUREMENT

IDENTITAS PENYEDIA

Tanggal: / /2010

Nama

Jabatan

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

No. Telphon

Informasi Lainnya

PERTANYAAN
a. Umum

Menurut Anda, bagaimana pemahanan Anda pribadi terhadap e-Procurement secara umum?

a. Sangat paham

c. Cukup paham

b. Paham

d. Tidak paham

Menurut Anda, hal mendasar apa yang harus diben
pemerintah?

ahi dalam proses pelelangan/tender barang/jasa di

a. Transparan

c. Terbuka (semua dapat akses yang sama)

b. Efisiensi

d. Persaingan yang sehat dan Tidak diskriminatif

Dari manakah Anda pertama kali mendapatkan informasi tentang e-Procurement?

a. Pengumuman lelang di koran

c. Sosialisasi oleh instansi pemerintah

b. Browsur

d. Pelatihan e-Procurement
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4. | Proses pendaftaran e-Procurement sangat mudah saya lakukan.
a. Sangat setuju c¢. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak setuju
5. | Secara umum, apakah e-Procurement sudah tepat untuk diterapkan di Indonesia?
a. Sangat tepat a. Kurang tepat
b. Tepat b. Tidak tepat

b. Pra Tender

1. | Apakah pengumuman pelelangan yang Anda baca sudah cukup efektif dan informatif?
a. Sangat Informatif a. Cukup Informatif
b. Informatif b. Kurang Informatif
2. | Menurut Anda, bagaimana proses persiapan saat akan mengikuti pelelangan secara elektronik (registrasi
dan verifikasi)?
a. Sangat mudah c. Cukup mudah
b. Mudah d. Rumit
3. | Sebelum/menjelang Anda mengikuti proses pelelangan secara elektronik, apakah Anda telah
mengeluarkan biaya untuk ini? Contohnya biaya pendaftaran dll.
a. Tidak sama sekali c. Ya, nominalnya kurang dari satu juta rupiah
b. Ya, tapi sangat kecil dan bukan merupakan | d. Ya, nominalnya lebih dari satu juta rupiah
cost
4. | seberapa besar biaya yang bisa dikurangi untuk persiapan mengikuti suatu paket pelelangan secara
elektronik? Contohnya biaya cetak dokumen, dll.
a. sangat signifikan c. lumayan
b. signifikan d.sama saja dengan konvensional
5. | Seberapa efisien waktu yang dapat dikurangi pada saat persiapan mengikuti proses pelelangan secara

elektronik? Contohnya waktu untuk penyusunan dokumen, dll.

a. Sangat efisien c. Cukup efisien

b. Efisien d. Sama saja

c. Saat Tender Berlangsung

1.

Menurut Anda, bagaimana proses saat Anda mengikuti pelelangan secara elektronik? Misalnya
kenyamanan untuk tidak melakukan “packaging” dokumen, kemudahan untuk menguji kelengkapan
dokumen sebelum dikirimkan ke panitia dll.

a. Sangat nyaman c. Cukup nyaman

b. Nyaman d. Rumit
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2. | Sepanjang Anda mengikuti proses pelelangan secara elektronik, apakah Anda telah mengeluarkan biaya?
a. Tidak sama sekali c. Ya, nominalnya kurang dari satu juta rupiah
b. Ya, tapi sangat kecil dan bukan merupakan | d. Ya, nominalnya lebih dari satu juta rupiah
cost
3. | Apakah proses pelelangan secara elektronik menjadikan harga penawaran lebih kompetitif?
(dibandingkan pengadaan konvensional)
a. Sangat kompetitif c. Cukup kompetitif
b. Kompetitif d. Sama saja
4. | Apakah informasi pada setiap tahapan pelelangan secara elektronik dapat Anda peroleh dengan
transparan? (Transparan — langsung diketahui secara online — tidak perlu tatap muka)
a. Sangat transparan ¢. Cukup Transparan
b. Transparan d. Tidak Transparan
5. | Apakah waktu yang dibutuhkan pada proses pelelangan secara elektronik (pengadaan barang) sudah
cukup singkat?
a. Cepat (< 1 bulan) ¢. Cukup lama (1 % bulan s/d 2 bulan)
b. Cukup cepat (1 bulan s/d 1 % bulan) d. Lama (> 2 bulan)
6. | Apakah proses Aanwijzing secara online cukup efektif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
Anda ajukan?
a. Sangat menjawab c. Cukup menjawab
b. Menjawab d. Tidak menjawab
7. | Apakah pengumuman hasil pelelangan yang Anda baca/terima sudah cukup informatif?
a. Sangat Informatif c. Cukup Informatif
b. Informatif d. Kurang Informatif

d. Pasca Tender

1. | Menurut Anda, apakah dengan e-Procurement mengurangi seluruh biaya yang Anda keluarkan dalam
mengikuti suatu pelelangan?
a. Sangat mengurangi ¢. Cukup mengurangi
b. Mengurangi d. Tidak mengurangi
2. | Secara umum, apakah e-Procurement sudah tepat untuk diterapkan di Indonesia?
a. Sangat tepat a. Kurang tepat
b. Tepat b. Tidak tepat
3. | e-Procurement menjadikan pasar pengadaan menjadi terbuka/luas.
a. Sangat setuju c¢. Kurang setuju
b. Setuju d. Tidak Setuju
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4. | Apakah anda mendapatkan laba sebagaimana proses pengadaan konvensional?

a. Lebih banyak c. Lebih sedikit

b. Sama d. Sedikit sekali

SARAN/FEED BACK
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